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ABSTRAK

Nama ¢ Anggrainy
Program Studi  :  Umu adrinistrasi
Judul : Pengarah Kebijakan Pujak dan Variabel Ekonomi Lainnya

Tethadap lnvestasi Asing Langsvog (FD1) Di Indonesia :
Sebual Uji Empiris Atas Data Tahun 1968 - 2007

xv + 138 halaman + 8 tabel + 4 gambar + 14 gralik + 11 lampiran
Daftar Pastaka : 40 buka, 4 karya ilmiah, 7 artikel, 102 laporan

Penclitian i bertujuan untek mengetahui dan menganalisis seberapa besar
pengarult kebiiakan pajak dan variabel ekonemi lainnya berupa ukuran pasar
{market size), kondisi Infrastruktur, dan tenapa kerja Indonesia terhadap masuknya
Investast asing langsung ke Indgnesia. melalui vji empiris atas data sekonder yang
meliputi tahun 1968 ~ 2007. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah melode regresi majemuk menggunakan perhitungan kuadrat kecil
sederhana (ordinary least sguare /QOLS} dengan mengpunakan data Tax Lffort
sebagai proksi dari Kebijakan Pajak, GDP dan GDP per capita sebagal prokst dari
market size, jumlah panjang jalan sebagal proksi dari infrastrukiur, dan jumiah
angkatan kerja sebagai proksi dari kondisi tenaga kerja, Analisis data dilakekan
melzlul  pengujizn ekopometrik  dibantu dengan program EVIEWS. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel yang paling signifikan adalah GDP dan
GDP per capita, diikuti denpan infrastruktur, Hubungan Tax Effort dengan FDI
moenupjukkan hubungan yang negalif, tefapi pengarubhnya Udak signilikan.
Demikian pula dengan ketersediaan (enags kerja menusjukkan pengarub vang
positif, namun tidak signifikan. Berdasarkas hasil penclilian disarankan agar
pemberian insemif di bidang perpajakan, harus dilakukan dengan sangal selekufl
dan benar-Denar memperhiungkan kemungkinan pgotential lost peaetimaan pajak,
karens walaupun  dapat  mempengaruhi minaf investasi, telapl lernyala
pengarshnya tidak signifikan, dan mengingat bahwa pencrimaan pajak masib
sangat diharapkan untuk membiayal anggaran pemerintal. Pemerintah sebatknya
lebih fokus terhadap kebijakan yang dapat mesingkatkan pertumbuhan ckonomi
dan kebijuakan pembangunan isfrastrakiur di tasah air.

Kata kanci : FDI, Tax Effort, GDP, GDP per Capita, Infrastruktur, Tenaga Kerja
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ABSTRACT

Name o Angpeainy
Study Program  :  Administrative Science Programme
itle : The Impuct of Tux Policy and Other Economic Vanabies o

Foreign Direct Investment In Todonesia ; Empirical Study For
The Year 1968 — 2007

%1V + 138 pages + 8 lables + 4 diagrams + 14 charls + B atrachmenis
Bibliography : 40 hterature books, 4 scientific reports, 7 arlicles, 102 reports

‘The objectives of the research are to kdentifty and (o analize the impact of the tax
policy and other economic variables which are market size, infrastruciure, labor
in Indonesiz to altract FD through the empirical study for the year 1968 — 2007.
The approach of the research 15 guantifative, while the method s multiple
variables regression using Ohrdinary Least Sguare {(OLS). The rescarch uses
variables of Tax Effort as the proxy of the tax policy, GDP and GDP per capila as
the proxy of muarket size, the leogth of road as the proxy of infrasirocture, and the
aumber of the 1abors a8 the proxy of Isbor. The research conducls 4 time series
regression of changg is FDI in Indonesia. The result of econometric tests, helped
by EVIEWS program, finds out that the most significant variables are market size
(GDP and GDP percapita) and infrastructure (the Iength of wad). This suggests
that economic growlh and infrastructure significantly affect FDI to invest in
Indonesia. The sign of the coefficient of the Tax Effort indicates that the higher of
the Tax Effort, the lower the FDI, but statistically instgnificaat. The coellicient of
the variable of labor measured by the number of labors, show the predicted sign
but statistically insignificanr. According to the result it is suggested to goverament
to be selective in making tax policy in the kind of tax incentive and really consider
the potensial lost of the 12x revenue, The government should more focus in the
policy that can support the cconomic growth and infrastructure.

Key Words : FDI, Tax Effort, GDPF, GDP per Capita, Infrastructure, Labor
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BAB1
PENDAHULUAN

L1, Latar Belakaog Masalah

Kehadiran mvestasi asing melalui Foreign Direct Investnent (FDI)
telah meonjadt pilihan sejumiah negara unwk mampu bersaing dalam
ekonomi global, karena investasi asing langsung (sclanjuinya discbut FDI)
dianggap dapal menunjang pertumbulian ekonomi dan pembangunan. Bagi
sebuah negara berkembang, yang memiliki keterbatasan modal, FDI sangat
menguniungkan, karena FDI tidak selalu dalum bentuk modal keuangan,
fetapi juga pembangunan infrastroktur,

Menurat Sullivan (1992} wrdapat beberapa maniast yang diharapkan
dari adanya FDI diantaranya, yaity perlama adalab trapsfer teknologi.
Perusahaan mulinasional blasanya adalah perusahasn besar yang telah
sukses mongembangkan inovasi dalam penggunaan bahan baku, proses
produkst, dan aspek latnnya dari produksi dan disiribusi ke seluroh dunia.
Hal ini mengingat bahwa para pengussha vang terlibat dalam FDI adalah
pemain dunia yang mencari sapplier dan pasar di seluruh dunia. Manfaat
vang kedua adalab peningkatan koalitas kerju. Negara-negara dengan
ungkat ekonomi dalam masa transisi biasanya mempunyal tingkat
peagangguran yang tnggi, dan banyak pekerja yang tingkat keahliannya
masih rendah. Investasi langsung melalui lovestor asing dapat menciptakan
lapangan kerja serla bermanfaat bagi peningkatan kualitas keda.

Manfaat Iazinnya dari adanva FD1 (Sullivan, 1992} adalah
peningkatan penjualan ekspor. Investor asing biasanya menguasai penjualan
ekspor ko pasar yang terdekal dengan negara tempat berinvestasi (host
couniry), maupun penjualan kembali ke negara tempat invesioe berasal
{home country). Penjualan ekspor ini membedikan kesempatan untuk
memperoleh devisa bagl kost country, vang dapal dimanfaatkun uptuk |
pembayaran  foreign-debt obligations, pembelian produk impor, dan
investast domestik. Besarnya kebutthan akan Aard carrency yang

bermantaat uniuk pembayaran ke luar negeri, membuat negara — negara
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1

menciplakan berbagai kebijakan vang dapat menarik invesior seperli
menghilangkan penghambat perdagangan dan ikut dalam perekonamian
global. Sclain llu dengan adanya investasi asing, dapat membantu negara
host cawzz:v*y mengembangkan ekspor, selatn komeoditi yang bersifat
teadisional sepertt kopi, gula, dan pisang,

Menumnit § Thomsen sebagaimana dikutip oleh Easson {2004),
terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan memilih antuk investasi di
luar negeri dan buken di dalam negerl, yaitn memaksimumkan keuntungan
{maximize profify, menycbarkan resiko (spread rizk), pasar dalam pegen
sudah tidak cukup uniuk mendukung kegiatannva, dan perbedaaa nilai tukar
mata uang {exchange rate). Selain it menurut Dunaing, vang dikutip pula
oleh Easson (2004), alasan invesior berinvestasi di fuar negeri adalah
karena para investor ingin memproteksi pasar yang sudsh ada melalu
keunggulan tekseologl vang lebih kompeiitif. Judi sebenarnya disamping
membert manfaal kepadn host counirp, lnvesiasi ke lvar negeri juga
berrnanfaat bagl invesior iiu semdiri karena beberapa alasan seperii
memperbesar  keunfusgan, untuk  mengkombinasikan  moedal  yang
dimilikinya dengan tenags Kkerja yang mutah  dalam upays  untuk
mengurangl biayas produksi, pesggunaan bahan baku yang dekat dengan
sumbornya dan Sebagainya.

Pemiliban lokasi £FDU itu sendint seberaruya lergantung pada fujuan
investasi. Mengutip Dunning dan Caves, Cleeve {2005) menyatakan bahwa
tejvan investasi ada beberapa macam : Pertama, FDI yang mencari samber
daya alam, PFDI jenis int mencari sumber keberndaan kekayaan alam yang
menjadi incarannya, ermasuk yang yang berkaitan dengan kualitus barang
dan harganya. Selain ity investor memperiimbangkan pula aspek fasiliias-
fasilitas pengembangan kekayaan alar itu (misalnya sarana peagolalan dan
pemasaran) dan keberadaan iofrastrukiur yang mesunjang eksploitasi
kekayaan alam itu. Kemupdian yang mungkin dipertimbangkan pula adaiab
ada tidaknya inseptil dan mitra lokal. Kedua, FDI yang mencarl pasar.
Secara umum, investor jemds ini mempertimbangkan ukuran dan tingkat

pertumbuihan pasar lokal dan dacrah-daerah sckitarnya, kvalitas dan jumlah
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ienaga manusia, infrastruktur, serfa kebijakan makro pemerintab. Ketiga,
FD3T yang mencari peningkatan efisiensi. Bagi investor jenis ini, maka biaya
procuksi  yang berkaitan dengan tenaga terampil, infrastrukiur, dap
kebijakan makro pemerintab menjadi pertimbangan utama. Keempat, FDI
yang mencari aset-aset strategik. FDI dalam kelompok inl melibat faktor-
faktor seperti aset-asel yang padal pengetahuan, seperli teknologi dan
keahlian managerial. Kemudian calon invesior juga mempertimbangkan
kondisi pasar dan penyebaran lokasiova. Kemudian dilibat juga kemudahan
akscs ke aset-aset itu, fakior harga dan aset-asel strategis fain, scrta unsur
budaya dapn kelembagaan,

Setiap negara memiliki karakterisiik yang berbeda, baik dari segi
lokasi geografls, ukurait pasar, sumber daya alam, sumber daya manusia
maupun  tingkat perekosomian. Selain itu, kebijakan vyang diambil
pemerintah dalam hal kebijakan perpajakan maupun kebijakan komersial
dun  atwran lain juga Dbisa jadi berheda.  Semua Daktor ini  dapat
mempengaruhy minal investor dalam memilih Jokasi untuk beripvestasi.
Mengingat kebuiuhan vang tinggl akan masuknya investasi asing sebagai
sarans untuk pembiavaan pembangunas, maks sejumiah negara berSaing
keras untuk menanik inveslasi asing. Pembenaban secara lerus-mencrus
kebijakan pajak seperti perundang-undangan, peraturan pelaksanaannya,
dan administrasi pajak merupakan salah satu yang mendapal perhatian
khusus dari pemerintab swatu segara. Hal ind  dilatasbelakangi oleh
pertimbangan babwa pajak pada dusarnya secaraz ekonomis merupakan
beban usaha yang dapat mengurangt laba sckaligus daya beli perusahaan
sceara  keseluruhan, Dengan  demikian kebijakan psjak suatu pegara
dianggap dapst mempengaruhi kepuwtusan pemiliban lokasi usaha investor
asing,

Beberapa hasil penelitian sebagaimuna dikutip oleh Basson {2004)
menyalakan bahwa pajak banya memainkan bagian kecil dalsm menentukan
keputusan pertama unbuk melakukan investasi ke luar negeri, namun ada
Juga yang menyatakan babwa pajak mempunyai pengarel  penting,

walaupun hanya pada jenis investasi tertenlu.
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Beberapa pepeliian menyatakan babwa aspek perpajakan mencrapati
urutan ketujuh dan ketigabelas dalam pemilihan tompat berinvestast bagi
perusalian multinasional dan efek dari kebijakan pajak berupa pemberian
insenlif fiskal sangat terbatas, éibazzéingi(aza dengan faktor lainnya sepertl
stabilitas politik, biaya buruh, dan infrastruktur. Kebijakan pajak juga
dinyatakan lidak mampu mengkompensasi berbagai faktor negatif dalam
tklims berinvestast di suatu negara (Morisset, 1999,

Holland dan Vann (1998} menvatakan babwa bagi investor, sistem
pajak ftidaklah lerlalu  penting dibandingkan dengan pertimbangan-
pertimbangan lain. nvestor pertama-tama skan memperimbangkan kondisi
perekonomian dasar dan situasi kelembagaan terebih dabule. Kalaupun
investor tertarlk dengan besarpya pasar dan rmurahnya upab tenaga kega di
negara-tegars berkembang, namun investasi dalam skala besar dapat
terhambat  oleh adanya unsor ketidakpastian  kebijekan  pemerintab,
keslabilan polilik, dan kondisi perangkal hukum dagang vang relatif kurang
berkembang {(di negara-negara yang dalam transisi ke ckonomi pasar).
Pemberian insontil pajak semata tidak akan mampu mengatasi kendala-
kendala inmi. Yang lebih peoting justey adalah sistem pajak  secara
keseluruhan, Misainya para investor menginginkan agar konsekuensi
petpajakan atas tindakan-tindakannya dapat diperkirskan. Atsran pajak
yang kurang jelas dan sering berubah dapat membuat perencanaan usaha
dalam jungka panjang relatf sulit dilakukan, dam bahkan dapat
meningkatkan ristko. Kemampuan uotuk memberikan interpretasi hukum
dengan cepal dan konsisten beserta penegakan aturan-aturan hokum sering
menjadi kelemahan negara Derkembang, Jadi menurat Holland dan Vaen
{1998} pemberian insentif pajak scbemamya tidaklah ferfaly membantu
untuk menark invesiasi, khusosnva FDL Tadbwan, Irfandia, dan Hongkong,
scrta akhir-akhir ini Singapura, sedugkali disebut sebagai contoh sukses
msentif pajak, namun harus dicatat bahwa negara-pegara ini relatif tidak
pernah mengalami gejolak politik, ckonomi, maupun kesulitan-kesulitan

administrast,
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Meskipun terdapat beberapa pendapat bahwa fosentil pajak (idak
mempunyat peagarch signifikan lerhadap masukaya FDL namun para
pembual Kebijukan tetap merasa perfu untuk membuat kebijakan pajak
berupa pakel insentif untuk menarik FDI. Walaupun beberapa abb
menyarankan vnluk membatasi pemberian insentif pajak, menurut laporan
UNCTAD pada tzhun 1996 {Eassou, 2004), tercatat sebanyak 103 negara
menawarkan insentif pajak dalam rangks menarik investasi asing.. Terkait
dengan hal tersebut maka lerdapat beberapa kemungkipan jawaban, yaily
pertama, para pengambil kebijakan merasa sulit untuk menghilangkan
unsur-unsur yeng menghambat investasi, namun perlu membuat sistem yang
dapat menarik masuk investasi, dan pemberian insentif pajak adalah salah
salu carg termudah dan tercepat. Kedea, adalah karcos pemberian insentif
pajuk dipasdang reladfl tiduk membebani anggaran negara dan secard politis
tebih mudah dibandingkan dengan penvediaan subsidi. Dan yang kefiga
adalah adanya twckapan dan perusahasn-perusabaan asing yang akan

mengalinkan modainya ke negara lain jika insentif pajak tidak diberikan,

Tabel 1.1
Faktor-fakior Yang Mempengarvhi FDI di Negara ASEAN
Negara Fi GDP Popuiation | WIR WIR | Risk § Economic
av, 98-00 B} {m} score | ranking | raling §  freedom
()
Todisaesia {2.530Y 183,225 210401 06 138 54,8 108
Malaysia 3825 89.659 23,30 12 44 738 7
Philippines 1326 74.735 75,60 {18 89 63 7
Singapore 6.634 92.252 4001 2.2 18 20,3 2
Thailand 3.718 122.166 60701 1,3 41 75,3 32
Vietnam 2.109 31.344 78,50 2 20 70 137

Sumber 1 EASSON (2004}

i WIR ranking - dari 140 negara

b. Risk - data JORG risk rasing , Dec 2000 dari World Bank. Semakin tingzi nilai, semakin
rendah resiko.

¢. Economic freedom - data Index of Eronomic Freedom 2002 darl Herituge Foundation .
Makin tinggi ranking, makin tinggt kebebasan ekooomi

d. Corruption - dats Corruption Perception Index dori Transparency Iuernationaf . Makin
linggi ranking, makin readah korupsi
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Menurst  Easson  {2004), dilthat dari beberapa fakior yang
menpengaruhi aliran masuknya modal, Indonesia menempati ranking
terakhir diantars segara-negara ASEAN untuk jumizh rata-rata FDI yang
masuk uatuk lahun 1998 s.d 2000, Dalam tabel 1.1 terdihal babwa jumlah
neto arus PMA ke Indonesia lercatal negatif, vang berarti ierdapat aliran
modal ke luar negeri (capital fiight). Singapura menempati urutan pertama
dulam nilal FDL yang masuk, walaupun berdasarkan data Gross Domestic
Product {GDP) dan populasi pendeduk jauh dibawah Indonesia, ditkuli

dengan Malaysia yang menempali urutan kedua.

Tabel 1.2
Peringkat Indonesia — Iklim Melakokan Usaha/Investasi

l{\t:liiu-!ii!?ﬁ!n Mﬁ‘ﬁ'ﬁi‘ﬂi = Ketnnpakeriea Pertindungan Kepatuhan Meristup
Negasn mu:.::::; ii::m s S n fnvesior Kontuk Bissis
200G | 2007 1 HGei 3007 | 20061 3007 1 2086 § 2007 | 28046 ; 3007 | 2006 @ AWIF | 2006 | 2007
Iadoncsia 333 (VAL 163 i6% % ¥ o isd 153 a4 31 i47 iai 137 1
Salaysid 3] Z4 H 4 L1 A0 S UM 4% 43 4 4 14 61 33 4
Visinoig Gf 2% P L X §2 a3 82 B 175 i3 4! A1) jin LA
Thailaed 17 1 13 v 37| 36 ] 31 i3} 498 48 Pyl ar ] 3 | 26 | oar o440
China 92 g3 138 135 17% e ] &5 31 83 24 il 76 57
Fitiping 10 | 335 1w orga | a1y b 12z | 123 §ovar boudl | 13 1 oiey | ou4r [ tay
Sivgipsira } ] it a b3 = E, 1 2 2 b % 0.8 2

Sanher : Internsticsat Fnaace Corpersiton {1FC), 2008

Berdasarkan Laporan Perckonomian Indoresia 2007 yang diundsh
dari websitc resmt Bank Indonesia, dikatakan bzhwa kegiatan investasi
indonesta masih dihadapkan pads keadala iklim iavestasi yang kurang
kondusif bila dibandingkan dengan negara ~ negara pesamg. klim [nvestast
yang belum sepenuhnya kosdusif antara fain discbabkan oleh DLeberapa
permasalahan sepertt belum sepenubnya infrastrukiur secara memadai serta
permasalahan peraturan terkant investast.

Menurut survei Deing Business 2008 oleh International Financial
Caorporation {IFC), peringkat daya saing Indonesia menunjukkan perbaikan
dari posisi 133 menjadi 123 pada tahun 2007, sebagaimana teriihat dalam
Tabel 1.2 dan Grafik 1.3, namun peringkat Indonesia tersebul tetap lebih

rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga scperti Thailand,
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Malaysia, babkan Vietnam. Daya salng Indonesia hanya mengungguli daya
saing Filipina, bila dibandingkan dengan negara-negard tetangga.
Grafik 1.1
Pevingkat Tndonesia ~ Komudahan Mclakakan Bisnis
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Sumber : Intcraaitanal Finance Corporation (IFC), 2088, daw dicld kembali

Berbagai upaya dilakskan untuk mesarik minal Investor asing ke
Indonesis. Salah satu upaya memberi kepastian usaha telah dilakukan anlara
tain melalsi Undang-ondang Nomor 235 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal das Inpres RI Nomor 6 Tabun 2007 tenfang Kebijakan Percepatan
Pengembangan Sekior Riil dan Pemberdayaan Usalz Mikro, Kecil dan
Menengah. Melalul perangkat peraturan tersebut, kepastian usaha asing di
Indonesia «iharapkan dapat lebih lerjamin, misalnya dari 1isiko
nasionalisasi, penctapsn bidang ussha yang terbuka dan tertutup, serty
pelayanan terpadu, dengan struktur birokrasi yang lebih baik. Melalui Inpres
tersebut semua rencana tindak dipastikan dapat berjalan, dengan memantau
implementasi tlap-tiap repcana tindak yang telab ditetapkan tahun 2006 dan
tahun 2007. Sclama tzhun 2007, kepercayaan asing atas iklim investas: di
Indonesia cenderung membaik. Berbagai lermbaga pemeringkat mepaikkan
peringkat untuk Indonesia (Sovereign rating). Secara berurutan, Moody's,

Rating & lnvestment, dan lapan Credit Rating Agency menaikkan rating
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masing-masing menjadi Ba3, BB+, dan BB. {Laporan Perckonomiza
Indonesia 2007, Bank Indonesial.

Berdasarkan data Doing Business 2009 Report diketahui babwa
menurut survel yang dilakukan ofeh IFC terjadi persaingan reformast dalam
rangka memperbaiki fmage dunia mengenal iklim investasi di 113 negara.
Dalam  laporan  fersebut  dinyatakan  bahwa  reformasi  yang
diimiplementasikan  Indonesia tdak  meningkatkan peringkat  Indoncsia
dalam Doing Business 2009 Repori. Padahal Indonesia berhasit mengurangi
waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha dari 105 menjadi 76
har, serla mengurangi biaya dan proscdur yang dibuluhkan. Selain itu,
debitur saal ini juga dapar memeriksa dats rekam jejak kredd di Bank
Indonesia, yang tentonya dapal membantu meningkatkan kualitas dan
ketetapatan informasi bagi institusi keuangan dalam mengekur profil wsiko
calon debitur, Dalam laporan lerscbwt, peringkat Indonesia menurun dua
posisi darl 127 menjadi 129, Walaupun peringkat Indonesia berada di atas
Filipina (140), namun peringkal ini masil berada jauh dibawal Ciga (83),
Malaysia (2), dan Vietpam {92).

Berbagai  kemudaban  Dberinvestas:t bagl lovestor asing telab
dituncurkan olsh pemerintah sejak diluncurkannya Undang-unduang Nomor
| Tahuno 1967 entang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah
dan ditambah dalam Undang-undang Nomer 11 Tahua 1970. Undang-
undang PMA ini pada dasarnya merupakan pengaturan untuk menarik
penanaman medal asing demgan diberikannya berbagal fasiliias atay
insentil. Kebijukan untuk perbaikun iklim isvestesi terus dilakukan
pemerintah sebagaimana dikutip dari Nola Keuangan dan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tabun 2009, Pemerintah teluh melakukan
perbaikan sirektural yang dilakukan meliputi perbaikan dan penyederhanaan
aturan perundangan, perbaikan kualitas pelayaman publik dan reformasi
birokrasi untuk perbaikan disiplin  dan  efisiensi, penciplaan good
governence, dan pemberantasan korupsi. Hal im ditakekan melalui (1)
kebijakan untuk memperkual kelembagaan pelayanan penanaman modal,

penyederhaan perizinan usaba, dan pendallaran fanah; (2} kebijakan
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kelancaran arus barsng dan kepabeanan; dan (3} kebijakan perpajakan. Di
bidang perpajakan, Pemerintah memberikan fasilitas pajak ponghasilan
(PPh) dengan roengeluarkss Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraluran Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 entang
Fasilitas Pajak Penghasilan wntuk Penasaman Modal di Bidang-bidang
Usaha Terente dan/alas di Daerah-dacrah terientu. Selain itu, Pomerintah
juga memberikan insentif perpajakan untuk mendorong investasr di sektor
migas. Kebijakan perpajakan lainnys yang mesdukung perbaikan iklim
investasi  antars  lain  percepatan  proses pelayanan/penyelesasian
permohonan resitust PPN, pembentukan kantor pelavanan pajak (KPP)
pratama dan peningkatan buile-in control system, serta penyederhanaan
mekuanisme pelaporan Surat Pemberitahoan (8PT) dan PPh Pasal 25 bagi
wajib pajak yang melakukan pembayaran secara onfine. Melalui kebijakan-
kebijakar fersebut dan didukung olch pembangunan nfrastruktur dan snergi
serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter diharapkan lovestasi akan
semakin meningkat,

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sermua kebijakan yang
diambil dalam rangka memberikan kemudahan kepada investor bukanlah
tunpa Maya. Kebijakan pajak khususnya dalam bentuk peinberian insentif
adalah mengorbankan scjumlah pencrimaan pajak yang sebenarnya dapat
membiayal berbagal fagilitas wmum, yang justru hilang akibat adanya
msentif. Selain ity adanya Lerbaga: sturan pajek yang mengatur secara
khusus mengenal investasi asing langsung juga dapat menambak biaya
administrasi karcna semakin kompleksoya ataran pajak. Apalagi apabila
perusahaan-perusahuan ini sebenarnya telap akan berinvestas: walaupun
insentif tidak diberikan. Hal ini berarsti biaya lelah dikcluarkan samun
manlaal yang diperoleh tidak seberapa.

Upaya-upaya yang telah dilakekan pemerintah wuniuk menank
investasi asing memang telah mermbuahkan hasil yaeg cukup baik. Hal ind
terifhal dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tahun
2001 5.4 2007 yang mempedibatkan peningkatan sliran FDT ke Indoncsia
yang sigrifikan terutama di tahun 2007,
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Tabel 1.3
Perkembangan Realisasi Investasi FDY
Periode 2001 - 2008

Tahun Proyek Nifai Proyek {LI5§ juta}

2001 434 3,509.4
2002 442 i 3,082.6
2003 569 | 5,445.3
2004 547 ' 4,572.1
2005 908 89110
216 867 53,9917
2007 937 10,3414
2008 339 14,871.4

Sumber: Badan Koordinasi Penanainsn Modal

1 Dilvar investasi Sektor Minyak & Gus Bumi, Perbankan, Lembaga Keuvangan Non
Bank, Aswransi, Sewa Guna Usaha, Perlambangan dalam rangka Konirak Karya,
Perjanjian Karyn Fengusahaan Peclunbangan Batbara, Investasi yang perizinannya
dikaluarkan oleh insanst whetafekior, Investat Parle Folic {Pasar Modal) dag
fwvestagd Rumah Tangge

2 ProyeR Jemleh izin Usaha Tetap vong dikeluarkan

3 Dals sementars, termasvk Izin Usaba Tetap veng dikeluarkan oleh daerah yang
diterims BEPM sampal dengun 31 Desember 2008

Berdasarkan data dalam Tabel 1.3 tedibat babwa terjadi pesrrunan
tingkat tavestasi di tahun 2002, paumus kemudian kembalt menguat di tahun
2003, dan meaingkat tjam di tahun 2007 dan 2008. Dalam kurus wakiu
tersebul tentunya juge lerjadi berbagai perubahan kebijakan maupun
berbagai lakior yang mempengaruhy investasi, baik yang menyangkut
ckonomi maupun politik

Hal ini menimbulkan tanda tanva apa scbenaraya faktor-fakior yang
menjadi pendorong mvestast di Indouesia. Berdasarkan araian sebelumnya
diketahui bahwa pendapat mengenal kebijakan pajak dapal mempengaruhi
aliran masuk investasi asing di suatu negara masibh  menimbulkan
pertentangan. Selain Hu berdasarkan beberapa pendapal ahli diketabui
bahwa fakior-falior yang umumnya penting bagi setiap jenis iovestasi
adalah wieliputi stabilitas ekonomi dan politik, ketersediaan infrastruktur
fisik, bisnis dan hukum. Demikian pula ketiadaan halangan birokrasi,

kemudahan komunikasi, ketcrsediaan tenaga kerja terlatih, kebebasan
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melakukan repatriasi modal, dan adanya mekanisme penyelesaiun sengketa

jupa merupakan faktor yang dapat mendorong invesiasi.

Perumusan Pokeok Masalah

Masuknya 1nvestasi asing berupa Foreign Direct Investment (FDI)
diyakini ssngal bermanfsat bapl pertumbuban ckonomi suatu negara,
terutama negara berkembang seperti Indonesia, Berdasarkan hasil beberapa
penelitian terdapat beberapa fakior yang mendorong investasi asing masuk
ke suatu negara. Hal ini dilatarbelakangi oleb adanya karakteristik yang
berbeda i setisp negara, baik dari segi lokesi geografis, besarnya pasar,
sumber daya alam, sumber daya manusia maupun tingkat perekonomianaya.
Berbagai perbedaan ini baik yang bersifat fakior ckonomi {seperfi lingkat
Gross Domestic Product, Gross Domestic Product per capifa, lingkat
inflast, upah buruh, dan lain-lain) maupun non ckonomi {seperti stabilitas
politik, pengurusan izin, ingkat korupsi dan lain-lais) dapat mempengaruhi
keputusan investor using untuk berinvestasi di suatu negara.

Mengingat fingginya kelwtuban aksn masukaya investasl asing
sebagal sarany untuk pembiavasn pembangunan, maka scjumish negury
bersaing keras uniuk menarik invesiasi asing, Hal ini mendorong
pemernlab Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk kebijakan
di bidang perpajakan uotuk memberi kemuodahan-kemudahan bagl investor
asing yang akan masuk ke Indonesia. Berdasarkan latar belakang terscbut
maka pokok permasalahan yang akan divraikan dalam pentanyasn -~
pertanyaan penelitian adalah ;

1. Bagaimana pengaruh kebijakan perpajakan Indonesia lerhadap
masuknya investasi asing langsung ke lndonesia ?

2. Bagaimana pengarsh variabel ekonord lainnya berupa ukuran pasar
(market sizey Indonesia, kondisi infrasteuktnr, dan tenaga kerja

terhadap masukaoya investasi asing langsung ke Indonesia ?
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1.3. Tujuan Penelitian

Dari peronusan masalah di atas, maka melalui uji empins atas data

yang moellpuil tahun 1968 - 2007, penelitiap ini bertujuan ;

L.

Untuk mengstahui dan mengunalisis peagaruby  kebijakan pajak
terhadap masuknyz investasi asing langsung ke Indonesia,

Unluk mengetahui das menganalisis pengaruh  variabel ekonomi
lainnya berupa ukuran pasar (market size}, kondisi infrastruktur, dan
tenaga kerja Indonesia terbadap masuknya investasi asing langsung ke

Indonesia,

1.4. Signifikansi Penelitian

Hasil penefitian ini mempunyai signifikansi sebagai berikul :

1. Signifikansi Akademis

L.

Hasil penelilisn ini diharapkan dapat menambal studi ilmiah
mengenal faktor-faktor yang yang mempengaruhi masuknya investasi

aging langsung ke Indonessa,

. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagl pengembangan thmu

pengetahuan di bidang perpajakan, khususaya dulam hobungannya
dengan kebijukan pajak terhadap investasi asing ¢i Indonesia dengan
tujuan melengkapi hasil studi ilmuah sebelumnya, melalui pengujian

secara empins.

Z. Signifikansi Praktis

1.

Hasit penelitian im diharapkan dapgal memberikan umsukan bagi
pengambil  kebijakan dan  lembaga-lembaga publik  mengenai
signifikanst  faktor-faktor yang dapat mempengarshi  masuknva
investasi asing langsung ke Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pengambil kebijakan kKhususpyu yang bethubungan dengan masalah
perpajakan, yailu mesjadi informasi yang perlu dipertimbangkan
dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan invesissi using di

{ndonesia.
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1.6.

i3

Pembatasan Masalah

Berdasarkan studi literatur  diperoleh data Lahwa  berdasarkan
berbsgal hasil penclitian terdapat banyak faktor yang mempengarubi
masuknya investasi asing langsung ke suatu negara, Dalam penelitian ini
dibatasi hanyas beberapa fakior yaitu kebijakan pajak, ukuran pasar (market
size), kondisi infrastruktyr, dao tenaga kerja, sedangkan faklor-fakior
fainnya sepesti politik, beban hwvlung, tingkat inflast, dan lais-lain dianggap

tetap {cateriy paribus).

Sistematiks Penalisap
Untuk mempermudab dalam memabami pokok permasalahan dan
pembahasan, maka penufisan tesiS ini skan diaraikan secars sistemnatis
dalam beberapa bab dan sub bab, dengan susuian scbagas berikui
BABI  Pendahuluan
Dalam bab i akan dibahas tentaag latar belakang permasalaban
penclitian, perumusan  pokok masalab, tujuan  penclitian,

sigatfikanst penelitian dan sisternatika penelitian.

BABIT  Tinjauan Literator
Bab ini menguraikan tearang peaclitian sebelumnya yang serupa
dan menjelaskan bedanya dengan penelitian yang akan dilakukan
dan tinjauan pustaka yang melipull teori-ieori teatang penanaman
modal using, leori tentang pengaruh pajak atas iovesiasi, teori
mengenal pengaruh  market size terhadap  inveslasi, Gross
Domestic Produce (GDPY , GOP par capita, kondist wnfrastruktur,

tenaga kerja, hipotesis penelilian, dan kerangka pemikican

BABIIL Metode Penclitian
Bab ini berisi lentang rancangan model yang dipunakan dalam
penclitian, alat analisis yang digunakan, serta metode regrest
yang diterapkan pada model, asumsi yang digunakan, serta uji-

uji yang akan dilakukan.
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BABIV  Gambaran Umum Objek Penclitian dan Analisis Hasil

BABV

Penelitian

1

Crambaran umum objek penelitiun melipuati kebijakan pajak
khususnya yang terkail dengan investasi asing di Indonesia,
perkembangan Gross Domentic Product (GDP), GDP per
capita, kondisi inflrastruldur dan tenaga kerja di Indonesia,
terkail dengan perkembangan investasi asing langsung di
Indonesia.

Anuhsis hasil penclitian berisi teatang hasil regrest yang
diperoleh, serla melakukan analisis terhadap basil regresi
vang diperoleh, yung menjeiaskan hubusgan anfara
varabel-varigbel bebas ferhadap variabel ferikat berupa
masuknyz investasi asing langsung ke Indonesfa. Analisis
stalisik dan ckonometri dilakukan untuk mengujl hasil

regresi fersebard serta implikasi kebijakannya.

Sitmpulan dan Saran

Merupakan bab penutup, benst skmpulan dan hasil-hasil avalisis

dan pembahasan yang diuraikan pada bab V. Bab ini Jugs

memuai saran yang relevan dengan sintpulan,
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2.1.

BAB II
TINJAUAN LITERATUR

Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penclusuran terhadap hasi] — hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh bcberapa mahasiswa pascasarjana Departemen Ilmu
Administrasi dalam rangka pembuatan tesis, diperoleh data bahwa terdapat
beberapa penelitian mengenai pengaruh kebijakan pajak dalam bentuk
insentif terhadap masuknya investasi asing langsung di Indonesia dengan
menggunakan metode penelilian wawancara mendalam dan kuesioner.
Selain itu juga lerdapat hasil penelitian dalam rangka pembuatan disertasi
yang juga lerkait dengan masuknya investasi asing langsung ke Indonesia
yailu penelitian mengenai praktik penghindaran pajak pada Foreign Direct
Investment yang berbentuk subsidiary company di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Gufraeni (2006) dalam tesisnya
yang berjudul Pencrapan Proses Hierarki Amalitik Atas Insentif Pajak dan
Faktor-faktor Lainnya Terhadap Investasi Asing Langsung (Foreign Direct
Investment) di Indonesia:Periode 2000 — 2005 bertujuan unluk : 1) Untuk
mengetahui apakah insentif pajak merupakan faktor pajak yang penting
dalam mempcngaruhi investasi asing langsung (Foreign Direct Investinent)
di Indonesia, 2) Untuk mengetahui [akior-fakior pajak yang Dberperan
penling dalam mempengaruhi inveslasi asing langsung di Indonesia, 3)
Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan insentif pajak
khususnya inselif Pajak Penghasilan yang diberlakukan pada tahun 2000-
2005.

Instrumen penelitian yang digunakan oleh Rini Gufraeni adalah : 1)
Kuesioner AIIP yang dibagikan kepada responden, yaitu perwakilan PT
PMA yang berkcdudukan (kanlor pusat) di Jakarta pada periode 2000-2005,
anggota KADIN, pemerintah (DJP dan BKPM), konsultan pajak, dan
akademisi, 2) Pedoman wawancara dengan responden dan narasumber ahii
yang dipilih, dan 3) Review dokumen, berupa data-data dan peraturan yang

diterbitkan oleh pemerintah sehubungan dengan kebijakan penanaman
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madal asing dan pemberian insentil pajek. Adapun hastl penelitan yang
diperoleh adalah : 2} Faktor-faktor pajak vang merupakan aliernatif strategi
dalam upaya mempengaruhi investast asing langsung (FDU di Indonesia
terdiri atas pemberisn insentif pajak, kejelssan dan konsistensi peraturan
perpujakan, administrasi dan prosedur pujak, skses dan penyelesaan
sengketa pajak, dan penyelesalan pajak berganda  islernssional. Dari
pengukuran skala prioritas dengan menggunakan Proses Hirarkl Analitik
{AH), diperoleh hasil penelitian balrwa insentif pajak merupakan salah satu
faklor pajak vyang cokup penting (moderarely imporrance) dalam
mempengaruhi inveslasi asing langsung di indonesia, walaupun bukan
sebagai prioritas ulama, b) Faktor — fakior pajak vang merupakan alternatif
strategi dalam upaya mempengarchi investasi asing langsung (FDI) di
Indonesia  tersebut  dapat  disusun  berdasarkan  persentasc  yang
menggambarkan skala prioritasnya sebagai berikut @ (1) Kejelasan dan
konsistensi peraturan perpajakan sebesar 33,3%, (2) Adminisirasi dan
prosedur pajak sebesar 26,7%, (3) Pemberian insenlif pajak sebesar 24,2%,
{4) Akses dan penyclesaian scngketa pajsk sebesar 10,8%, dan (5)
Penyelesaian pajak berganda internasional sebesar 4,9%. Dart peagukuean
skala prioritas ini memberikan hasil bahwa fakior pajak yang paling penting
untuk dipriorilasken adslab faktor kejelasan dan konsistensi peraturan
perpajakan. Hasil ol sckaligus menerima hipotesis penelitian {Ho) vang
mengatakan bahwa insenlif pajak tidak memiliki prioritas yang lebih tinggi
dibanding {akior-fukior pajuk lainnya dalam upaya peningkatan PMA o
Indonesia pada periode 2000-2005. Dan hasil penclitian kinnya adulah <)
Kebijakan insestif Pajak Penghastlan (PPh) yang dibesdakokan pada tahun
200-2005 dslam rangks mendorong pepanaman modsl di Indonesia
sehagnimana terfuang dalam Peraturan Pemerintah No. 148 Tahun 2000
tanggal 23 Desember 2000 tcniang Fasililas Pajak Pesghasilao unfuk
Permnaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Terteniu dan alau Dt Daerab-
daerah Terient; pads implementasinya Delum dapat dioperasionalkan
sepenuhnya, torutama menyvangkut insentif pajak dalam benmuk keringanan

pajak investasi {(iavesynent allowance). Adanya persyaratan dan perizinan
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tertentu  dalam rangka permohonan uatuk  mendapal  nsentif  pajak
penghasilan ini sebagaimana diatur dalam Kceputusan Menteri Keuangan
{(KMK) Nomor 571/KMK.04/2000 kanggal 26 Desember 2000 lentang Tata
Cara Pemberian Fasilitas Pajuk Peaghasilan Kepada Waiib Pajak yang
Melakukan Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan stau di
Daeral-dacrah tertenly, juga menjadi salah satu hambatan yang membugt
investor cenderung tidak memanfaatkan (asilitas dan insenul PPh yang
ditawarkan tersebut,

Selanjuinys penelitian yang membahas hubungan kebijakan pajak
dengan investssi sekior tertentu dilakukan oleh Mubamad Bdi Hartono
{2007) dalarm fesisnya yang berjudul Kebijakan Pemberian insentif Pajak
Dalam Hubunganaya Dengan ldim Invesiasi Bugi Perusahaan Penanaman
Modal Asing Di Sekior Industri Tekstil. Tujuan penelitian yang dilakukan
adalah © a) Unluk menpetahul korelasi antara kebijakan imsentil pajek
dengan investasi bagl perusabaan PMA di sekior indusisi tekstil di Indonesia,
dan b) Untuk mengidentifikasi kebijakan insenii{ pajak yang sesuai untuk
sekior industri tekstil di Indonesia.

Dalam  melakukan  peneliiannya, Muhamad Edi Hartono
menggunakan insrumen penelitian berbentuk  Kuesioner vang  disebur
kepada Wajib Pajak yang (erdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman
Modal Asing Empal yang bergerak di sektor indusirl tekstil. Adapun hasil
penelitian yang dipercieh adalah = g) Kebijakan pemberian inscntif pajak
tidak berhubungan secara signifikan dengan iklim investasi bagi perusahaan
PMA di sckior industri tekstil. Dengan demikian, tujuan pemeriniah
menmberikan insentif pajak untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia
agar dapat menarik investor asing di sekior industel tekstil tidak efektif.
Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi bagi perusahaan PMA di
sekior industrl tekstil sangat banyak, antara lain adaluh ketersediasn tenaga
kerja yang ahli dan mursh, stabilitas politik, kondisi dan polensi pasar,
stabilitas ckonomi makro, kondisi infrastrukiur, kepastian hukum dan
kondisi birokrasi serta lingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan analisis

atas datu-~data hasil penelitian diketabui bahwa akses pasar diyakini schagai
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faktor yang lebih penting dalam menarik investor asing di scktor industri
tekstil di Indonesia, dan b) Jenis insenlil pajak yang diterapkan di Indonesia
dan paling diminati olch perusahaan PMA di scktor industri tekstil adalah
tunjangan investasi berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30%
untuk selama 6 (enam} tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan
PMA di sektor industri tekstil iebih memilih untuk mendapatkan insentif
yang secara langsung mengurangi beban pajaknya daripada bentuk insentif
yang mengurangi pajak tetapi hanya bersifal sementara atau temporary.
Insentif berupa PPN yang terutang tidak dipungut di Kawasan Berikat hanya
berlaku untuk penyerahan Barang Kcua Pajak (BKP), sedangkan atas
penyerahan Jasa Kena Pajak tetap dikenakan PPN, sehingga insentif tersebut
dinilai tanggung karena dalam praktcknya Wajib Pajak tidak terlepas dari
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dalam kegiatan usahanya. Di samping itu,
bentuk insentif pajak yang diterapkan di Indonesia lersebut kalah menarik
Jika dibandingkan dengan bentuk insentif pajak yang diberikan di negara
pesaing Indonesia di scktor industri tekstil Asia, yaitu China dan Vielnam,
karena kedua negara tersebut memberikan insentif pajak berupa tax koliday
dan investment allowance sekaligus.

Penelitian sehubungan dengan praktik penghindaran pajak pada
Foreign Direct [nvestment dilakukan oleh Ning Rahayu (2008) dalam
discrtasinya yang berjudul Praktik Penghindaran Pajak (Tux Avoidance)
Pada Foreign Direct Investment Yang Berbentuk Subsidiary Company (PT
PMA) Di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance).
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk : a) Mengidentifikasi
praktik-praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang pada umumnya
dilakukan oleh Foreign Direct Investment yang betbentuk subsidiary
company (PT.PMA) di Indonesia, b) Menganalisis kebijakan Anti Tax
Avoidance Indonesia dalam menangkal prakiik-prakiik penghindaran pajak
yang dilakukan oleh Foreign Direct Investment yang berbentuk subsidiary
company (PT.PMA) di Indonesia, dan ¢} Mengetahui dan menganalisis

upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menangani
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praktik-praktik peaghindaran pajak yang dilakukan oleh Foreign Direct
Investment yang berbemuk subsidiary company (PT.PMA).

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalab : a) Praktik-praktik
penghindaran pajak (tax avoidance) pada umumnya dilakokan oleh Foreign
Direct Investment (FDIT) yang berbentuk subyidigry company (PT PMA) di
Indonesia dilakukan melalul skema trausfer pricing, thin capitalization,
Controlled Foreign Company (CFC), pemanlaatan negara tax havesn dan
treaty shopping. Adapun skema penghindaran pajak yang paling banyak
digunakan adalah skema traasfer pricing dao thin capialization. Prakiik
penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan memanfaatken peluang-
peluang yang terdapat dalam ketentuan porpajakan yang berlaku. Hal
tersebul Jjuga diperkuat dengan karakteristik hubungan antara anak
perusahaan {(subsidiary company} di Indonesia dengan induk pernsahaan
{(parent companyy di luar pegeri vang menurut kacamats pajak dianggap
sebagai entitag terpisah {separate entity). Dengan demikian antara anak
perusahiaan deagan induk perusahaan tersebul dapat melakukan transaksi
linter company dransaction) vang dialur sedernikisn rups agar anak
perusahaan {(subsidiary company) i lndonesia  mengalami  kcrugian,
sedangkan secara keseluruhan bisnisnya di dunia mengalami untung, )
Dilihat dari sifainya Kebijakan Anti Tax Aveidance di Indonesia relatif
belum memenshi sifat kebijakan sebaguimans dikemokakan oleh James
Anderson, yaita sifal rasional, inkremental dan emergence, karena pada
kebijakan yang ada masih banyak peluang-peluang (foopholes) yang dapat
dimanfaatkan oleh wayib pajak, kbususnya perusabsan Pensnaman Modal
Asing unink melakukan penghindaran pajak, sehingga potensi pajak yang
ada belum dapat digali secara optimal. Di samping itu kebijakan An# Tax
Avoidance yang ada relatif tidak mengikuti perkembangan praktik lapangan
yang semakin kompleks, hal ini terlihat dari masili banyaknya aturan
pelaksanaan mengenai  kebijakan Anti Tax Apoidance yang  belum
mengalami penyempurnaan sejak tohun dibuatnya aturan tersebut (sebagian
besar tahun 1994). Saat ini Indonesia baru mempunysi Kelentuan tentang

Specific Anti Tax Avoidance (SAAR) yang tertuang dalam pasal 18 Undang-
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undang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini Indonesia belum memiliki General
Anti Tax Avoidance (GAAR) sebupai pelengkap dari SAAR. Disamping ity
dilihat dari fakior-faktor pendukung vaitu policy content kebijakan yang
bersifat rasional dan logis, kerjasama dengan piliak-pihak (erkait dan sumber
daya yang trampil dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat belum
sepenuhnya terpenuhi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan
Antf Tax Avoidance tersehut. Dan yang erakhir adalab ) Upaya-upaya yang
dilakukan oleh Dircktorat Jenderal Pajak dalam menangani praktik-praktik
penghindaran pajak, khususnya yaeg dilakukan oleh Foreign Direct
Imvestment (FDI1) vang berbentuk subsidiary company (PT. PMA) relatif
musih minim dan kurang menyestuh masalah esensial, sehingga kasus-kasus
penghindaran pajak tersebut kurang tertangant dengan batk.

Penelitian di negara lain yang menchu mengenat fekior-faktor yang
mempengaruhi masuknya investasi asing langsung di sualy  nogam
dilakukan oleh Emmanuel Mmadozic {2000) dengan judul What Defernines
US Direct Investment in African Countries 7 Bmmansue] Npadozie mencliit
faktos-faktor yang mempengarshi lingkat mvesiasi perusahaan yang berasal
dari USA di ncgara-negara Africa. Latar belakang penslitian adalah bahwa
sebagai kelompok negara-negars berkcrmibang  yang memerfukan FDI
sebagai somber yang paling penling dalam pemdnayaan, negara-negarg
Alrika memperoleh bagian yang sclatif kecil dari global investasi swasta,
terutama dari Amerika. Direct investment USA di Afrika terpusat pada
sumber daya mineral-extrectable.  Emmanuel  Noadozie  (2000)
menggunakan  data cross  sectional 22 negara di  Africa  dengsn
menggunakan model analisis regresi majemuk sebagai berikul
USDIA = f{Lagged change in GNP, per capite GNP, rate of inflation, debt
burden, political risk index, school, phones, and Franco}, (2.1}

yang dickspresikan dalam persamaar sebagai berikul :

InUSDIA = o + Inf; GNP, | + B:GNPCAP, ; - BsINFLATE, ;- BsBURDEN,
i+ ﬁsPRI;_; + 653(:1‘[{}0}—_4,; + ﬁ?PH{)&ES[_; - ngRﬁN{:{}m + £ {2.2)
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Adapun hipotesis dari penelitian Emmanuel Nnadozie (2000} adalah
tingkat investasi USA (USDIA} merupakan @ 13 fungsi posuil dan
economic growth, size of market, political risk index (PRI}, skill of igbor
Jorce, infrastructure, dan 2) fungsi negalif dari inflation, debt burden, dan
francophony. Variabel bebas GNP adalah natural log dani per kapita GNP
untuk negara i untuk tabun 1996, Penggunaan ukuran natural log adalah
untuk membantu kontrol lerbadap efek yang terjadi pada negara-negara
besar seperti Egypt, Nigeria, dan Soulh Africa.

Dengan menggunakan estimasi Least Square Emmanue]l Nnadozie
memperoleh hasil penelitian © 2} Marker growi/i (GKF) adalah menuaajukkan
pengaruh yang signifikan terhadap aliran USDIA. Hal int sesuar dengan
teori makro ekonomi. Koefisien dari variabel LnGNP mengindikasikan
babwa satu persen kenaikan dalam markel growtn akan memmgkalkan
USDIA pads angka rata-rala 1.68 persen, yang lainnys konstan, Hasd im
sesuai dengan hipotesis, b). Hasil regresi terhadap GNPCAP memperoich
basil yang diharapkan tapi tidak signifikan, ¢) Hasil regresi terhadap inflasi
tidak signifikan. Namun walaopun varfabel ini terbukti secara statisiik tidak
signifikan, secara ckonomi hasiluya signifikan dan tanda dan koelisien it
masilt dibutuhkan uatuk dimnterpretasikan. Inflution reie adalab indikator
dari kestabilan ckonomi, dan untuk itu scmakin tinggl inflation rate,
semakin rendeh USDIA, d) Tamda bshwa koefisien varimbel PRI
menurjukkan babwa makin rendah tngkat political risk di dalam host
country, maka makin tinggl USDIA pada rata-rata 0.186 persen. Hasil ini
konsislen dengan yang diharapkan, ¢) Koefisien dan variabel BURDEN
mengindikasikan bahwa USDIA dibarapkan menurus 0.0314 persen pada
setiap satu persen pertambaban debt burden, sementars yang lainnya
konstan. Variabel ini memperoleh sign yang diinginkan, dan sesuai dengan
hipotesiz, ¥} Koefisien dari variabel SCHOQY., yang mengukur skill of labor
force, tidak memiliki predicted sign dan tidak signifikan. Oleh karena ity,
skill of laboy foree tidak sesuai dengan hipotesis atau dari penelitian empuis
sebelumnya, g} Koefisien PHONES hasiluya signifikan tetapl tandanya

negatif dan tdak sesuai dengan hipotesis. Seharusnya semakm bagus
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infrastruktur akan scmakin meningkatkan investasi, i} Koefisien FRANCO
negatif dan signifikan. Hal ini berarti framcophony mengakibatkan
rendahnya /8D7A yang disebabkan gdanya hambatan kultural dan bahasa
(Afri}-ca banyak dijajah oleh Perancis, sehingga USDIA sulit memasukinya).
Lerdasarkan hastl penelitian, Emmanoel Nnadozie menyimpulkan bahwa
hanya variabel makroekonomi dan risiko politik  yang  eerupakan
delerminan yang signifikan dalam dirgcr investment USA di Alrika,
sedangkan business condition bukan faktor yang signifikan,

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rini Guiraeni dan Muhamad
Edi Hartono dialas wmumnya hanya menguraikan dan menganalisis
pengaruh kebijakan pajak dalam bentuk pemberian insentif pujak terbadap
masuknya invesiasi asing langsung ke Indonesia dengan menggunakan
metode wawancara dan kuesioper, dan tidak meneliti tingkal signifikansi
pengaruhnya dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya di luar pajak. Ning
Rahayu meneliti teknik-teknik penghindaran pajak yang dilakukan oleh
Foreigr Direct Invesrment dalam bentek subsidiary company, das tidak
meneliti faktor-faktor vang mendotong investasi asing langsung di
Indonesia. Emmanvcl Npadozic memang meneliti faktor-faktor yang
mempengaruhi - masuknaya  inveslasi  asing  langsung, nemun sie
penclitiannya  adalah negara-negara di Afrika. Selain itn  Emmanucl
Nnadozie puga tidak meneliti efek pajak terhadap masukaya investasi astog
langsung.

Menurut Basson (2004) penelitian dan laporan yang dibuat dengan
menggunakaens  metode  wawancara dan kuesioner memang  dapat
memberikan gambaran  mengenai {aktor-faktor yang mempengaruhi
pemilihan lokasi invesiasi, mamun sulit untuk menentukan tingkat
signifikansi dari fakior-faktor tersebui. Ada 3 (tga) alasan yang dapat
menjelaskan yaitu : Pertama, faktor-fakior vang menjadi pertimbangan
dapat berubab-ubah sctiap waktu. Misalnya bagi FDI tradisional terjadi
perubahan faktor-fakior yang berpengaruh sejalan dengan adanya kebijakan
liberalisasi dan lerciptanya sejumlah free trade area dan cuscom union.

Limabelas sampai duapuluh shun yang lalu, yang menjadi pertimbangan
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adalah kebebasan repairiasi laba dan perlindungan dan expropriasi, namun
kini di sehap negara yang mengundang investasi asing langsung untuk
masuk, kedua hal inj diperkirskan sudah selalu ada. Selanjutnya yang kedua
adalab seliap investor memiliki prioritas yang berbeda. Jenis investor yang
berbeda, juga memiliki objektivitas yang berbeda. Bagi invesior yang
market-oriented, ukuran pasar dan  pasar yang potensial  menjadi
pertimbangan yang paling ctama. Namun bagl vang export- oriented, fakior
biaya burub lebih krusial dibandingkan investor yang market-oriented.
Terakhir yang ketiga, setiap kuesioner menanyakan pertanyaan yang tidak
sama dan menyediakan pilihan jawaban vang juga tidsk sama. Jawaban
yang diberikan oleh respomdon, ferkadang tergantung pedianvaan danp
jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner,

Berbeda dengan penelilian-penclifian sebelumnys yang petnah
dilakukan, dan berdnsarkan petimbangan bahwa ieknik wawancara dan
kuestoner kurang dapat menjelaskan mengenai tingkat signifikanst faktor-
faktor vang mempengaruhi masuknya investasi asing langsung ke Indonesia,
maka penelitian pada fesis ini akan wmengugl Secara empinis pengarul
variabel kebijakan pujak, dan varisbel ckonomi lainaya scrta variabel non
ckonons terhadap masukaya investast asing langsung di Indonesia dalam
kurun wakiy tabun 1988 s.d 2007. Penelitian akan menggunakan model
ekonomefrika sebagaimana yang dipunakan oleh Emmanuci Nnadozse,
dengan vansbel bebas berupa kelujakan pajak, GDP, GDFP per capita,
infrastruktur, dan {enaga kerja di Indoncsia, dan variabel terikat berupa
masuknya investasi asing langsung ke Ini}&nésia, uatuk kurun waktu 1968
s.d 2007.

Pengertian Investasi

Investast yang lazim disebut juga dengsn istilah penanaman modal
atau pembentukan modal, dapat diarikan sebagai pengeluaran penanam -
penanam modal atas peresahaan untuk membeh barang-barang modal dan
perlengkapan-perlengkapan  produksi  untuk  menambah kemampoan

memprodukst  barang-barang  dan  jasasjasa  yang  tersedia  dalam
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perekonomian. Pepambahban jumlah barang modal ini memusgkinkan
perekonomian lersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa
yang akan datang (Sukirne, 1994).

Terdapal beberapa jenis investasi vang dikenal sclama ini (Mankiw,
2003}, yaitu : (1) investasi tetap bisnis (brsiness fixed investment) mencakitp
peralatan dan stroktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi; (2)
investasi peramahan (residensial investment) mencakup rumah baru yang
dibeli orang untuk tempat tinggal dan yang dibeli tan tanmah uniuk
disewakan; (3) investasi inventori (investory investment) mencakup barang-
barang yang disimpan perusahaan di gudang, lermasuk bahan-bahan dan
persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi. Ketiga investasi tersebut
merupakan invesiasi yang langsung dilakuken oleh pelaku usaha didalam
memenchi keinginannya. [nvestasi langsung dapat berasal dari dalem negerd

maupun dart luar negeri,

Tipe-tipe Investasi Asing

Tipe investasi semakin beragam sejalan dengan  perkembangan
tcknologi kompuier dan komunikasi yang semakin pesat. Borbagal tipe
investasi berkembang menyesuaikan dengan tujuan dan tingkat resike vang

dibutuhkan oleh investor,

2.3.1.  Investasi Asing Tidak Langsung (Foreign Indirect Investment)

Disebut juga investasi portofolio, atau investasi dalam bentuk asct
finansial {firencial assef} yang merupakan pembelian saham-saham dan
obligasi semata-mata bertyjuac wnmk memperoleh laba atas dana yang
ditanambaa {Ball, 2001},

Investor menarvh denanya dalam bentuk kepemilikan saham (sieck),
obligasi, dan surat-sural berharga lainnya yang tersedia i pasar ssham
domestik, atay bisa juga dalam bentuk tabungan di bank-bank di negara
berkembang, Jenis invesiasi dalam bentuk dana seperli ini dianggap sebagai
“hot money” Karena mvester dengan mudahnya dapat keluar dari pasar

domestik apabila ia menganggap telab terjadi perubaban kondist negara

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP Ul, 2008iversitas indonesia



P

yang dlanggap tidak meogmtungkan, Investor jugs dapat dengan mudab
menark dana labungannya apabile dianggap tingkat bunga akan jalub
(Sullivan, 1992),

232, Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investinent/FDI)

Menorut Krugman (1997) yang dimaksud dengan FDI adalab arus
modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan alau
memperluas perusahaannya di negara lain. Dengan demukian dalam aliran
FD tidak hanya ferjadi pemindahan sumber daya namun juga pengendalian
{controf).

FDI dapat diariikan sebagal investssi secara nyata dalam beatuk
pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian borang modal, lahan,
bahan baku serty persedizan dimana investor terfibat langsung dalam
magajemcn perusahaan dao mengontrol akUivitas penanaman modal asing
terscbut. Direct investment ini biasanya dimulai dengan pendirizn cabang
perusabaan {(subsidiary) atau pembelian sasham mayoritas darl sdate
perusahaan domesiik, Dalam konteks internasional, benruk investasi i
blasanya dilakukan olch perusahinan multinasional deagan aklivifas investasi
umnmnya di bidang manulaktur, eksiraksi dan eksplorasi sumber daya atam,
industrl jasa, dan sebagainya. (Sullivan, 1992)

Ball (2001} yang menyebut FDI scbagai Bisnis Iniernasional
membertkan definisi, adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannys melewatl
batas-batzs negara. Jadi bisnis inierpasional Ndak hanya perdagangan
internasional dan pemanufakiuran di luar megeri, tetapl juga industi jasa
vang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisala,
perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar,
dan komunikasi massa.

Ongwamubana (1991) mengkategorikan usaha penanaman modal
asing dalam 5 {(iima) bentuk, diantaranys © Pertama, iovestasi asing langsung
dalam bentuk anak perusahean (swbsidiary company}. Peoanam modal asing
berusahia dengan mendirtikan perusahaan yang berkedudukan di negara

tempat investasi, dan biasanya berads dalam pengawassn atau dikuasai
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sepenuhnya olch induk perusahaan di negara tempat asal investor. Selain itu,
bentuk  subsidiary 10t dapat  juga  berdasarkan  perusahsan  vang
berkedudukan di Juar neged dengun izin borusaha yang dikeluarkan dan
tunduk pada ketentuan negara ompat penagpaman modal dilakukan.

Kedua, invesiasi asing langsung dalam benmuk cabang atav agen
{Foreign Branch or Agency). Tnvestasi ini dilakukan apabila skala usaha
relatif masih kecit dalam rangka efisiensi biaya, atau penanaman modal
dilakukan untuk jangka pendek atan untuk menghindari masalah, Qlch
karena itu bentuk cabang atau agen sering dipergunakan. Ketiga, investass
asing langsung dalam bentuk foii Venture. Iovestasi vang dilakukan dalam
bentuk kerjasama dengan perusabaan lokal yvang dimaksudkan uptuk
menghindari resiko karena belum dipahaminya kondisi pasar di negara
fcmpal investasi. Selanjutaya keempsi, investasi asing langsung dalam
bentuk pelayanan jasa {service contrace). Bentuk inl berupa pemberian jasa
teknik atau jasa manajemen dari perusahaan asing peruszhaan fokal dengan
imbalan pembayaran royally, jasa manajemen, jasa kKonsultasi dap jasa
tenaga ahli. Pembayaran tersebut biaganya dilakukan secara pemotongan
pajuk di muka (withholding ax). Dan yang kelima, investasi asing langsung
dalam bentuk lainnya, yang dapat berupa perjanjian untuk pemakalan merk
dagang (paiens) alae lisensy, atau perjanpan pendanaan dalam rangka
menjuatkan atau membelikan bavang dan jasa untuk pasar tokal.

Moosa (2002) meayvatakan babwa yang membedakan antam portofolio
dan FDI adalah “kontrol™. Seorang invesior partofolio tidak mencari konirol
{pengendalian) atau kepentingan jangka panjang. Kegiatan invesiasi asing
langsung lebih didorong oleh prospek menguntungkan jangka panjang dari
kegiatan — kegiatan usaha yang dikendalikan secara langsung oleh penanam
modal. Hal lainnya yang dapal membedakan adalah bahwa FDI melibatkan
transfer kapital dari source couniry ke host country. Untuk keperluan ind
aktivitas investasi di luar negeri dianggap sebagai FDI bila : (1) ada kontrol
melalul penapaman modal saham (equdey) dengan jumiah vang dianggap
dapat memberikan pengaroh vang signifikan bagt pemegang saham

{misalnya kesempatan untuk mensmpatkan orang vang duduk dalam dewan
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direksi), dan (2) terdapat pergeseran asel perusahaan, proses produksi, atan
penjualan ke host couniry, walaupun ini bukan yang utema karena bisa jadi
suatu proyek dibsiaya melalui peosinjaman danz di host country.

Reuber e 4l (1973) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor
strategi  jangka paniang (Straregic and Long-Term [Faciorsy yang
menysbabkan perusabaan memuluskan untuk berinvestasi di lusr neged,
Paktor strategi yang dimaksud adalah sebagal berikut : 1) Keinginan
fmvestor untuk memperlahankan pasar yang sudah ada dan memproteksi
pasar dari pesaingnya, 2 Keinginan untuk mendapatkan dan meselihare
posisi dalum pasar yaag terproteksi atau untwk mendapatkan dan
memelihara tersedianya porsediaan dalam jssgka panjang, 3} Kebutuhan
untuk mengembangkan dan memehhars hubungan parent-subsidiary, 4)
Keinginan uotuk komitmen jangks panjang desgan fost cousrry dalam
rangka tekpologi tipe tertenty, 5) Kesempatan menjajaki keuntungen untuk
mengganii tipe investasi vang lain, 6) Pengembangan produk baru ebih
¢konomis, 7) Persaingan pembagian pasar deagan pelaku oligopoll linnya
dan kebutvhan untuk memperkuat posisi penawaran.

Ada DLeberapaz glasgn yang mendorong sugatu perusahaan untuk
melakukan ekspansi produksi keluar neged atay melakukan Investass
fangsung di huar segeri (Kuncoro, 1998} Perfama adalab hasrat unuk
mengejar keuntungan global (pursuic of global profies). Hal ini didasarkan
fakte babwa pada dsgarnva perusahaan multinesional merupaksn suatu
perusshaan kapitalis yang selalu bertujuan snluk mendapatkan keuntungan
yang sebesar-besasnya. Kedua, keinginan weink mencari dan memperoleh
sumber bahan mentah (raw material resources), Ketiga, untuk melayani
pasar secara langsung (market seekersy Bila suatu perusahsan sudal
melayani pasar luar negeri melalul ekspor, perusshaan mungkin merasa
diperlukan hubungan yang lebih dekatl dengan pelanggan untuk mengetahui
kebutuhan dan selera konsumen, dan keempal adalah vntuk meminimumkan
biaya {cost minimizery, perusahaan multinasional jenis iml melekukan
investasi di tuar negeri agar telap kompetitif, berdasarkan jakur evolusi suatu

perasaban  muliinasional. Pendekatan  evolgsioner dalam  melakukan
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ekspansi keluar negeri adalah suatu fanggapan untuk meminimumkan resiko

dalam lingkungan asing yang diliputi kefidakpastian.

Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak sering juga disebul sebagai kebijakan fiskal atau
sebaliknya. Mansury {1999) menyatakan bahwa kebijakan fiskal secars luas
adalah kebijakan uniuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan
kerja dan inflasi, dengan mempergunakan instrumen pemungufan pajak dan
belanja penpelvuaran nepara, Pengertian kebijakan fiskal secara sempit
adalah kebijakan yang berbubungan dengan penenluan siaps-sitapa yang
akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak,
bagaimana menghilung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana
tata cara pembayaran pajak yvaog terhuiang. Kebijakan fiskal berdasarkan
pengertian sempit in discbut juga kebijaken perpajakan. Suparmoke (1992)
memberikan pengestian kebijakan fiskal atau politik fiskal sebagai teknik
mengubab  pengeluaran dap  penerimasn pemerintabh  guna mencapal
kestabilun ckonomi. Politik fiskal vang efcknl pada akhunyz dapat
mempengaruhi perkembangan ekonomi, yaksi mempengaruhi pendapatan,
memajukan akomulasi modal dan menahan laju inflagi maupun deflasi,

Menurat Arnold (1986) sebagaimana dikutip pieh Gunadi (2007)
dikatakan bahwa ada 4 (copat} kebijakan pemajokan yaitu : Pertama adalah
keadilan, yang lcbih difviukan pada keadsan pemcrataan, dalam arti sama
rala dan sama rasa distribusi beban penerimaan negara (pajak) yang harus
didukung oleh scpeosp warga masyarskal, Keadilan dalam sister pajak
melipati dua aspek, yailv horisontal dan vertikal, Keadilan horisontal
menyangkut ckualitas (kesamaan) perlakekan pemajakan antar orang yang
berada dalam keadaan (kemampuan pajak) vang sama, sedangkan keadilan
vertikal rocnunjuk kepada perbedaan pemajakan untar orang yang berada
dalam keadaan berbeda kemampuan membayamya (ability o pay).

Keduoa, netralitas (sewirality). Yang dimaksud adalab suate pola
kebijakan pemajakan (ax policy) yang tidek  mencampurl  ataw

mempengatuhi maupun mengarahkan pemilihan wajib pajak untuk apakab
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metakukan kegialan ekonomi atau investasi di dalam atau di huar negeri,
Netealitas pajak menghendaki agar ketenivan perpajakan tidak memberikan
perfakuan yang berbeds atas satu kegiatan atauv keputusan ckonomi dart
kegiatan atau keputusan ekonomi lainaya.

Pajak harus bekerja di balik layar dan seharusnya tidak berpengaruh
pada proses pengambilan keputusan investasi perusahaan. Doernberg (1989}
sebagaimana diketip oleh Gunadi (2007} meayebut tiga umsur netealitas,
yaitu : 1} netralitas ekspor modal {(capiial-export neutrality). Susiu sistem
pajak mempunyai cilra oelralitas ekspor modal atau nelralitas pasar
domestik  (domestic-market  neutrality) apabila  misalaya seandainya
penghasilan dari invesiasi di Indonesia {domestik) dikenakan pajak sebesar
30% maka penghasilan dari investasi orang Indonesia di luar negeri harus
dikenakan pajak demgan taril yang sama puls, 2) netralitas impor modal
{capitel-import wewrrality), Netralitas inl menghendaki bahwa setiap
nvestasi yang dilakukan pada suatu negara manca dikenakan pajak
berdasarkan tarif (ketentuan) yang sama, tanpa memperhatikap asal
kebangsaan atau tempat kedudukan investor. Netralitas impor kapita
menghendaki agar para invesior di suats acgara borsaing denpan sandaran
ekualitas Dasis pemajakan nepars tempal fnvestasi. Oleh karena ketentuan
pemajakan di sctiap negara dapat bervariasi satu sama lain, maka kesamaan
hasis pemajakan dapal tersedia apabila investor terscbut hanya berurusan
denpan satu kelentuan pajak saja, yaitu negara tempat invesiasi dilakukan,
dan 3} neiralitas nasional (national neutrality), adalah seandainyz apabila
erdapat pajak luar nogedd atan kelebihan pajak Juar neged yang tidak dapat
dikreditkan (karena sudah melebihi batesan icorilis pajak yang dapat
dikreditkan) diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan broto.

Penjelasan lainnya mengenal netralitas adalab yang diungkapkan oleh
Peggy B. Musgrave dalam L1 Cordes, R, Ebel dan J.G Gravelle (2003}
Capital export neatrality adalal © _..a situation in which the overgll burden
of taxation on cupitel owned by resident endities of a given country is the
same whether the capiial is invested abroad or at home. Jadi pajak besifat

netral karcoa besarnye pajak vang harus dibayac investor adalah sama tapa
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melihat di mana investasings ditanam. Konsep ini penfing karena dapat
dipergunakan vatok mendorong efisiensi alokasi modal, Tanpa adanya
msentif alau halangan pajak, maka modal akan diinvestasikan di tompat-
tempal yang dapal membertkan tingkat pengembalian paling tinggi, bukan
di dacrah yang membecikao insentif-losentdf yang paling menarik. Konsep
ini seflan dengan efisiensi produksi karena mendorong pemaksimalan
produksi dan pemanaman modal di deerab-deerab yang paling produkiif.
Kondisi tersebut dapat tercapai bila tarif pajak di negara asal investor dan
negara fokasi investasl sama. Apubils ada perbedaan, maka berari telah
timbul halangan atau mungkin insentil untuk berinvestssi i negara lain.
Kalau misalkan segara asal investor mengenzkan pajak alas penghasilan
yang sudah dikenakan pajuk di ncgara lokasi investasi, maka pajak telah
menghalang! investast, Untuk mienphindar pengenaan pajak dua kali {double
faxaiion) atas objek pajak yang sama bisa dengan cara prosedur Aredit.
Capitel import pewtrality di sisi lain menyatakan bahwa beban pajak
yaug ditanggung oleh semua perosabaan vang menjalankan usaba di negara
terientu haruslah sama, darimapa pus asal investor. Komdisi ini dapat
dicapai bila sistem pujak didasarkan pada asumsi babws yang bechak
mengenakan pajak adalah negara tempat penghasilan itu diperoleh. Capital
export neatrality pada dasarnya merupakan Clawan® dwri capital import
newtrality, Pada capital export newwelity, pemilihan fempat investasi
seharusnya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan perpajakan supaya alokasi
modal dapat terlaksana opiimal. DI sisi lain, capital import neutrality
mernbuka peluang bagi negara lokasi investasi wntuk menarik investasi
dengan menurunkan tanf pajak, Jadi, bisa jadi modal ditanamkan di daerah
yang dianggap memberikan fasilitas pajak yang paling menarik, bukan
daerah yang memberikan renrn tertinggd, tetapi tarif pajaknya tinggi.
Ketiga, penerimaan (revenue). Tujuan paling dominan dari kebijakan
perpajakan adalah mengumpulkan penerimaan {dana) untuk memenuln
pengeluaran pemerintah. Sehubungan dengan arus penghasilan (fransaksi)
internasional  kebijakan  pajak  diandalkan  agar dapat momperolieh

pencrimaan pajak dan penghasifan luar segeri vang diterima atau diperoleh
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Wajib Pajak Dalam Negeri dan penghasilan domuestik yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri, Dengan semakin majunya metode dan
teknik berdagang, bisnis dan investasi internasional serta  semakin
canggihnya perencanaan perpajakan (tax planning} uniuk dapat mengenakan
pajak dengan efekiil, administrast pajak harus dpaat menyesuaikan maupun
membangun serta mengembangkan jaringan sistem perpajekan (fax nes)
yang memadai.

Kcbijakan pemajakan yang keempat adalah pertimbangan administrasi
dan kepatuhan (administrative and compliance), Masyarakat diharapkan
dapal mematuhi kewajiban perpajakannys dengan baik. Adminsitrasi pajak
bertangpung jawab terhadap pengadministrasian, penagihan, dan penegakan
hukum (lew enforcemen). Dari aspek  adminisirasi, kesslitan untuk
memperoleh  informasi yang lengkap dan Dbemar dapet  mepnambah
kompleksitas pajak.

Pemungutan pajak penting wnivk  perlumbushan  ekonomi  dan
pemerataan, namun bisa lerjadi konflik dengan keinginan bermvestasi. Oleh
karema ita pemeriniah biasanya memberikan keringanan pajak schagai cara
untuk meminimumkan pengaruh yang menghambat ivestast. Walaupun
keringanan pajak dapat menyebabken hilangnya penerimasn negara, dan
mepurat beberapa penclitt hanya merupakan pemborosan dan tidak adil,
namun tekanan politik agar inseatlif pajak tetap ada, tidak dapat diclakkan.
Oleh karena itu pemberian insentif harus dirancang seefisien mungkin dan
dilaksanakan dengan cara terbaik, (Musgrave, Richard A, and Pegpy B.,
1991)

Salah satu faktor kuned dard pengambilan keputusan investasi adalah
seberapa  jauh  pajak  mempengarmehi  operasional  susly  perusahaan.
Pembebanan pajak yang terlalu besar {(excessive fax burden pada investasi
dan faba yang diperoleh akan menghalangi minat investor untuk berinvestasi
di svatu negara (Sullivan, 1992). Beban pajak itu tidak hanya berkaitan
dengan {arif pajak, tapt juga perlakuvan pajak terhadap dividen, royalti,
remittance, dan iransaksi lainnya yang terjadi anlara subsidiary dan parent

company.
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Menurut Mankiw (2003} kebijakan pajak dapat mempengaruhi
perusahigan dalam mengakumaiasi modal dalam banyak cara. Kadang-
kadang para pembuat kebijakan mengubab kebijakan pajak untuk mengeser
fungsi investasi dan mempengarohi permintaan aggregal. Dua aturan
perpajakan yang paling berpengaruh terhadap perusahaan adalah pajak
pendapatan dan kredit pajak iovestasi. Pajak pendapatan perusahaan
{corporate income fox) atau yang lazim discbut Pajak Penghasilan (PPh}
Badan di Indonesia adalub pajak atas laba perusahaan. Dampak dari pajak
pendapatan terhadap investasi terganiung pada bagaimanz undang-undang
pajak mendefinisikan “laba” untuk tujven puipajakan. Hal ind terjads karena
adanya perbedaan mengenal defliaisi penghasilan dan biava — biaya yang
boleh dikurangkan.

Kredit pajak inveslasi (fnvestment credii tax) adalah aluran pajak yang
mendorong akumulasi miodal. Kredit pajak investasi mengurangl pajak
perusahaan dalam jumlah tertentu untuk setiap dollar yang dikeluarkan atas
barang-barang modal. Kredit pajuk tnvestasi dapat menurunkan biaya modal
dan meningkatkan investasi. Kredit pajak investasi adalah semacam inseatif
pujak untuk mendorong investasi.

Pajak menjadi salab faktor pesting yang dipertimbungkan dalam
berinvesiasi, ferutumsa pada dekade terakhir, didukung oleh banysk
penclitian. Bassos (20043 menyebulkan @ As already soted, the majority of
stuidtes undertaken before 1990 found that taxation was relotively minor
consideraiion in most ¥D1 decision. Move receni studies have tended o
suggest otherwise: taxatton is becoming an increasingly important faktor.
According to one recent report, “:The result of this recent work indicate
that the location of real capital by manufacturing firms is sensitive 1o
faxaiion and has become more so over time.” Bahwa sebelum era 1990
pajak mempunyal pengaruh yang sedikit terhadap kepuiusan investasi,
namun selelah dekade 1990-an pajak justra menjadi fakior penting yang
dipertimbangkan dalam keputusan untuk berinvestasi di Juar negerl.

Menurut Jun {1989) ada tiga hal yang menyebabkan kebijakan pajak

di negura asal dan megara tujuan berpongaruh terhadap keputusan yang
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diambil oleh perusahaan multinasional tersebui. Pertama, pengenaan pajak
di negara tempal investasi atas penghagilan  yeng diperolch  akan
mempengaruhs sef retwra dart investasi. Kedua, pengenaan pajsk di negara
asal investasi rhadap penghosilan vang diperoleh di luar negen akan
mempengaruhi net profit dari fovestasi domestik seda relatif profit dac
gabungan investasi. Ketiga, kebijakan pajak mempengaruhi biaya relatf dari
penanaman modal di pegara asal dan di luar aeger. Jun menunjukkan
babwa peningkatan dalam sux rete akan membaws akibat aliran keluvar
maodal asing lengsung.

Mangkososbroto (2001) menyatakan bahwa sealah satu unsor ipvestor
enggan  melskukan iovestasi adalah pajal, apabila pajak  tersebul
menyebabkan hasil suatu investasinya menurun. Apabila pajak penghasilan
memungkinkan seseorang vang pada suain sast menderita yugi dapat
mengkompensasikan scpenuhnaya kerugian tersebut dengan Keuntungan
vang diperoleh pada saat yang lain, mauka pajak pesghasilan akan
mengurang laba tetapl juga akap mengurang: kerugian yang dialami. Pada
Pajak Penghasilan  dengan  tanif  proporsional, kemungkinan  untuk
imendapatkan laba dun rugi akan berkurang dengan tingkat yang sama.
Dalam tal i, pajak penghasilan dapat meningkaikan alau mengurang:
hasral orang uniuk mengambil risiko dalam melakukan suatu investast.

Dalam rangks mendorong investor asing masuk ke negaranya,
kebanyakan negara mengadopsi kebijakan negara lainnya yang kadangkala
dapal bersifat insentif maupun disinseniif. Menurat Moosa (2002} terdapat
beberapa insentif yang umumnya ditawarkan, diantaranya : Pertamna, msentf
pajak seperti pengurangan pak, peoyusutan dipercepal, tunjangan
reinvestasi, dan pembebasan dari bea masuk. Beberaps ahli berargumen
bahwa insentil pajak momang dapal menarik investssi yang bersifat
foodoose, namun tidak demikian dengan investasi yang bersifat jangka
panjang. Kedus, insentif kcuangan seperti subsidi, grent, dan jaminan
hutang, Keliga, hak monopoli, proteksi seperti mencegah datangnya pesaing

yang berasal dari impor, dan kontrak lainnya dengan pemerintah. Keempat,
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infrastrukiur dengan biaya rendah, baban bakar, dan cnergl, dan yang kelimy,
bantuan informasi.

Definisi insentf pajak itu sendbi meourat Zee den Lay (Basson, 2004)
adalah 1 A tax incentive can be defined cither in statutory or ¢ffective terms.
In statutory terms, it would he a special tax provision granted (o qualified
investment projects (however determined) that represemis a statutorily
Javorable devistion from «a corresponding  provision applivable o
investment profects in general {Le. projects thas receive ng speciul tax
provision). Au implication of this definition is that any tax provision that Is
applicable to all investment projects does not constilute o tax incentives .. In
effective terns, o tax incentives woudd be a special tax provision granted (o
gqualified investment profects that has the effect of lowering the effective tax
burden-measured in some way-on those projects, relative to the effective fax
burden that would be borne by investars in the absence of the special tax
Provision.

Bahwa inseniil akan diangpap cfektif bila dapat wmengurangi beban
pajak investor. Misalnya pengerangan pajak penghasilan atau “lax fioliday”
tidak akan membawa manfast bika tidak ada laba (profi} yang dapat
dikenakan pajek, Dari definisi diatas juga dapat disimpulkes bahwa inseniit
pajak bersifal kbusus, tidak umum, sehingga hanys berlaky untok investor
tertenta saja.

Fletcher {2002} menyatakan bahwa insentif pajak adalab . .any fax
provision gronted 1o e guelified investmeni project that represents 4
favorable deviation from the provision applicable io investment projects in
general. Insentif pajak diberikan untuk meningkatkan togkat pengembalian
suatu provek stau uniuk mengurangl biays-bDiaya dan risike proyek 1ty Jadh
penerapannya hanva terbatas pada proyek terteniu saja. Misalnys dengan
menurunkan farif pajak penghasilan bagi perusahaan-perusahaan asing
menjadi separuh dari tarfi normal. Narnwn kalau penurunan taril pajak ol
berlaku entuk scmua perusahaan, maka ini tidak termasuk ke dalam

kelompok iasendf pajak.
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UNCTAD (2006) melaporkan bahwa ada beberapa tujuan yung
biasanya ingip dicapai ketika suvatu negara mentutuskan untuk memberikan
insentif pajak, yaits @ 1) Invesiasi regional, meliputi pembernian dukungan
untuk kawasan lnar kota, pembangunan kawasan indusini yang agak jash
dari pusal kota dan karcnanya pencemaran lingkungan, urbaafsasi yang
terlalu tipggi, dan padalnya penduduk di perkolaan bisa dikurangi; 2)
Invostasi sektoral, melslyi pemberian insentif uptuk bidang-bidang usaha
vang dipandang penting bagi pembongunap. Ini mencakup antara lain
industri perlambangan dan pombangunan kawasan indusiri, pembangunan
mdustri yvang  berorfentasi ekspor, atau  bidsng-bidang usaba  yang
berorientasi pada pengembangan leknologi baru, Misalnya pembebasan darl
pajak penghasilan diberikan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di
bidang-bidang yang muasib belum tergarap optimal. Banyak negem
berkembang  yang meyediakan insentif seperli ind ustuk merangsang
perkembangan industri manuiaktur, pariwisata, atau eksplorasi sumber daya
alamy; 3) Peningkatan kualilas yang biasanya diusahakan dengan membuat
kawzsan becikal upfuk industsi-industti yang berosientasi ckspor. Di
Indonesia, misalnya Kawasan Berkat Nusantara, dan Batam; 4) Al
teknologl, vakni melalui pemberian insentif untuk industri-industel yang
sifatnya pionir atau dengan menyediakan insentif khusus vntuk kegiatan-
kegiatan yang sifalnya penelilian dan peogembangan guna merangsang
transfer teknologl. Misalnya saja yang berlaku di Malaysiz dan Singapura
yang memberikan pembebasan pajak untuk dana-daea yang dipakai dalam
rangka penelitian dap pemberian kredit pajek usiuk biaya-biaya penelitian
dan peogembangan; 5) Kerangka kebijakan yang jelas; dan 6) Kebijakan
mengenal partisipasi modal dalam negeri.

Bebaraps peneliti menyatakan bahwa kebijakan yang berepa insentif
dapat meadistorsi aktivitas ekonony, dan mengurangi efisienst dari aliran
maodal_asing. Sclain hw insentif inl juga dapal menjadi beban penerimagn
negara yang bersangkutan, Agacwal {1980} mengatakan bahwa efek mnsentif
sangat kecil terhadap weningkatnya FDI, karena pertimbangan pokok

investor adalah tingkat resiko dan net of retusn.
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Menurul Renber er. ¢l (1973) msentif mungkin dapal berpengarub
khususnya uniok perusabaan kecil yang lerbatas pengalamannya, namun
secara keseluruhan pengaruhnya terhadap aliran FDI masuk sangat terbatas.
Hipotesisnya adalah karens dissmping adanya insentif yang ditawarkan,
terdapat pula faktor-faktor yang bersifat disinsentif seperti hambatan
kepemilikan atau besaroya usaha. Oleh karena insentif ini dimaksudkan
untek mengkorekst kelewmahan yang ada, maka efektivitasnya masth
diragukan.

Menmurut Cobham (2005} insentif pajak dapat menimbulkan fax
competition yang race to the hoifom. Jadi bila beberapa negara yang saling
bertetangga bersaing uniuk mendapatkan FDI dengan menawarkan berbagai
pakel inseniif pajek, maka biasanya ujung-ujungnya adalah tenadinya
‘perang diskon’ dengan memberikan potongan schanyak-lanyaknya untuk
mengalahkan negara tetangga. Tentu saja bal im akan menguntvogkan
mvestor asing, sedangkan rakyal akan menanggung kerugian karena
hitangnya sebagian penerimaan pajak vang scharasnya dapat dipergunakan
unluk membiayal berbagai fasilitas umram. Apalagt apabila perusabaan-
perusabaan i sebenureya tetap akan berinvestasi walaupun insentif tidak
diberikan. Dengan demikian, telah lerjadi pembebanan biaya, samun
manfaat yang diperoleh tidak seberapa. Oleh karena itu kebijakan pemberian
msentif  pajek  fetsp  hawmws  memperfimbangkan  wnser  Kepentingan
kesejahteraan masyarakat secars lugs. Selain itu, pemberian insentif pajak
juga dapal menggangga proses pengambilan kepulusan bisnis  yang
berakibat modal lidak dialokasikan di daeral paling produkuif,

Fletcher (2002) meringkas beberapa argumen lain  mengenai
kelermahan-kelemahan insentif pajak untuk menartk FDL Pertama, ada
berpendapat bahws insentif pajak bisa dipergunakan untuk merelokasikan
investas] ke daerah tertentu (misalnya untuk meningkatkan investasi di
daerah-daerab yang kurang berkembang), untuk memperoleh manfaat tkutan
{misalnya investasi di bidang ussha yang berbasiskan pengetahuan
diharapkan bisa mendoroog alih wknolagt), atau untuk alasan diversifikast

ekonomi. Namun mengidentifikasi manfaat yeng diperoleh justru relatif
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sulit dilakukan. Kalau memang ingin meningkatkan pembangunan di daerab
tertinggal, Fletcher berpendapat bahwa lebih baik menggunakan instrumen
bantuan pendanaan langsung, misalnya dengan membangsn  sarana
pendidikan dan kesehatan,

Kedua, insentif pajak hanya akan bermanfaat jika vang
menggunakannya adalah proyek-proyek yang sifatnya sensitif terhadap
pajak. Meskipun secara teoritis bisa dilukukan, pada kenyataannya memilih
proyek-proyek semacam ini relatif sulit dilakukan. Yang sering terjadi
adalah iosentif itu dimanfaatkan oleh proyek-proyek lain yang sebenarnya
bukan tujuan pemberian insentif ity

Ketiga, ada yang berpendapai bahwa pemberias insentif perlu untuk
mempertahankan daye saing khususnya bila negara-negara felangga juga
mgmberikan insentif serupa, walaupun masih diragukan apakah sistem pajak
yang memberikan pembedaan perlakuan antara investor asing dengan lokal
ini gkan lebih manjur dibandiogkan dengan satu sistem pajak yang sifatnya
sederhana namun berlaku uyntuk semua jenis Wajib Pajak. Kalaupun insentif
pajak dipandang bermanfaal, masili diragukan pula apakah dapat menarik
FDI mengingat kepuivsan investasi lebih banyak dipengaruhi pula oleh
UASUT-UNSUT noh paiak.

Keempat, insentil pajak bisa memperburuk kualitas governance dan
bahkan bisa meningkatkan korupsi apabila poncrspannya bersifat ad foc
tanpa ada aluran yang pasti. Ini karena pemberian insentif bisa dimanfaatkan
untuk memperolch lmbalan-ivibalan vang atau keuntungan politis tertentu

Kelima, insentif pajak bisa membual sistem pajak secara keseluruban
semakin komplcks sehingga compliance cost malah meningkat. Selain itu
Fletcher (2002) menyatakan bahwa insentif pajak barangkal pentiog
manakala ada beberapa lokast yang memberikan pre-tax profit yang hampir
sama. Pre-tax profit dipengaruhi olech mobilitas usaha. Oleh karena itu
bidang usaha jasa kenangan dan usaha Iain yang terkait sering lebih sensitif
atas tawaran inseniif pujuk, khususnya denpan semakin cangegihnya
teknologt mformast dan komunikesi. Jadi semakin mobife suatu usaha,

semakin menarik insentif pajak. Oleh karena i msentif pajak cenderung
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kurang cfektif untuk usaba-usaha cksploitasi sumber daya alam
{pertambangan, pertanian, dan peternakan) serta bidang usaha yang kurang
maobile, misaloya industri berat,

Of fain pihak, sehagaimana dikutip oleh Moosa (2002), terdapat pula
peneliian Newman (1983), Bartik (1985), Helms (1985) dan Papke (1987,
1991} yaog mendukung hipotesis babwa pajak mempunyal pengarul yang
signifikan terbadap pilihan lokasi dari bisms baru. Clack {2002) mengatakan
bahwa pemberian insentif pajak bisa bermanfaat apabila faktor-fakior selain
pajak, seperti tensga kerja, kelersediaan bahan baku, energi, das biaya
modal, hampir sama. Kalas tiduk, moka munfaat vang akan dirasakan
sifatnya hanva scnientara,

Pengurangan tarif pajak dan fax hefidey secara teoritis bisa
meningkatkan  Keunlungsn setelals pajak, sedangkan insestif seperti
depresiasi dipercepat dan pemberian kredit pajak dapat meningkatkan
investast bary untuk setiap Rupiah penerimean pajak yang hilang. Clark
{2002) jugs menyatakan bahwa adn beberapa faktor yang maempengaruhi
keputusan-keputusan investasi suatu perusabaan yang disebut dengan unsur
makro, meso, dan mikro,

Faktor-fuktor yang tergolong ke dalam faktor makro misalnya sistem
polttik dan kestabilan polittk suatu ncgara, kebijakan ekonomi, sistem
hukue, peblic governasce, sdministrasi hukem (misalnya tafa cana
pembuatan kontrak), dan besarnya daya beli konsumen. Hasil saringan
faktor makro inl biasanya relatif banyak kandidalnya karena krilerianya
yung relatif longgar. Kemudiao dipersempit lagi desgan menggunakan
keiteria unsur-unsur mese. Inf mencakuep anlara lain kondist infrastrukiur
{transportasi, komunikasi, dan energl), fasilitas sosial {sarana keschatun,
pendidikan, dan fasilitas pendukung lainnya), den perhimpunas usaba
{asosiasi peogusaba dan kamar dagang dan indusir). Hasilnya kemudian
disaring lagl dengan menggunakan unsur-unsur mikro, yang meliputi antara
lain tanah (misalnya harga dan kedekatan dengan pasar), tenaga kerja {upah
minimum, keterampilan, dun tingkat produklivitas), modal (kemudahan

memperaieh  kredit dap  mungkin  insentif pajak), wnsur komersial
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(kemampuan dan pengalaman partner lokal), dan unsur lainnya, seperti
tawaran dari daerah Tain,

Menurut Hives (1996) terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi efek
pajak. Pertama, dalam penelitian beberapa ncpara, data tax rate dan tax
systemi selisp negara berkaitas dongan faktor yang dapat dicbservasi dan
vang tidak dapat diobservasi, dan faktor — [akior tersebut berbeda antara
negara yang satu dengan yang lain. Kedua, karena perubahan data tax raie
tidak teratur, sehingga variasi dalam data time series \idak cukup sebagai
bahan penelitian. Ketigs, ada kemungkinae bahwa kebijakan pajak tidak
mempunyai efek apapun, atay kalau pun ada, banyalah sedikit sekalil

Selain itv Hises (1996) juga berargumen babiwa ada 2 (dua) alasan
mengapa sulit menganalisa sfek pajak. Pertama, ads banyak atribut di luar
pajak vang membuat lokasi ity menarik atau tidak, seperti tarif, upak buruh
rendab, kesediaan bahan bakw, Kedua, fax rate akan berkorelasi positif
dengan aktivitas hisnis jika rarif pajak yang tinggi disandingkan dengan

biaya yang lebih tinggi.

Ulcuran Pasar { Market Size ) Suatu Negara

Salab satu hipotesis dalam teoti persaingan semipurna adalah hipotesis
ukuran pasar (Marke! Size Hypothesis). Menueut hipotesis ini, volume aliran
FDi ditentukan olel ukuran pasar negara tujuan yang divkor melaluf tingkat
penjualan sebuah perusahaan multinasional di negara ilu, atau melalui Gross
Domestic Product (GDFP} negara bersangkutan yang merupakan ukuran
tingkat perekonomian suate negara. Hipotesis ini berasumsi bahwa adanya
peningkatan pendapatan pasional akan mceagakibatkan pormintaan akan
barang den jasa yung dikonsumsi meningkat pula. Hal ini berarti bahwa
barang dan jasa yang dikonsumsi meningkat pula dan memberikan peluang
pada para investor yang bertindak sebagai produsen woluk meningkatkan
jumidah-jumlah  proyek investasi karena .adanya permintaan tersebut.
Beberapa penelitian empiris membuktikan bahwa ada hubungan yang
signifikan anlara market size dengan aliran FD[ masuk. Moore (1993), Bajo-

Rubio dan Sesvilla-Rivero (1994), dap Wang dan Swain {1995}
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sebagaimana dikutip oleh Moosa {2002} mengpunakan GDP viil sebagai
wakil dari variabel marker size. Penelitian Schoeider dan Frey (1985)
menggunakan GIOF per capite scbagat proksi dan unrket size. Dan
penclitian Lipsey (2000) meonggunakan GDP nominal, pertumbuhan real
GDP, GDP per eapita, dan penumpukan kapital

Easson {2004) menvatakan bahwa salah sato pertimbangan utama (di
tuar motif memperoleh keuntungan} investor untuk melakukao investast di
luar neeeri adalab access o markets. Berdasarkan beberapa penglitian,
market access merupakan motivasi utama bagi sebagian besar alimn modal
asing. Sebuah pz:zzaﬁzizé vang dilakukan lerhadap beberaps manager
perusahaan mulfinasional vang dilakukag untuk UNCTAD pada di tahun
1996 ditemukan babwa market cocess lebih menjadi prioritas dibandingkan
access (o resources. Proporsinys mungkin berbeda sntara negars yang safu
dengan negara yang lain. Sebagat contoh, berdasarkan surver di lahun 1994
vang dilakukan di Eropa fengah dan timur, yaog dilakekan untek OBCD,
ditemukan bahwa access to domestic market das fakior lainnya vang terkait

dengan pasar adalah alasan viama bagl lebih dari 80% invesiasi.

251, Gross Domestic Product (GIDIY)

Gross Dowmestic Product (selanjuinya dischut GDP) sering dianggap
ukuran terbalk dard kinerja perekonomian (Mankiw, 2003). Ada dua cara
untuk melibat statistik ini, Perlama adalab melihat GDP sebagal peadapatan
total dari setiap orang di dalem perekonemian. Jadi GDP divkur dengan
mengkalkulasi nilai dari seluruh penghasilan yang diperoleh darl kegiatan
memproduksi barang dan jasa (income side approach). Selain itu adalah
melibat GDP sebagal pengeluaran total dari output barang dan jasa
perekonomian., GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang
diproduksi dalam perekononiian selama Kurun wakio tertentu (expenditure

side approach).
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Gambar 2.1

Aliran Sirkuler Uang Melalui Perekonomian

Pendapatan Pembayaran fakior produksi
Tabungan
PETSCOTANPAT
Pajak
Ay
Kumah Tangga | Pemwrintah Peruszhaan
. FY
investas
Belarga
pemerintah
Pendapatan
Konsumsi perusaliaan

Sumber : N.Cregory Maokiw (2003)

Dalam Gambar 2.1 lerlibial alivan sirkuler nang melalui perekonomian,
Rumah tangga, perusahsan, dan pemeriniah menunjukkan pelaku ekonomi.
Setiap kotak birn menunjukkan jenis pasar-pasar untuk barang dan jasa,
pasar untuk faktor-fakior produksi, dan pasar uang. Tanda panah
mepunjuskkan sliran vang dianiura para pelake ekonomi melalui tiga jenis
pasar itu. Rumah tangga menerima pendapatan dan menggunakannya untuk
membayar pajuk kepada pemerintah, mengkonsumsi barang dan jasa, dan
menabung melalui pasar nang. Perusahaan wenerima pendapatan darn
penjualan barang dan jasa dan menggunakasnya uotuk membayar faktor-
faktor produksi. Rumah langga dan perusahaan meminjamn di pasar uang
unluk membeli  barang-barang investast scperti rumah  dan  pabrik,
Pemeriniah memperoleh pendapatan dari pajak dan menggunakannya untuk

membayar belanja pemerintah, Adanya kelebihan dari penerimaan pajak
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yang  melebihi  pepgeluaran pemerintaly disebul  tabungan
masyarakat/labungan publik, yang dapat positif (surplus anggaran) atau
negatif (delisil anggaran).

GDP dapat mencerminkan perubahan — perubahan dalam produks:
batang dan jasa dalam skala ckonomi yang sangat luas., Agar tidak terjadi
perhitungan ganda maka cara produksi ini yang dihiteng haoya nilai tambah

{value added) yang diciptakarn.

Para ekonom mengklasifikasikan GDP menjadi 2 (dua), yaitu :

1. GDP nominal (nominal GDP) yang mengukur nilai barang dan jasa
berdasarkan harga berlaku; dan

2. GDP riil {real GDP) yang mengukur nilai barang dan jasa berdasarkan
harge konstan, Usivk mengukur kemakmuran ekonomi akan lebih
baik menghitong oulpul barang dan jasa perckonomian lfanpa
dipengaruhi perubahan harga. GDP nil dapat menunjukkan yang akan
terjadi terhadap pengeluaran atas ontput jika jumlab berubah tetapi

harga tidak,

Pos pendapalan nasional membagi GDP menjadi  empat  kelompok
pengetuaran : 1) Konsumsi (C), 2) Investasi (1), 3) Pembelian pemerintah
((3), dan 4) Ekspor Neto (NX)
Jadi, dengan menggunakan symbel ¥ untuk GDP,

Y=C+I+G+NXY (2.3)

Konsumsi (consumprion) terditi dar barang dan jasz yang dibeli
rumah tangga. Kensumsi dibagli menjadi tiga subkelompok @ barang tidak
tahan Jama, barang tahan lama, dan jesa. Barang tidak tahan lama
{(nondurable goods) adalah barang-barang yang habis dipakai dalam waktu
pendek, seperti makanan dan pakaian. Barang tabzn lama (durable goods)
adalah burang-barang yang memiliki usia panjang, seperti mabil dan TV,
Jasa {service) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk koosumen oleh

individu dan perusahaan, sepert potong rambul dan berobal ke dokier.
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Investasi (investment) terdiri dari barang-barang vang dibeli untuk
penggunaan mass depan. inveslasi dibagi menjadi ligs subkelompok yaitu
investasi Disnis, inveslasi telap residensial, dan investasi persediaan.
Investasi tetap Disnis adalah pembelian pabiik dan peralatan barg olch
perusahaan. Investasi residensial adalah pembelian ruraah baru oleh rumah
langga dan tuan fansh. fnvesiasi persedizan adalah peningkatan dalam
persedioan  barang perusahaan  {jika persediaan menumun,  {evestasi
persediaan negatif).

Pembelian pemerintah (government purchase) adalah barang dan jasa
yang dibeli oleh pemerintah pusal, negura bagian, dav daerall. Kelompok int
meliputi peralatan militer, jalan layang, dan jasa yang dibenkan pegawat
pemerintah. Ind tidak ermasuk pembayaran ttansfer kepada individu, seperti
jaminan sosial dan kesejahicraan. Dalam pembavaran transfer hanya tegjadi
relokast pendaputan yang ada dan tidak memerlukan pertukaran barang serta
jasa, sehingga bukan bagian dari GDP.

Kelompok akhir, ckspor neto (set exporty), memperhitungkan
perdagangan dengan negara lain. Ekspor neto adalah nilai barang dan jasa
yang dickspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang ditmpor
dari negara lain, Ekspor neto menunjukkan pengeloaran neto dari luar negeri
atas barang dan jesa dari dalam pegerd, yang memberikan pendapatan bagi

produsen domestik,

452, GDP Per Capita

Indikator pembangunas sangat bergums untuk menganalisis dan
mengevaluasi  hasil-hasil pembangunan. Indikaior pembapgunan dapat
memberikan  gambaran  mengenai  lajunya  perkembangan  tingkat
kesejahleraan masyarakat dan corak perbedaan tingkat kescjahteraan
masyarakal yang lerjadi d¢i berbagai negara. (Prayitno, Hadi dan Santosa,
Badi , 1996)

Salah satu yang dapat menjadi indikator pembangunan adalah
kenaikan pendapatan per kapita yang terws berlangsung dalam jungka

panjang. Suatu perckonomisn  baralab  dapal  dikatekan  sedang
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twmbub/berkembang apabils sda serangkaian peristiwa yang timbul untuk
mewujudkan peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang,
schingga sekalipun ada saftu waktu df mava peningkatan pendapatan per
kapita seatah-olah terhen, tapi bila di wakiu mendatang terjadi peningkatan,
maka fu tetap dapat disebut terdapat pembangunan ckononu. Penggunaan
pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan harus hati-hati, sebab
pembangunan bukan hanys sekedar pendapatan rul, tetapt juga meliputi
perobahan-perubshae  perilaku  dan kebiasaan-kebiasasn  sosial  dan
sehelumnya menghambat menjadi mendukung perkembangan ekonomi.

Selain sebagal indikaior pembangunan, pendapatan per kapita juga
dapat dipakasi untuk membedakan negara kaya dari negara miskin,
Pendapatan  per kapita dapal memberikan  gambaran featang laju
perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahan pola agkat
kesejahteraass masyarakat yang telah ferjadi di berbagal negara,

Pendapatan per kapita dihitung dan pendapaian nasional {Y) pada
suatu periode dibagi dengan jumiah penduduk pada periode yang sama. Jadi
cara menghitungnya jupa sangat tergantung pada pertambaban jumlah

peaduduk,

Infrastruktor

Infrastrubktor merugakan instrumen untuk memperiancar berputarnya
roda  perekonomian  sehingga mempercepat  aksclerasi  pembangunan.
Semakin tersedianys infrastruktur, akas merangsang pembangunan di suatu
daerah. Infrastrukior berguna untuk merudahkan mobilitas fakior produksi,
teruiama  penduduk, memperiancar mobilitas barangfiass, dan tentunya
memperiancar antar dacrah ( Faisal Basri, 2002),

Yang termasuk kategori infrasteukiur adalah jalan raya, rel kereta api,
pelabuhan laut, bandar udara, alat pengangkutan, dan telekomunikasi. Selamn
itn, ada infrostruktur lain yaitu listrik, instalasi pipa air, dan pipa gas.
Keunikan daxi infrastrukeur adalah sifat cksternalitas positif yang linggi.
Eksternalitas adalah aktivitas yang dilakekan oleh satu pihek berdampak

pada pihak laio sehingga mengakibatkan kerugian (peningkatan biaya) atau

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP Ul, 20@@sivarsiias intdonesia



45

keuntungan (penurunan biaya) pada pihak lain tersebut. Jika akibatnya
merugikan disebul sebagal eksternalitas negatif dan plka menguntungkan
disebut eksternalitas positif. Oleh karena infrastruktur memiliki sifat
cksternalitas positif yang finggi, maka infrastrukiur dapat mendorong alau
merangsang tumbshoye scktor lain. Peagukuran manfasl pembapgunan
infrastruktur pun tidak cokup menggunakan 1ndikalor private benefif saja,
letapt harus dikthat dari social benefit darl pengadaan suatu proyck
frastruktur.

Perkembangan  infrastruktur  dengan  pembangunar  ekonomi
mempunyar hubungan vang sangat eral dan saling ketergantungan satu sama
lain {Faisal Basn, 2002}, Perbaikan iafrasirukiur pada umumaya akan dapat
meningkatkan mobilitas  penduduk, terciptanys  penurunan ongkos
pengiriman  barang-barang, terdapataya pengangkutan  barang-barang
dengan kecepalan yang lebih tinggi, dan perbatkan dalam kealilas dard jasa-
jasa pengangkutan lersebut. Secara rinci, peranan penyediaan infrastrukiur
terhadap pembangunan adalah : Pertama, mempercepat dan menyediakan
barang-barang yeng dibutuhkan. Tersedianys  infrastruktur akan
memungkinkas tersedinnya barung-barang kebutuhan masyarakat dengan
biays yang lebih murah.

Kedua, inlrastruktur vang baik dapal memperiancar transportast yang
pada gilirannya merangsaog acdanya stabilisasl dan roengurangl disparitas
harga antar daerah (penyamaan harga). Dengan adanya kemudahan
transportasi, maka barang-bDarang dapat dialitkan ke tempat-terapat yang
kekurangan (defisit) akan Sualu barang sehingga akan tercapm kesiabilan
harga.

Ketiga, infrastrukiur yang memperlancar iransportasi berfungsi
meningkatkan nilai tarwbah barang dan jasa. Banyak daerah yang letakoya
jaul dari pasar dan ongkos yang mahal. Tersedianya transportasi yang baik
dan murah memungkinkan hasil produksi daerah tersebut dapat diangkut

dan dijual ke pasar, alau dengan Kata fain dapat menjangkau kensumen.,
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Keempat, infrastrukiur yang memperiancar bansportasi  turut
mempengaruhi ierbentuknya harga yang efisien. Transportasi yang baik daa
murah akan menurunikan biaya transaksi.

Kelima, infrasirukrur yang- memperlancar (ransportasi  dapat
menimbulkan spesialisasi antar daerab. Transportasi muah dengan mudah
skan mendoroag pembagian kerja dan spesialisast secara gepgralis anlar
dacrah, Namun ada dua kendala dalam pengadaan infrasiruktur, Pertama,
kemungkinan terjadinya  kegagalan pasar (market fmlurej. Kedua,
menyangkut aspek ponbisyaan, yailu memerlukan dans investast sangat
besar dan merupakan invesiasi jangka panjang. Beberapa jenis infrastruktur
dapal mengalami kegagalan pasar seperti jalan raya. Barang seperti ini
dikategorikan sebagai public goods. Ciri umum pengguna public goods
adalah adanya free rider. Pengguna atau orang yaog menikmati public
goods lidak mau membavar atas atility vang dinikmatl, Pade public goods
ini marginal cost-nya nol. Jika sckizo banyak orang melowati jalan
kemudian ada salu orang lagi melewatl jalan maka lambahan satu orang
tadi tidak menambah biaya (MC = 0). Dengan asumsl pasar persaingan
sempurna maks P = { kurena P = MC,

Barang publik (public goods) adalah barang-barang yang mempunyai
dua sifat pokok yaiiu : 2) nonrival consumption, b) non-exclusion. Kalau
suatu  benda mempunyal dua siat tersebut, apakah barang tersebul
dilasilkan oleh pernerintah atau oleh swasfa, maka barang tersebut berfungsi
sebagai barang publik {public goods), Nonrival consumptions arlinya
sejumiab orang dapat mengkonsumsikan secara simultan akan barang
tersebut, atae dapat dikatakan pada lingkat produksi tertentu konsumsi yang
dilakukan terhadap barang tersebut tidak akan moengurangi jumlah yang
tersedia bagi orang lain. Sebagai contob adalah jalan, dan pertahanan
nasional, dimana konsumsi ierhadap jalan dan pertahanan nasional oleh
seseorang lidak mengurangt kesempatan  bagi orang  lan onluk
mengkonsumsikan barang tersebul. Non-exclusion. Apakah seseorang ifu
mau membayar atau tidak dalam mengkonsumsi barang publik ftg, ia tetap

dapat memperoleh manfaat. Non-exciusion berarlt pemanfaalan barang
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publik itu tidak dapat dibatasi pada orang-omng terlenty yaug sanggup
meinbayar saja. (Suparmoko, 2003)

Seorang investor dalam membuat keputusan investasinya biasanya
juga menyeriakan perUimbangan mengenai keadaan infrastrukiur yang
tersedia karens hal ini dianggap skan mempengaruhi aklivitas investasi yang
ditanamkan. Investor akan melakukan banyak periimbangan ketika akan
menanarkan investasinya, lerutama di negara yang sedang berkembang
yang belum mepunyai infrastruktur yang cukup baik, karena akan lebib
besar dana yang harus ditanamkan bukan saja Lerkaitan dengan investasi
vang direncanakan tetapl juga untuk menulupi misimoya infrastrukiur

terselbyut,

Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan fakior yang penting dalam melaksanakan
kegialan ekonomi. Tersedianya tenapa kerja terutama yang terampil dan
murah akan dapat menekan biaya operasi suatu perusahaan. Oleh karena iu
tcnaga kerja merupakan salah satu fakior yang dapat mendorong masuknya
investasi langsung ke Indonesia. Faklor tepaga kerja mempenganihi
investasi dalam dua cara. Pertama, jika investor memandang tenaga kerja
sebagai fakior masukan yang berssifat komplementer terhadap modal, maka
peningkatan jumlah tenaga kerja akan menderong turunnya wpalt minimum
il karena lemabnya burgeimiag power pekeria, yang kemudian diikufi
jumlah modal yang diinvestasikan. Kedua, sebaliknyas jika ienmaga kerju
dianggap schagai fakicr masukan yang bersifat substitutif terhadap modal,
maka investor skan mengurangi modal vang ditanamkan jika tenaga Kerja
yang tersedia makin meningkat,

Berdasarkan hipotesis lokasi {Location Hypothesis) dinyatakan babwa
aliran modal asing masuk disebabkan beberapa fakior produksi yang
immobile seperit tenaga kerja dan sumber daya alum, sebagaimana hipolesa
yang digunakan oleb Horst (1972). Misalnya mengaps suatu pabrik
diditikan i daerah X dan bukan di daerah Y. Biasanya yang menjadn

perlimbangan adalah menyangkul kelersedinan atay kedekatan dengan
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sumber daya vyang dibutubkan atau pemasarapnya. Namun  blasanya
alctivitas seperti banking,  kevangan, revearch & development tidak
dirglokasi, karcna posisi seperli i memeriukan tenaga kerja yang
berkualitas tinggl.

Dalam hipotesis sikius Produksi (The Product Life Cycle Hypothesis)
juga dinyatskan bahwa FI3 berkembang mengikuli pola model siklus
produk. Pada tahap pertara, suaty produk dibasilkan dan dikonsumsi oleh
musyarakat dalam negeri serta sisanya diekspor. Pada iahap kedua, produk
sudul dapat dihasilkan di Juar negeri oleh cabang perusabaan multinasional.
Pada tahap ini sebagian produk untuk konsumsi dalam negeri juga sudah
mulal diimpor. Akhirnya pada tahap keliga, sermua produk dibasiikan di luay
negeri meskipun dengan lisensi, sedangkan negara sendiri harus mengimpor
produk yang diperlukan. Hipotesis ini pertama kali dicetuskan Vernon pada
tahun 1966, kemudian diperbaharai lagi pada tahun 1977, Siklus produk
yang barg hanye berbeda dalam terminclogi. Dulam hipotesss vang bary,
mmovasl didorong oleh kebuiuhan untek merespon persaingas yang lebih
intensif serta peluang untuk memperoleh keuntungan baru. Produk barw ini
dikemnbangkan dan diprodoksi sccara lokal kaena  didesain  secara
terkoordigasi sntara unif-unit penelitian, pengembangan dan produksi,
Sctclabh mantap di pasar domesiik, permintaan luar negeri mulai dipennhbi
melalui ekspor. Produsen pesaing mulbal muncal di lsar negeri. Pada tahap
ini penemu asll mulal menjajaki kemungkinan memproduksi produknya di
luar negeri melalul FDL Akhimya jika produk sudah terstandarisasi, maka
diputuskan melakukan investasi di negara-negara sedang beckembang uniuk
mencapai beberapa keuptungan pembiayaan, sepertl tenaga kerja yvang lebik
murah, agar mencapai harga jual yang lchih kompetitif dibandingkan
pesaing.

Easson (2004) menyatakan bahwa pertimbangan utama lainnya untuk
melakukan investasi di Juar negerl (di luar motil memperoleh keuntungan)
selain access fo market, adalah access 1o resources {Export-oriented
investinent). Alasan ini meliputi sumber daya alam maupun sumber daya

manusia, khususnya yang  terkait dengan oil dan mineraly, Alasan lainnya
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urduk Investasi sejonis adalah yang terkait dengan proses peagolahan
natural resources, yaitu dalam rangka wengurangi biaya trapspori dan
mengambil keunlungan dari biaya buruh yang rendah, yaknl ketersediaan
lenaga kerja yang lower-wage, suitably-skilled.

Selain ity ferdapat penclitian Petrochilos {1989) yang berargumen
bahwa aliran FDI asal Jepang disebabkan kelidakeukupan sumber daya, dan
kebutuhan biaya burah yang lebih rendah, serta menghindari polesi
Hngkungan di negara asal. Hasil penclitian ini merupakan bantahan atas
penelitian Kojima {1973, 1875, 1985) memperlihatkan balnwa FDI adalab
sarana untuk transfer kupital, teknclogl, kemampuan manajerial darl negara
summber (source cowntry) ke negarg wiuan (host country). Pendekatan ini
digambarkan sebagai “macroeconomic approach” atau “aktor endowment”,
bertolak belakang dengan “iafernarional business approach”. Kajima
mengklasifikasikan aliran FDI menjadi dua. Perlama, abran FDI yang
bersifat trade-orignted, yang dissbabkan adanya kelebibap permintaan
impor dan kelebiban penawaran ekspor. Aliran FiI i dapat membawa
perubahan ke arah kesejshterazn bagi Kedua belah pihak. Kedua, aliran
modal asing yung anii-frede eriented, yang mempunyal efek bertolak
belakang dengan yang perlama. Jeus ini tidak membawa restrukturisasi
yang diinginkan bag kedua negara. Kojima berargumen bahwa modal asing
asal Jepang termasuk rade-oriented, namun tidak demikian dengan aliran

reodal asing asal LISA.

Operasionalisasi Konsep
2.8.1. Iavestasi Asing Langsung (DL

Adalah nilai dari proyek investasi langsung dari luar negeri yang
disetujui oleh pemerintah vang dinyatakan dalam US$ ribu. Variabel ini
mengacu pada prinsip FDI yang sesuogguhnya yailu investasi di dalam
sektor il yang berasal dari luar negeri.

Data nilai investasi asing langsung yang akan digenakan adalah nilai
rencana investasi asing langsung yang meliputi tabun 1967/1968 sampai

dengan 31 Desember 2007 yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman
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Modal (BKPM). Data investasi asing langsung adalsh diluar investasi sekior
minyak & Gas Bumi, Perbanken, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi,
Sewa Guna Usahg, Pertambangan dalam rangha Konteak Karya, Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, investasi yang perizinannya
dikeloarkan oleh instansi tcknis/sektoral investasi portofolio (pasar modal)
dan investasi rumah tangga, Nilai rencana investasi asing langsung ini
berasal dari proyek bary, perluasan dan alib status. Jurslal proyek terdin
dari proyek baru dan alih status.

Oleh karena data vang diperoleh dari BKPM adalab dalam USS ribu,
maka untuk keperluan pepelitian, nilal persetujuan rencans investasi asing
langsunyg tersebul dikonversi ke mata vang Rupiah menggunakan kurs yang
dipakal sebagai asumsi dasar nilai {ukar dalam Nots Kewnangan dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)} Tahun 1969/1970

sampal dengan 2008,

2.8.2. Kebijakan Pajak

Pembebanan pajak vang terlalu besar (excessive tax burden) pada
mvestasi dan laba yung diperolek akan menghalangt minal investor unlok
berinvestasi di svalo negara (Suilivan, 1992}, Berdasarkan pertimbangan
tersebut maka Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan yang
memberikan kemudahun dalam bentuk insenlif pajak kepada investor asing
langsung vang akan masuk ke [ndonesta.

Data wmanfaat durl pemberian insentif pajak v sendiri dalam bentuk
anglka adalah sulit wiiek diperoleh karenu nilai manfaat tergantung kondisi
masing-masing perusahaan, demikian pula dengan tingkal fux rate yang
relatif tidak banyak perubaban. Hines {1995} menyatakan babhwa perubahan
data fax refe yang tidak teratur menyebabkan variasi dalam data time series
tidak cukup scbagai bahan penelitian sehingga sulit meneliti efek tax rate
terhadap investasi. Hines juga berpendapat bahwa apabila fax rafe akan
herkorelasi positif dengan akfivitas bisnis jika tari{ pajak vyang tinggi

disandingkan dengan biaya yang lebih tinggt.

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP Ul, 20Qfvarsitas tndonesia



51

(leh karena itu dalem rangka penelitian terbadap pesgaruh kebijakan
pajak terhadap masuknya investasi asing langsung ke Indonesia, yang akan
digunakan sebagai proksi adalah 7ax £ffort. Dasar penetapan proksi ini
adalah bahwa Tax Effort dapat menunjukkan kemampuan pemerintah
mengumpulkan dananya melalui pajak. Nilai Tax Effors di negara maju
umumnya lebih tinggi daripada di negara yang sedang berkembang. Hal ini
disebabkan karena sistem informasi dan administrasi yang juga jauh lebib
baik daripada cegara sedang berkembang

Adapun rumus umum Tax Effors ini adalzh sebagai berikut @ (Hera
Susanti, Moh. Ihsan, Widyant), 1995 )

Pensrimazn Pajsk
Basis Pajak

TE = 24

Pada umumnya yang digunakan sebagai proksi untuk basis pajk
dalam penggunaan rumus di atas adalah nifai GDP. Semakin besar nilai Tax
Fffort ini, semakin Desar pula kemampuan pemeriniah dalam menjaring
dananya melalui pajak.

Berdusarkan pertimbangan bahwa menurut ieori bahwa pajak dapat
menggeser fungsi investast, dan diperkirakan bahwa Investor asing sebelum
memutuskan untuk berinvestasi ke Indonesia akap melihal teriebih dahulu
nifai Tax Efforr tahun-tahun sebelumnya, maka secara ckonomi hipetesis
vang disjukan adalah babwa Tax Effors berhubungan pegatif dengan aliran
FDI

Data Taox Effor: adalah dalam bentuk persentase vang diperoleh dari
data peaerimman pajak ciil dan GDP riil. Data penerimaan pajak untuk tahun
1969/1970 s.d 1993/1994 diperoleh dari Nota Keuangan dan APBN Tahun
199571996 Departemen Kevangan RI, sedangkan entuk tahun 1994/1995
sampai desgan 2007 diperaleh dari Data Pokok APBN 2008 - 2009
Departemen Keuwangun RL Penerimaan pajak lerdiri dari jenis pajak
penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN}, Bea Masuk, Pajak
Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan {PBE}, dan Pajak Lainnya.

Beberapa catatan dalam sumber data adalah bahwa sampai dengan

tabun 198371984, penerimaan PPh terdiri dari pajak pendapatan, pajak
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perseroan, MPO dan PBDR, dan sejak tahun 199942000 termasek PPh
Migas. Untuk PPN, sampal dengan 198471983, terdiri dari pajak penjualan
dan pajaX penjualan imipor. Unisk PBI, sampai dengan 198471983 rerdin
dari Ipeda das pajak kckayaan, dan sejak tahun [998/1999 termasuk
BPHTB. Kemudian untuk penerimaan pajak tabun 2000 adalah melipuii
periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan), karena terdapat

perubzhan persode tahun anggaran.

2.83.  Ukuran pasar (Market Sized

Ukuran pasar negara lujuan diskur melalui lingkat penjualan schuah
perusahaan mullinasional di negara itu. Yang dijadikan proksi dalam
penelitian ini adalah npilai GDP dan GDP per capita negara yang
bersangkutan,

GDP  merupakan  ukuran dogkat  perekonomiun  Sualy  negara
Pemngkalan GDP diasumsikan akan meningkatkan permintaan akan bamang
dan jasa yang akan memberikan peluang pada para Investor uniuk
meningkatkan proyek investasi karena adanya permintaan tersebut.

GDP per capita, sclain sebagai indikator pemibangunzn, juga dapat
memberikan gambaran (entang lgju perkembangan fingkat kesejahicraan
masyarakat dan perubahan pola perbedaan lingka! kesejahteraan masyarakat
vang telah ferjadi di berbagai segara. Pendapatan per kapita dihituag dac
pendapatan nasional (YY) pada suatu periode dibagi dengan jumlah penduduk
pada periode yang sama. Data yang diperoleh adalab angka GDF yang
dinyaiakan dalam wnulyar Ruptab, dan GDP per capiia dinyatakan dalam
Rupiah, namun untuk keperluap penelitian keduanya dijadikan sama-sama
dalam satvan milyar Ruptah. Untuk keperluan analiss digunukan data GDP
riil dan GDP nil per capita berdasarkun data yang diperoleh dari Badan
Pusat Statistik {Buku Statistik Indonesia Tahunan untuk tabun 1960 sampai
dengan 2008).,
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2.8.4, Infrastruktur

Adalsh besarnya ssmana dan prasarana yang fersedia di wilayah
Indonesia. Yang termasuk kalegori infrastruktur adaiah jalan raya, rel kereta
api, pelabuhan laut, bandar udara, alat pengangkutan, dan telekomunikasi.
Selain ily, ada infrastruktur faln yailu klistrik, instalasi pipa air, dan pipa gas.

Berdasarkan penelusuran data di Badan Pusat Statistik terpyata data
infrastrokfur yang memenuhi syarat uniuk penelitian time series adalab data
panjang talan, Berdasarkan pertimbangan balwa jalan merupakan prasarana
pengangkutan yang penting untuk memperancar keglalan perekenomian,
dan makin meningkatnva usaha pembangunan mesustut pula peningkatan
pembangunsr  jalan  wstuk  memudahkan mobilitas  penduduk  dan
memperlancar kalu lintas barang dari satu daerah ke dacrah lain, maka dalam
penchiian ini digusakan prokst panjang jalan propiasi dan kabupaten.

Data panjang jalan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (Siatistik
Indonesia 36 talwn Indonesia Merdeka, dan Statistik Indonesia Tahunan
untuk tahun 1994 sampai dengan 2008) dinyatakan dalam kra, dait uptek

keperlsan analisa jumlah panjang jalan diabah dalam satyan ribu ke,

2.8.5. Tenaga Kerja

Dalam peoelitian fni pw%si vang akan digunakan adalah jumish
tenaga kerja yang ada di semua sekior yang dinyaiakan dalam jula orang.
Jumiah angkatan kerja diletapkan sebagai proksi karena Dberdasarkan
penclusuran data di Badan Pusat Statistik, data jumiah angkatan kerja yang
memenuhi $yarat untuk penelitian dme series.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik adalah data jumlah
angkatan kerja yang terdini dari yeng bekena dan yang punya pekerjaan
tetapi scmentara tidak bekerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja
{berumur 13 ahun dan lebik) yang bekerja atse mempunyal pekerjaan tetapi
sementara tidak bekerja dan atau penduduk yang mencari pekerjsan. Bekerja
adalah penduduk yang melakukan svatu pekerjaan  dengan maksud
memperoleh  atuu  membaniy  mempercieh pendapatan/keuntungan dan

famanys bekerjia paling sedikit satu jam secara terod mencrus dalanmt
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seminggu sebelum pencacahan, Termasuk dalam hal ini pekerja kelvarga
tanpa upah yang membanly suate usaha, dan orang yang mempunyai
pekerjaan, tetapi sementarz tidak bekerja. Ponya pekerjuan tetapi sementara
tidak bekerja adalah penduduk vang mompunya tetapi selama sendnggu
vang lalu lidak bekerja karena berbagai sebab seperti : sakil, cuti, niogok,
menunggy lasil panen, teemasuk yang sudah diterima bekerja tetapi sclama
seminggu yang lalu belom mutai bekerja,

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik
Indonesia Tahunan wntuk tahun 1960 sampai dengan 2008 yang dirilis oleh
Badan Pusat Statistik, Dalam penelitian fni akan digunakan dua jenis duta
yailu dala nominal dan data riil. Dats Tax Effors, GDP, GDP per capita
adalah menggunakan dala il karena berojvan untuk menghilangkan
adanya pengaruh hargs atau inflast sehingea dalam melakukan analisa dapat
lebih menunjukkan kondisi sebenarnya, Data panjang jelan dan jumlab
tenaga kerja adalah menggunakan data nommal.

Scbagai catatan lambahan, unluk perinde 1961 s.d 1999, tahun
anggaran yang digunskan oleh Badan Pusat Satistik adalah tidak sama
dengan thun buku, dimana 1ahun anggaran dimulai setiap tanggal 1 April
dan berakiur pada tanggal 31 Marel tabun berikutnya. Dengan demikian
untuk kepentingan penclitian ini maka pedu dilakukan peayesuajan,
contohaya tahun anggaran 199972000 (dimulai 1 April 1999 5.d 31 Marel
2000) akan diperlakukan sebagal daia tahun 1999,

Hipotesis Penclitian

Sesuai dengan tujuan dari peaelitian, yaitu untuk menguji pengaruvh
dari variabel kebijakan pagak, ukuran pasar (market size), kondisi
infrastruktur dan jumlab angkatan Kerja terbadap masuknya investasi asing
langsung ke Indonesia, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian
inl adalah @
Hipoiesis Satu
Ho > Kebijakan pajak tidak mempunyai pengarvh signifikan

terhadap masukaya FDI ke Indonesia
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Ho

Hi1

Hipotesis Tioa

Ho
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Hipoiesis Empat

Ho

Hi
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Kebijakan pajak mempunyal penguruh signifikan (erhadap

masuknya FD1 ke lndonesi

Ukuran pasar {market size} ddak mempunyai pengaruhy
signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia
Ukuman pasar  (marker  size) mempunyai  pesgaruh

signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Kondisi  infrastruktur  tidak  mempunyal  pengaruh
sigmiikan terhadap masuknyz FDI ke Indonesia
Kondisi nfrastruktur mempunyal pengaruh sigsifikan

terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Kondisi tenaga  kera lidek mempunyai pengaruh
signiliken terhadap masuknya FDI ke Indonesia
Kondist tenaga kerjn mempunyal pengaruh signifikan

terhadap masukuya FDI ke Indonesia
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2.10. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran
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Penelittan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beberapa

faktor yaitw kebijakan pujak, market size (ukuran pasar), kondisi infrastruktor, dan

lenaga kerja terhadap masukoys wvestast asing langsung ke Indonesia. Proksi

yang digunakan unfuk mewakili fakior kebijakan pajak adalah Tax Effors,

selanjutnya untuk ukuran pasar (market size) diwakili oleh tingkat GDP dan GDP

per capia, untuk infrastruktor diwakili oleh jumlah panjang jalan, dan untuk

tenaga kerja diwgkili oleh jumlsh angkatan kerja. Data yang ditelitf adalah

meliputi mhun 1968 sampai dengan 2007, Jumdsh pemanaman modal asing

fangsung vang masuk adalah jumiab persetujuan rencana  investasi  yang
dikeluarkan oleh BKPM.
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3.2

BAB L1
METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantiteif, yaitu penelitian yang berawal dari beberapa konsep
dan teort yang digunakan sebagai dasar untuk membual pertanyaan penelitian,
bipotesis dan mengukur hubungan antar varizhel. Menurut Irawan (2006), ciri-
ciri dari penelitian kuantitalif adalah : 1) Permasalahan penelitian terbatas dan
sempit, 2) Mengikuti pola berpikir deduktif, 3} Mempercayai angka (statistik
atau mutematika) sebagal instrumen unmtuk menjelaskan kebenaran, dan 4)
Membangun validitas internal dan validitas cksternal sebaik mungkin.

Rugog fingkup penclitian ini dibatasi oleh satu variabel terikat yaitu
tingkat invesltasi asing langsung dan beberaps variabel bebas yaitu kebijakan
pajak, vkuran pasar (market size), infrastrukiur, dan tenaga kerja. Pola berpikir
dedukiif yang dilakukan adalah pertama peneliti melakokan observasi awal,
kemudian dilanjutkan dengan mengajukan hipotesis, menguji hipotesis, dan
menartk kesimpulan, Pencliti juga mengpusakan data berepa angka yailu data
tingkat investasi asing langsung, dats kebijakan pajak berupa Tex Effor:, data
ukuran pasat (rmarket size) berupa GDP riil dan GDP riil per capits, data
infrastruktur berupa berups panjang jalan, dan data tenaga kerja berupa Jumiah
angkalan kerja, serta mengguazkan metode regresi majemuk  (model
matematika) sebagai Insirumes penclitian. Penelitt juga melakukan beberapa
pengujian ekonometrik untuk menguil kebonaran model matematika yang
digunakan, serta untuk mengyji hubungas antar variabel bebas dag hubungan
antara variabel bebuas dan varfabel ferikat. Hal ini sesuai dengan ciri-cir
peaclitian kuanotital vang kecmpat yaitu membaogun validitas internal dan

cksternal scbaik mungkin,

Jenis Penclition
Peneiitian imi merupakan penelitian  eksplanatif karena  berusaha
menjelaskan hubungan anlara suatn variabel dengan variabel laipnya, Yaitu

satu variabel terikal berupa tinghat investasi asing langsung dan beberapa
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variabel bebas yaitu kebijakan pajak, ukuran pasar {market size), infrastruktur,
dan tenaga kerja. Peneliian ini selain berusaha untuk menggarbarkan juga
menganalisis hasil pepelitian. Penelittan ini tidak lerbatas pada pengumpuian
dan penyusunan data, letapi melipuli analisis dan interpretasi lenlang arti data
#u, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dar
teoritis (Surakhmad, 1982).

Berdasarkan manfaainya, penelitian ini merupakan penelitian terapan,
yaitu dengan mengernukakan masalah tertenta dan menghasilkan rekomendasi

ustuk penyelesaannya.

Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penclitian ini adalah model regresi linier
majernuk. Tahapan metodologs terdin dart 6 (enam) tahapan. Yaitu perlama,
dengan wengacu kepads teori, diajukan suate hipotfesis atau perlanyaan.
Eedua, untuk menjawab pertanyaan atau hipolesis yang diajukan pada tabap
periama, disjukan model ekonometni yang dapal digunakan untuk mengeles
hipotesis yang telah dibuat. Ketiga, setelph modelnya terbangun, parameler
dari model diestimasi dengan suaty soffware computer. Keempal, hasit dast
estimast parameter perlu diverifikasi terlebih debulu hasilnya apakah telah
sesuai dengan model atau tidak. Kelima, jika dari hasil verifikasi mengatakan
madel yang telab ferestimasi sudah layak, maka model tersebut kita gunakan
untak memprediksi pergerakan alau memprediksi nilai suatu vansbel. Keenam,
akhirnya prediksi tersebut dspal digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan suatu keputusan atau suaty kebijakan {Nachrow: dan Usman,
20006)

Analisis regresi merupakan Suale metode yang dipunakan untuk
menganalisis hubungan antar variabel. Hubungan lersebul dickspresikan
dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel terikal Y dengan satu
atau lebih variabel bebas X, X3, ... X Dalam hal hanya terdapat satu variabel
bebas, maka model yang diperoleh disebut model regresi linier sederhana.
Apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas, maka disebu! model regresi
linier majemuk. Model regresi linear sederhana dituliskan sebagai berikut :

{Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006)
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Yi=Be+ B Xy +;5i=1,2, N (3.1
dimans .
1 adatah error

N adalah banyaknya obeservast populasi

Di dalam kenyatnan sehari-hari, suatu fenomeny tidak hanya dipeagaruhi oleh
satu variabel saja melainkan oleh berbagai macam fakior. Beatuk matematis

modei torsebut adalah sebagai berikut

Y= Bot B X4 B+ PaXaih L+ BXg i i= 12, LN (32)
dimana :

i=1,2,3 ..N (banyaknya observasi populasi}

Pembangunan model merupakan suatu pekerjaan yang sangat pealing.
Karena tanpa model, kita tidak dapat melihal dan mengukur Bubungan antar
berbagal wvariabel ekonomi secara kuantitaiif {Sarwoko, 2003). Cin-citl
penting suatu model yang balk yaitu sebagai berikut »
L. Suatu model yang batk adalah model vang realistis dan manegeable
{Intriligator, 198(). Yang dunaksudkan dengan realisiis adalah bahwa
esensi  yang schenarnya tetap dipertabankan. Hal ini membcerikan
pengertian bahws vartabel yang domioan lidak diliilangkan begitu saja
dari model, sehingga tidak mengsburkan peesoalan yang ada. Scdangkan
maksud manageable adalah bahwa suatu model jangan terlalu kompleks,
misainya dengan banyak menagandung variabel. Intriligator {(1930)
menyatakan bahwa salah satu lipe model yang buruk adalah wodel yang
sangat realistis tetapi sangat rumit, sehingga menjadi tidak manageable
lagi. Tipe model yang buruk lainnya adalah model yang sangat
manageable telapi sangat (idak realisiis.

2. Tanda dan nilal absalnt kgeiﬁsiex; dalam madel harus reasonable, artinya

mode! mempunyai koefisien yang benar dan tegas.

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP Ul, 2009  iisiversilas lndonesis



60

Model mempunyai goodness of fit yang cukup baik. Salah satu ukuran
dart goodness of fit adalah R Nifai B® terkeci] adalab nal, sedangkan
yang terbesar adalah sate (D <RE= 1)

Model mempunyal dasar teori atau reasoaing yang kual {Gujarati, 1978).
Muksudnys model yang diajukan tidak benentangan dongan teorl yang
beriaku.

Model yang disjukan sangat relevan dengan masalah ¢konomi yang
cukup penting dan menarik. Dengan demikian diharapkan model
tersebut dapat diajukan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian

rencana dan kebijakan ekonomi suaty negara,

Metode yang digunskan untuk analisis garis regresi adalah metode

Ordinary Least Sguare (OLS) yang merupakan metode yasg paling populer

dan sangat berpengarub (Sarwoko, 2005). Dalam persanman regresi, by dan b

merupakan pendugs wetuk By dan B Ada beberaps sifat penduga vang uvlama,

yaitu

{1} tidak bias, (2} efisicn, (3} varian minimum, Metode OLS dapat

memberikan penduga koelisien regresi vang Laik atan bersiiat BLUE (Dest

Linier Unbiased FEstimate), dengan berbagal asumsi yang tidak Loleh

dilanggar, vang dikenal dengan Teorema Gauss-Markov (Nachrowi, Nachrowl
D., Usman, Hardius, 20063 :

i.

E (u) = 0 atau E(y; | x3 = 0 atas E(YJ = By + 2%, uy menyatakan
variabel-varisbe] lain yang mempengaruli Y, akan tetapi tidak terwakib
di dalam model.

Tidak ada korelasi antara y; das y {cov (uiaj) = 0} 14 ] Artinya pada
saat Xi sudah terobservasi, deviasai Y1 dari rata-cata populasi {miean)
tidak menunjukkan adanya pola (E{u;,5)=0}

Homoskedastisitas, yaltu besarnya varian ui sama atau var (u;) = ¢
untuk setiap i,

Kovarian antara u; dan X; adalah nol {cov(u;, X;) = 0}. Asurnsi tersebut
Juga berarti tidak ada korelasi antara y; dan X,

Model regresi dispesifikasi secara benar, vailtu model harus berpijak
pada landasen feori, memperhatikan variabel-variabel yang diperlukan,

dan bentuk {ungsinya.
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Maodel penelitian yang digunakan adalah mengacu kepada model yang
pernah digunakan oleh Emnmmanuel Nnadozie, dengan menyesuaikan beberapa
variabel scsuai dengan kondisi data yang ada dan menambah variabel
kebijakan pajak sebagai variabel bebssnya. Penelitian menggunukan kerangka

berpikir bahwa :

FDI = I (Kebijakan Pajak, Markes Size, Infrastruktur, Tenaga Keria} (3.3

Prokst yang digunakan untuk mewakili fakior kebijakan pajak adalah
Tax Effor:, selanjutnys untok ukuran pasar {maerket size) diwakili oleh tingkat
GDP dan GDP per capita, untuk infrastrukiur diwakili oleh jumlah panjang
jalan, dan untuk tenaga kerja diwakili olch jumizh angkatan kerja. Data Tax
Lffort, GDP, GDP per capita adalah mengounakan data il karena bertajuan
untuk menghilangkan adanys pengarwh harga atau inflasi sehingga dalam
melakokan analisa dapal lebil menunjukkan kondisi sebesarnya. Sedangkan
dals panjang jalan dan jumiah tenaga kera adalah menggunakan data nominal.
FDI, GDP dan GDP per capita adalah natural log darct FDE riil, GDF riil dan
GDP rtil per capita untuk tahwn i Penggunaan vkuran natural log adalah uniuk
membantu kontrol terhadap efek vang (erjudi katena nilainya terlalu besar
untuk dibandingkan dengan Tax Effort, panjang jalan, dan jumlab angkatan
kerja {(Mnadozie, 2000)

Dengan demikian model yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikug :

nFDI = o BTE+ B2nGDP) + BinGDPCAP ;. BJINFRA (3.4)
+8:LAB + 8

dimana :

FDI = Besaroya investasi asing langsung di Indonesia

TE = Besarnya Tax Effort

GDP = Besarnya GDP riil

GDF per capita = Besarnya GDP rif] per capita

INFEA

i#

Panjang jalan
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&2

LAB

il

Jumlah angkatan kerja

=
it

error

Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dulam penclitian ini sebagian besar adalah data
kuantitatif benspa angka-angka. Pengumpulan data yang digunakan pada

peaelitian i dilakukan melalui beberapa cara, yakni:

1. Studi Kepustakaan (library reasearch)

Pustaka dalam suaty studi penelitian mempunyal beberapa tujuan : a)
Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan
dengan pencliian yang sedang dilaporkan, b) Mengbubungkan suatu
penelilign dengan dialog yang lebih luas dan berkesinumbungan tentang suaiu
lopik dalam pustaka, mengici kekurangan dan mempeduss  penelitian-
penclitinn scbelumnva, duan ¢} Memberikan kerangka untuk menentukan
signifikansi penelitian dan scbagai acuan untuk membandingkan hasil suaw
penelitian dengan lemuan-temuan lain. (Creswell, 1994)

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara menibaca
dan mempelajari sejumiah buku/literalur, jurnal, paper, dan sebagainya, baik
domestik maupun internasional wntuk memahami konteks permasatahan tesis
secara mendalam serta untuk mmendapatkan kerangka teori dalam penentuan

arah dan twjuan pesclitian dimaksud,

2. Data sekunder

Penelitian 1ni menggunakan data  sekunder vang diperoleh  dao
Departemen Keusngan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan
Biro Pusat Statistik (BPS), scbagai data-data yang akan diclab menggunakan

model ekonometrik yang telah ditentukan,
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:f}z:,% ; at m_l'f R
EL RN R, 1 1Y <.\«-"3‘¥ﬁ|__.___._; T 1T WL oAb Wl R o nrae e ) e Dy s i
FBI Nilai investasi asing langsung vang disetujuiilaporan BKPM
oich pemerintab
Tax Effort Tay Bffost berdasarkan pencrinvaan paisk rifli Nota Keuangas
dan GDP rili {Departemen
Keuvangan) dan
BPS
GDP it Nilai GOF rul (herdasackan harga konstap)  |BPS
GDP ol per Niuai GDP ral {berdasarkan harga konsiam)iBPS
capita dibagl jumlah peaduduk
INFRA Perkembangan panjang jalan BPS
LAB Jumiah angkatae keria BPS
3.5. Kerangka Penelitian
(xambar 3.1
Kerangka Penelitian
Tax Gpp GIDP per Panjang jalan Angkatan
Effort capiia kerja
¥ h 4 k.4
= Penanaman Modal Asing (Y} +
¥
Regresi Majemuk
I
UaF Uji t Verilikast Model

k4

¥

-

Sumber ; Olzhan sendiri
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3.6. Analisis Data

Analisi data dilakukar melalul pengujian ekonometrik yang terdini dari
uji hipotesis yang meliputl yji t, uji ¥, dilanjutkas dengan verifikasi model
meiaiui uji Goodness of Fit dan Resquared (R®) serla uji asumsi klasik yang
melipuii Mulhikolinieritas, Otokorelasi, dan Heteroskedastisitas (Sarwoko,
2005). Dulam melakukan pengujian akan dibantu dengan menggunakan
program EVIEWS 3.1. Dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak
EVIEWS, diharapken penelitian int lebih akurat karenz unsur hwnan error
dalam pengolahan dapat dieliminasi, sehingga pengggvoaan jumiah varabel
dapal memadai dan tidak ads kekhawatiran tentang kesulitan dalam
pengolahban data.

Menurut - Nachrowi, Nachrewi D., dan Usman, Hardius (2006}
ekonometri dapat diartikan sebapal “ukuran-ukuran ekonomi™. Sedangkan
menuryt pengedian yang global, ekonomatri dapat didefinisikan sebugat suaty
ilmu vang mempelajari analisis kuantiatif dari fecomena chonomt dalam
artian s¢cara umum. Pada mulanya, kajian ckonometrik hanya melipuli
aplikasi maiematika statistik dengan menggunakan data ekonomi untuk
menganalisis model-model ekonomi dan kevangan saju. Akan telapi, dalam
perkembangannya, teori inl lidak hanya dapat digenakan uniuk menganalisis
madel-model ¢konomi dan keuangan sajam, melainkan juga dapat digunakan

untuk menganalisis berbagai fenomens sosial faianya.

3.6.1.1ji Hipotesis

Uji  hipotesis  digonakan wntuk  mengetabui atay menguji  apakah
koefisien regresi yang didapat signifikan (berbeda nyata), atau dapat dikstakan
apakah variabelvariabel bebas secara individu dan bersama-sama berpengarub
signifikan terbadap variabel terikat. Dalam penyusunan hipotesis periu berhati-
hati akan apa yang dipikir tidak benar dan apa yang dipikir benar. Hipotesis
mencerminkan harapan-harapan hasil penelitian, tentang suatu koefisien atay
koefisten-koefisien regresi tertentu yang diringkas dalam bentuk hipotesis nol
dan hipotesis atternatil. Hipotesis nol adaiah suatn pernyalaan tertentu lentang
nilai-nilar delem suatu range dar koefisien yang akan diharapkan tenadi

apabila teori yang digunakan dalam penelitian tidak sesual. Hipotesis alternanf
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digunskan unluk menentukan nilai-nilzi datam suatu range dari koefisien yang
dihurapkan ferjadi apabila pernyataan teori dalam penclitian adalah sesoa
{Sarwoko, 2005}. Pengujian secara statistik terhadap model regresi terdini dax
Usi F dan Uji | (Nachrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius, 2006).

1. UjF

Adalah cara menguji hipotesis nol yang melibatkan lebih dari satu
koefisien {Sarwoke, 20053, Hasil vji F digunakan uniuk mengetahui pengaruh
variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. (Nachrowd,

Nachrowi D, dan Usman, Hardius, 2006)

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah :
Ho @ 1 = §2._. = Bk = 0, Tidak ade pengaruh variabel bebes secara bersama-

sama terhadap variabel terikat,

H1 2 Bl = §2.. = Pk # 8, Ada pengaruh variabel bebas secara bersama-sama

techadap variabel terikat.

Persamaan uji F adalah : (Sarwoko, 2008)

F R Eco/l I W VO i (35)
RSS/(n-k-1} > u2if(n-k-1}

Keputusan ujl [ adalah menclak hipotesis nol aprbila F hasil hitung darf
estimasi persamaan adalal lebih besar dari nilai kritis F. Nilai F kritis yang
dipilih tergantung dari tingkal signifikansi yang dipdib dalam penelitian dan
derajat kebebasan. Statistik ¥ mempunyai dua tipe derajat kebebasan; derajat
kebebasan pembilang (numerator) |, diberi simbol k adalah jumlah parameter
lermasuk konstania, -dan derajat kebebasan penyebut (denumerator), dibern
simabol n-k-1, dengan n adalsh jumlah pengamatas sampel, dan k adalah
jumlah variabel bebas (Sarwoke, 2005). Dengan kata lain, apabila F Hitmg >
Py e nt1y Maka keputusannys adalah menolak H,, yvang berarti variabel belas

secara bersama-Sama mmempeogarubi variabel terikat (Sarwoko, 2005},
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2. Ujit
Ujt t dilakukan untuk mengetahui signifikansi masing~-masing-variabel
bebas terhedap variabel terikat dengan asumsi variabel lainnya konstan

(Nachrowi, Nachrowi I)., dan Usman, Hardius, 2006}.

Untuk persamaan regresi berganda seperts berikut
Yi=Bo+BiXy + BoXy 4y 3.6

Formula statistik 1 adalah : (Sarwoko, 2005)
G, =  (by-Bh

SE{by)

(h=12,......... H) 3.7)

dimana by = koefisien regresi hasil estimasi untuk variabel ke h, B
n = paramneter koelisien regresi populasi {fio) untuk variabel ke h, biasanya
dianggap nel. Nilai ini menunjukkan hipotesis nol bagi fy. SE(by) = standar
error koefisien by, Namun karena by apakah sama dengan nol (Ho : B = 0},

maka nilai Bh dalam persamaan baras diganti dongan nol, sehingga formula

Uji t menjadi -

= by (=12 00 err. H)
SE(by)

@3

Dalam uji {, hipoiesis yang digunakan adalah ¢
Ho : Bi = 0, Tidak ada pepgaruh variabel bebas secara individu terhadap
variabel terikat.

HI : Bt £, Ada pengarub variabel bebas secara individu terhaday vartabel
terikat.

Pada dasarnya hipotesis nol menunjukksn nilai-nilal dalam range,
namun Kita hanya memperhatikan nilar di dalam hipolesis nol yang paling
dekat dengan batas antara daerah penerimaan dengan daerah penolakan. Untuk
mepentukan apakah menolak atav tidek rmenclak sebuab hipotesss nol

berdasarkan perhitungan nilat t, digunakan nilal katis ¢ Nilat knts ¢ adalah
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nilai yang membedakan dasrah penerimaasn dari daerab pesolakan, Nila kritis
t{ t, ) dipilih dagt Tabel Disictbusi Normal T, Nilai keitis 1 tergantung dari arah
uji, tingkat kepergayvaan, dan derajat kebebasan yaita jumlah peagamatan
dikurangi jumiazh koefisicn {Sarwoko, 2005},

Bila ternyata, setelaly dihitung | €| > t wn, maka nilai ( berada dalam
dacrah penolakan, sehingga hipotesis nol ditolak pada tingkat kepercayaan (1-
a) X 100% {Nachrowi, Nachrowi D., Usmag, Hardius, 2006). Dalam hal ind
dikatakan bahwa Bh secara statistik signifikan.

3.6.2, Verifikast Model

Pengujian model {uji ekonometrika} meliputi uji penyimpangan klasik,
Ui ini dilakukan watuk menurmjukkan serangkaian asumnsi-asumsi dasar yang
dibutuhkan untuk menjaga agar OLS dapat menghasitkan estimalor yang
paling baik pada model-model regresi. Berdasatkan (con Gangs-Markov
dinyatakan bahwa hasil estimasi dengan metode OLS bersifat linear terbaik
yang tidak bias {Best Linear Unbiased Estimator/ BLUE}. Uit ini lerdict dars
dari uji koefisien determinasi (Gooduess of Figy, uji multikolinierilas, uji
otokorelast, dan u)i heleroskedastisitas (Nachrowi, Nachrowl 1, Usman,
Hardius, 20063,

1. Ujt Keefisien Determinasi (Goodness of Fif)

Koefisien determinasi (Goodress of Fit), yang dinotasikan dengan R?
merupakan suatu  uKuran yang penting dalam regresi, karena dapal
menginformasikan baik atu tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau
dengan kata lain, angka terscbut dapat mengukur seberapa dekatkah garis
regresi yang lersetimasi dengan data  scsungpuhnya.  Nilal koefisien
determinasi (R ini raencerminkan seberapa besar variasi dar variabel terikal
Y dapat diterangkan oleh variabel X, Bila nilal koefisien determinast sama
dengan nol (R* = (), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X
sama sekali, Sementara bila R* = 1, artinya variasi dari Y secara keselurahan
dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R® = 1, maka semua titik

pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik buruknya

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP Ul, 2009  Isiversiiag intonesia



68

suatu persamaan regresi ditentukan oleh R2-nya vang mempuonyai nilai antaca
not dan sate  (Nachrowi, Nachrowi [, Usman, Hardius, 2006).

Selain itu R® juga digunakan untuk meagukur besarnya proporsi
(persentase) total variasi dari variabel terikat (Y) yang diterangkan oleh model
regresi (variabel bebas). Alau dengan kats lain, R digunakan unick mengukur
besarnya sumbangan darl variabel bebas (X) terhadap vuria$ naik furunnys
vanabel terikat {Y). (Supranto, 1., 1983}

Salah satu masalah jika kita menggunakan ukuran R dalam menilai baik
buruknya suatu model adalab kita akan selals mendapatkao nilai yang terus
naik seiring dengan pepambahan variabel bebas ke dalam maodel. Bila kila
hanya berpatokun pada R? tentu kita akan selalu memutuskan bahwa model
yang terbaik adalab model denpan wvariabel bebas yang banyak. Padahal
kenyataannya tidak demikian, Terkadang salu vanabel bebas dalam model
regresi sederhana dapat menerangkan variabel terikat dengan lebib baik
dibandingkan beberapa variabel bebias dalam regresi majemuk. Oleh karena ifu
agar keputusan lebih tepat, terutama uniuk membandingkan regresi dengan
variabei terikat yang sama, maka digunakan R* yang disesuaikan atau dikenal
dengan Adjusted R® (Adj-R%) yang secara amum memberikun penalti atau
hakuman terhadap penambahan varishel bebas yang lidak mampu menambah

daya predikst suatu model (Nachrowi, Nachrowi ., Usman, Hardius, 20006).
, 7-1 (3.3
T . otg1n?
Adi R 1{1-R%} T+

Nilai Adj-R® tidak akan pernab melebibi nilai R® bahkan dapat trun jika
menambahkan variabel bebas yang tidak perlu dan juga untuk model yang

memiliki kecocokan (goodness of fit } yang rendah.

2. Liji Muliikolinieritas

Mullikolinieritas adalah keadaan dimana dwz atau lebih variabel bebas
berkorelasi tinggi. Multikolinieritas seipurna jarang lerjadi dan kalau ada,
mudah dihindari. Banyak keiadian dihadapt dalam  estimasi persamaan

ekonometrika adalah multikolinicritas tidak sempurna. Multikolinieritas tidak
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sempurna dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan fungsional yang

bersifat linter antara dua atau lebib variabel bebas yang begiiu kuat sehingga

secara signifikun berpengaruh terhadap koefisien-koefisicn hasil estimasi

(Sarwoko, 20035).

Deteksi ada lidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai R, F-
bitung serta  (-hitung, dimana identifikasi awal teradinys  kasus
multikolinieritas adalah jika nilai R, F-bilung cenderung tinggi sedangkan
milai t-hitung banyak yang tidak signifikan. Tapi menentukan batasan R? yang
dikatakea tinggi sering menimbulkan kerapuan. Sesungguhnya batasan ini
sangat subjekiif dan sangat tergantung pada substansi {{(Machrowi, Nachrowi
I3., Usman, Hardius, 2006).

Cara lain untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalab dengan
memperhatikan hasil prob ¢-sfadistic has regrest. Apabilz banyak koclisien
parameter penduga menonjukkan basil yang tidak signifikan, maka hal ini
mengindikasikan adanya muoltikolinieritas yaits : (Gujarati, 1995)

+  Melihat matrik koefisien korelasi antara masing-masing vanabel bebas.
Jika korelasi antara dua vanabel lebih besar dard 0,8 dan 4.9 maka
terdapat masalah multikolinieritas yang serius.

» Melihat nilal conditfion index-nya jika bernilai 1030 berart
multikolinieritas antara moderat dan tinggd atan nilal Varience Inflation
Factor {VIF} diatas 10 maka kolincaritas sangat tingpt sebagian
mendasarkan pada VIF < 5 nierupekan posisi yang aman atau ddak

terjadi multikolinieritas

Terdapat  beberaps  konsekuensi  sehubungan  dengan  terjadinya
multikolinieritas  tidak sempurnaz akan menimbulkan scbagai berikut
{Sarwoko, 2005)

3. Hasil-hasil estimasi telap lidak Dias. Apabila sebuah estimasi persamasn
mengandung pwdtikolinieritas, koefisien-koefisien estimasi regresi, by
akan tetap memusat di seputar [ padd populasi yang bepar apabila
semua asumsi klasik dipenuhi oleh suvats persamaan yang terspesifikasi
dengan benar.

b, Vanan dan standar ervor skan meningkat
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Nila: ¢ akan turun.

d.  Hasil-hasil cstimasi akan menjadi sangatl peka terhadp perubahan-
perubahan spesifikast.

c.  Kecocokan data dan estimasi variabel-variabel yang tidak berkolinieritas

tidak terpengaruh olch munculnya multikolinieritas.

(Oleh karena muliikolinieritas memiliki pengaruh yang kecil terhadap
kecocokan date secara keseluruhan dalam sebuah persamasn regresi, maka
multikolinieritas  juga akan memiliki pengaruh  vang  kecil  terhadap
penggunasn persamaan fu unmluk  keperluan prediksi  alau  peramalan,
sepanjang variabel independennya mempertabankan pola yang sama dengan
multikolinieriias dalam periode pecmialan yang mereka tupjukken dalam
sampel (Sarwoko, 2(033). Kadang-kadang kolinmieritas dalam ssatu model
merupakan hal vang sangat serius yang periu scgera dibenahi. Namun model
yang mengandung kolinieritas masily bermanfsat, jika model yaog lerestirmasi
hanya digunakan untuk membuat suatu ramalan {forecasi) saja, asalkan R®
masih cukup tinggi. Sebab untuk kepeduan meramal, vang penting adalah
menganalisis kesclurvhan model dan tidak ladividual parameter (Nachrowi,
Nachrowi D, Usman, Hardius, 2006}

3. Uji Otokorelasi

Otokorelasi adalah terdapatnya hubungan untara error satu observasi
dengan error pada observasi lain yang biasanya terjadi pada data tme series,
maks varians penduga menjadi lebih besar dari varians sesunggubnyz dap R?
akan lebih besar dari seharusnys sehingga t dan F tidak valid dan memberikan
kesimpulan yang salah tentang signifikansi dan estimasi koefisien regresi.
Dalam menduga parameter dalam model regresi dengan menggunakan OLS
diaswmsikan babwa error merupakan variabel random vang independen (tidak
berkorelasi) agar penduga bersifat BLUE. Afay secars matematis dituliskan -

(Nachrowi, Nachrowi ., Usman, Hardius, 2006}

covarign (ui, uj} =0 iwj {(3.10)
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Astinya tidak ada korelasi antara y;dan vy untuk {2 {E(u) =0, 12
i Hal i juga mengartikan perbedaan antar adlai pada variabel terikat Y dapat
berhubungan dengan miai pada variabel bebas x, tetapi unilar tersebut tidak
bechubungan dengan niiai-niléi dalarn varniabel yang sama, Dengan demuikian
dapal dikatakan bahwa otokorelasi terjadi jika observasi vang bertusul-turut
sepanjang waktu mempunyai korelasi anlara satu dengan yang lainaya.

Untuk mendetsksi ada atau tidsknya otokarelasi 1ot dapat dilakukan uji

Durbin Watson (DW), dan uji Lagrange Multiplier (LM).

1. Uji Durbis Watson
Uil ini dilakukan denganr membandingkan nilai DW statisiik yang
dibitung, dengan batas atas (Dy} dan batas bawah (D) dad tebel Durbin

Watson dengan memperhatikan jumiah observasi dan jumlah variabel bebas.
(ambar 3.2
Afuran membandingkan Uji Durbin-Watson

dengan Tabel Durbin-Watson

Tidek talw Tidak whu

Korelast pasitif Tidak ada korelasi Korelasi Negatif

4] di dis A-thu 44l 4

Sumber : Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius (2006)

Nifai-nilai dibawah ini dapal digmnakan sebaga: perabanding uji DW,
dengan aluran sebagai berikut @ {Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardias,
2006}

1. Bila DW < d, ; berarti ada korelasi yang positif atau kecenderungannya
p=1.

2. Bilady < DW <dy; kita tidak dapat mengarnbil kesiropulan apa-apa.

3. Biladg <DW «4—dy ; berarll tidak ada korclasi positif maupun negagf

4,  Bila4 -~ dy < DW <4 dy ; tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa
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5. Bila DW > 4 — dy. ; berarti ada korelast negatif,

Terayata walsupun uji DW sangal populer, namun ufi ini juga
mempuayai kelemahan, yaitu ketika nilai DW yang diperoleh terletak antara
batas bawah dan batas atas {d;, € DW < du} ateu ketika DW yvang diperoleh
antara nilai 4 - dy dan 4~ dy (Bila 4 — dy = DW < 4 — d, )}, sebab dengan nila
statistik DW terseing, tidak dapat diputuskan apakah residual berkorelasi atau
tidak (Nachrowi, Nachrowi ., Usman, Hardius, 2000)

2. Uji Lagrange Multiplier (LM}

Uil ini dikembangkan oleh Bressch-Guodfrey, sehingga dikenal juga
dengan sebutan The Breusch-Godfrey (BG) Tesl. Pada program pengolahan
dala program Eviews maka uji olokorelasi dengan menggunakan Breusch-
Godfrey serial correlation LM fest dengan membandingkan silai obs*R-
squared dengan R dengan hipotesis sebagai berikut : (Nachrowi, Nachrowi
D., Usmasg, Hardius, 2006}

Ho = ada otokorelasi

Hi = tdak ada olakarslasi

Jika hasil obs*R-squared > R¥ tabel, maka Ho ditolak, dan berarti tidak
ada masalah otokorclasi. Demikian pula sebaliknya, bifa obs*R-squared < R’
tabel, maka Ho diterima berartt lerdapat masalah otokorelasi. Selanjutaya
apabila probabilitas lebih besar dari «, maka Ho ditolak, berarti tidak ada
masalal otokorelasi, dan apabila probabilitas lebify kecil dari a, maka terjadi

otokorslast.

4. Uji Heteroskedastisitas

Salal satu asumsi yang harus dipenubi agar taksiran parameter dalam
model (egresi bersifal BLUE, maka var (w) harus sama dengan o” (konstan),
alau dengan kata lain, semuva residual atav error mempunyai varian yang sama.
Kondisi seperti itv discbut homoskedastis. Sedangkan bila varian tidak

konstan atau berubah-ubah  disebut demgan  heteroskedastis {Nachrowi,
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Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006). Terjadinya heteroskedastisitas dapat
mengakibatkan uji t dan uji F tidak berguna.

Puda program pengolahan dats program Eviews, pengujian adanya
heteroskedastisitas  dilakukan  desgan  menggunakan up White
Heteroscedasticity Test (no cross term) pada consistent standard error  dan
covariance. Hal yvang perlu diperhatikan dari hasil uji ini adaiab pilai obs*R-
siuared, dan probabilitanya dengan hipotesis sebagai berikut -

Ho = ads Heteroskedastisitas

1 = tidak ada Heteroskedastisitas

Jika hasil probabilita hasil obs*R-squared » « (5%) maka, maka Ho
ditolak, berarti tidak ada masalab heteroskedastisitas, demikiap  pula
sebaliknya bila probabilita obs*R-squared < ¢, maka Ho diterima berarii tidak

masalah heteroskedasiisitas (Nachrowd, Nachrowi I3, Usnan, Hacdios, 2006).

Keterbatasan Peaclitian

Keterbarasan penelitian terkait dengan kelengkapan data penelitian yang
bersifar thne series vang meliputl tahun 1968 s.d 2007, Perlama, peaclitian ini
tidak memfokuskan investast asing langsung pada masing-masing sektor. Data
investasi yang digunakan adalah jumlah persetujuan rencana investasi yang
dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kedua, fakior-fakior yang mempengaruhi masuknya investasi asing
langsong dibatasi hanyz kebijakan pajak, ukuran pasar (marke: size),
infrastivkiur, dan tenaga kerja, sedangkan {aktor-faktor Tainnya seperll politik,
beban hutang, inflasi, dan lain-latn dianggap tetap {cateris paribus).

Ketiga, data mfrasirukiur yang dijadikan proksi adalah panjang jalan
sedangkan unfuk tenags kerja menggunakan data angkatan kena. Hal ini
dilularbelakang: Dahwa data panjang jalan dan data jumish angkatan kerja
yang paling memenuhi untuk peaelitian time serfes yang meliputi tahun 1968
s.d 2007, Peneliti sebelumnya memperiimbangkan data vpah lenuga kerja,
namun ternyata data tersebut bersifat regional, dan kurang lengkap untuk data

e series.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Perkembangan Foreign Direct Invesiment {FD1} di Indouesia

Pada tahue 1967 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang
Nomor 1 Tabun 1967 tanggal 10 Januari 1967 tentang Penanaman Modal
Asing untuk menarik penangman modal esing ke Indonesia. Undang-undang
ini merupakan peraturan untuk peoanaman modal langsung oleh investor asing,
narnun tdak lermasuk sekior minyak dan gas, perbankan, asuransi dan leasing.

Melalui UU PMA ini pemerintah memberdkan jaminan kepastian
hukum daa kepastian berusaha, schingga dapat meyakinkan para investor
testang nasib modal yang aksn dilanamkannyas di Indonesia, Pemerintah
mengembalikan perusahaan asing yang semula diambil alih oleh pemerintah
kepada para pemibiknya. Pemerintah menjamin tidak akan menasiotalisasi,
soencabut hak mibk sccara menyelumb atas perusabaan modal asing, atau
melakukan lindakan-tindakan yang mengursngi hak menguasar danfatan
mengurus perusahaan vang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang
dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian,  Jika
dilekukan  nasionalisasi,  smaka = pemerintah  wajib  memberikan
kompengasi/ganti rugt yang jummlah, macam, dan cara pembayarsaaya disetujui
oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hokum yang beriaku dan bila
perlu menggunakan prinsip-prinsip arbitrase. Perusahaan penanaman modal
asing diberi izin melakukan kegistan dalam jangka walkiw tidak melebihi tiga
pulubh tahun, tetapi perusahaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan
dalamn waktu dua tshun sebelum masa izin tersebut berakhir. Perusahaan
modal asing dapal melakukan usahanya secara langsung atau dalam bentuk
usalia patungan dengan peéserta nasional. Semua bidang dinvatakan terbuks
untuk penapaman modal asing deagan beberpa pengecualian, yaitu bidang-
bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak difarang diusahakan secara
penuh, sedang unluk bidang vang penting untuk pertahanan negara dilareng
bagi modal asing. Bidang-bidang yang diprioritaskan bagi pesanaman maodal

adalah bidang yang meningkatkan produksi ckspor, menghemat devisa impor
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melalul produksi substitusi impor, atau bidang yang memberikan lapangan
kerja dan membawa teknologi dan penemuan proses produksi yang baru.

Palam Pasal 1 Undang-undang Nemor 1 Tahuo 1967 tanggal 10
Januari 1967 lentang Penanaman Modal Asing discbutkan pengertian
Penanaman Modal Asing sebagal berikut

Pengertian peoanaman medal asing di dalam Undang-Undang ini
hanyalah meliputi penanaman modal asing secara logsung vang dilakukan
menurut atau berdasarkan Retenmwan-ketenivan Undang-Undang ini dan yang
digunakan uniuk menjalankan perusabaan dif ingonesia, dalam arti bahwa
pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal
tersebut.

Sedangkan dalawm pasal 2 UU PMA 1967 disebutkan pengertiap modal
asing adalah :

1. Alat pembayaran luar peges yang tidak merupakap bagian  dan
kekayaan devisa Indooesia, vang dengan persetujuan  Pemerintah
digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indouesia

2. Alat-alat untek perusahaan, fermasuk penemuan-penemuan baru milik
orang asing dan buhan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam
wilayah Indonesia, selama alat-alat (ezsebut tidak dibjayai dari kekayaan
devisa Indonesiua

3. Bagian dari_hasil perusshaan yang berdasarkan Undang-Undang ini
diperkenankan  ditransfer, telapi  dipergunakan  ooluk  membiayai

perusahan di Indonesia.

Setelah kurang icbih 40 (empat pulub) tahun Indonesia mermberlakukan
Undang-undang Nomor 1 Tabun 1967 yang diubah dap disempumakan
dengan Undang-undang Nosnor 11 Tahua 1970 tenteng Permanaman Modal
Asing (UU PMA) dan Undang-undang Nomor 6 Tabun 1968 yang telah
digbah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970
tentang Penanaman Modal Dalam Negen (UUPMDN), Pemerintah kembali
mengeluarkan kebijakan pokok pengaturan penanaman modal di Indonesta
melalol Undang-undang Nomor 25 Tabun 2007 tanggal 26 April 2007
{UUPM). UUPM lai merupakan peoggabungan pengatucan penanaman modal
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yang sebelumnya diatur dalam peraturan perundang-uadangan yang terpisah
anlara pengnaman modal dalam pegeri dan penanaman modal asing. UUPM
i mengatur hal-hal yang dinilai penting dalam kaitannya dengan penanaman
modal, yaitu periakukan yang sama dan tidak diskriminasi icrhadap sesama
penanam, modal, bidang usaha, nasionalisasi, penyelesaian sengketa termasuk
sejumlah fasilitas penanaman modal.

Dalam Pasal 3 ayat (2) UUPM telsh ditentukan sejumlah harapan
sebagai (ujuan penyelengparaan penananan modal, disstaranya @ a)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, b) Menciptakan lapangan kerja,
¢} Meningkatkan pombangunan ckonomi berkelasjutan, d) meningkatken
kemampuan daya saing dunia vsaha nasionul, ¢) Meningkatkan daya kapasitas
dan kemampuan teknologi nasional, f) Mendorong pengembanpan ckonomi
kerakyatan, g) Mengelols ckonorl polensial menijadi kekuatan ckonomi el
dengan menggunakarn dana yang berasal baik dari dalam ncgeri mavpun dar
luar negert, dan h) Meningkatkan kesejahfcraan masyarakal. Yang juga turul
menjadi perhatian dari pembual UUPM adalah terdapat pengaturan mengenai
pengesahan dan perizinan yang df dalamaya terdapat sistem pelayanan rerpadu
suln pintu (one door service system). Dengan sistem ini dibarapkan babwa
pelavanan baik di pusat maupun di dacrah dapat meaciptakan penyederhanaan
perizinan dan percepatan  penyclesaiznnya, Upavz et ditujukan  untuk
memotong brekrasl yang selama ini dirasakan erupakan penghambat.

Berdasarkan data dari Badan Koeordisasi Penanaman Modal (BKPM}
berupa Dala Pevkembangan Persetujuan Rencana Iavestasi 1967/1968 ¢.d 31
Besember 2007, diluar investasi sekior minyak & Gas Bumi, Perbankan,
Lembaga Kevangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan
dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karyas Pengusshaao Pertambangan
Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluvarkan olch instansi tekois/selloral
imzestast portofolio {pasar modal) dan investasi rumah langga, sebagaimana
terhihat dalam grafik 4.1, diketzhui bahwa pada sast kran investasi asing
dibuka i:zi:}:;r di tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1
tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 11 tabun 1970 jumlalt investasi yang
masuk relafif tdak meningkat sampai dengan tahup 1981, Di tahun 1967

terdapal rencana investasi asing lsngsung sebesar USS ribu 210,6. Sanpa
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tabun 1973, rata-raia rencana invesiasi asing langsung yang masuk adalah
USS ribu 226,35, Sclanjutnya di tahun 1974 meningkat menjadi USE ribu
565.6, dan di tahun 1975 meningkat dua kali lipat menjadi US$ ribu 1.133,9.
Pada tabun 1976 sd 1979, rencana invesiasi kembali ke angka rale-rata
US§E ribu 2281, Investasi asing langsung mulal menanjak kembali di iahun
1982 sebesar US$ 2.436,1 dan keonudian menurup kemball di sckitar tahun
1985 dan 1986, namun terus meningkat hiogga 4i tahup 19935 yaitu sebesar
USS 39.657,5 (juta). Setelah itu angka rencans investasi terus berfluktuatif dan
cenderung menurun hingga mengalami penurunan fajsm di tahun 1998 yaitu
hanya USSE 136358 (uia), dan kembali berfluktualil hingge tabun 2004
Sejak tabun 2005 angka ini mepingkat teros bingga di lahun 2008 ferdapat

renCana investasi asing langsung sebesar USS 40.145.8 {jein}.

Grafik 4.1
Perkembangan Persefujuan Rencang PMA (dalam USS$ juta}
Periode 1967/1968 s.d 31 Desember 2007
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Sumber 1 Badan Kordinasi Penanamas Modal {BKPM), Golah kemball

Bilg dilihat daat jumilah proyek yang dilakukan vang melipuli proyek
baru dap proyek alih status, schagaimana terlihat pada grafik 4.2 terhhat
bahwa di tahua 1967 terdapat rencana investast asing langsung sebanyak 13
proyek. Angka ini terus meningkat hingga di tahun 1970 terdapat reacana
proyek sebanysk 87 proyek. Kemudian rencana proyek investasi asing

langsung kembali menurun (erus Binges mhun 19835, walaupun di tahun 1582
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agak membaik yaily terdapat rencana sebanyak 82 proyek. Jumlah rencana
proyek kembali meningkat di tahun 1986 hingga tahun 1990, Di tahun 1996
jumlah rencana proyek investasi asing langsung meningkal fajam sebanyak
970, dan walaupun sempat menurun di tahun 1997 den shun 2004, namun
jumiahnya relatif terus meningkat hinpga di tahun 2007 terdapalt rencana

proyek inveslasi sebanyak 1.976 proyek.

Grafik 4.2
Perkembangan Persetujuan Rencana Proyek PMA
Periode 1967/1968 s.d 31 Descmber 2007
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Sumber : Badan Kordinasi Penanaman Modal {BKPM), diolah kembalt

Grafik 4.3
Nilai Investasi Per Negara (dalam USS juta)
Periode 1 Januari 15990 s.d 31 Desember 2087
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Grafik 4.4
Nilai Investasi 6 Negara Terbesar Yang Berasal Dari Asia

{dalam USS ribu) Periode | Januari 1990 5.4 31 Desember 2007
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Sumber ; Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), diolah keobali

Berdasurkan data BKPM berupa realisast invesiasi monurat negara
untuk pedode 1 Januari 1990 sampai dengan 31 Descmber 2007, schagaunana
terlihat dalam prafik 4.3 dan 4.4, terlibut babwa nepara-negars yang berasal
dari Asia menempati urotan periama deagan jumiah realisasi investast sebesar
USSH 4525993599, Realisasi fnvestasi yang terbesar adalah berasal dart
negara Jepang dengan jumlah sebesar USS ribu 19.541.493,47, ditkuti dengan
Singapura sebesar USS ribu 11.563.538,53. Banyak perusahaan Jepang,
khususnya yang bergerak pada bidang elekironika dan induswri otomotil
memindahkan usahanya ke Indonesia dan negara-negara Asia Tengpara
lainnya dalam usahanya entuk meliberslisasikan pasar Aoansial lepang dan
jugs untuk mencari biaya produksi yang muesh. Korea, Taiwan, Hongkong,
dan Singapura kernudian mesuk ke Indonesia, Khususnya pada industr
pakaian jadi yang membutuhkan banyak tenaga kerja (fabor intensive).

Dilihat dari jenis seklor usahanya (Tabel 4.1} diketahui bahwa nilai
rencana investasl asing langsung vang terbesar adalab sckior indastri kina
dasar, barang kimia, dan farmasi dengan nilal sebesar USS ribu 133613127
dengan jumiah Izin Usaba Tetap (IUT) scbanvak 566 WUT. Kemudian ditkun

dengan sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elekironika
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dengan nilai sebesar USSH ribu 12.999.398,4 dengan 1UT sebanyak 1.141 dan
Pengangkutan, Gudang, dan Komunikasi dengan nilal investasi sebesar
LS5 ribu 12.942.322,1 dan jumlah [UT scbanyak 338.

Tabel 4.1
Realisasi Investasi PMA Menurut Sckior
L Januari 1990 s.d 31 Desember 2007

Wy 10 O g PR AKES o ; y
1) Industrl Kimig Dasar, Barang Kimia & Parmast 566 183613127
21 indusiri Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & Elektronika 1.3141 12999 308 4
31 Pengangkutan, Gudang & Komunikasi 338 12,942,322 1
4! Industy Barang Karet & Barang Plastik 373 61581210
51 Tndustri Makanan : 473 5.796.196.9
&1 Industri Kenas, Barang Dan Kenas & Percetakan 131 45080335 ¢
71 ndusii Alat Angkutan & Transport Lainnys 333 4480006 4

8} Elcktrik, Gas dan Air 28 41152883

4} Konslruksi 235 3.507.790,2

10] Indusie Tekssit 650 3037490

11] Hotel dan Resturan 201 3.318.354.0

12| Perdagangan & Reparasi L.474 2880055 4

13| Real Estate, Kawasan Indusiri & Perkanioran 101 25219945

14| Tanaman Pangan & Perkebunan 117 1,634,189 1

13| Industri Min, Non Logam 128 1.25G.155,1

16{ Industri Lainnya 318 1.032.708,7

171 Pertambangan 163 1O23.947.3

187 Industri Kayy 194 966.123,6

191 Industri Kolit & bavang dari Kulit & Sepatu 180 9n0.336,1

207 Peteraakan 48 256.765.8

21] Pesikanany " PPN e S % g 68 19614

221 Kehuiapun & 1693421

231 Industri Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & Jam a0 120965 9

241 Jasa Lainnya 340 4000.296 0

TOTAL 8.244 94,024,332 6

Surnber - Badar Koordinasi Penanaman Madal
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4.2, Gambaran Singkat Perkembangan Kebijakan Pajak Terhadap

Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia

4.2.1. Pemberian Insentif Pajak
. Tahun 1967 5.d 1983
Pada tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Nomor | tahun 1987 (UU

PMA 1967) yang pads dasarnya merupakan pengaluran unfuk menanik

penanaman modal asing dengan dibertkannya berbagat faseitas ataw insenuf.

Pasal 15 yang mengatur mengenal kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan

pungutan-pungutan lain, secara ringkas mencakup (Brotodiharjo, 1998) :

1. Pembebasan dari Bea Materai Modal atas modal vang disetorkan di dalam
PT yang didirikan di dalam rangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967,

2. Pembebasan atau Kkeringapan dari Bes Masuk dan Pembebasan Pajak
Penjualan atas barang-barang impor yang meliputi barang-barang atau
mesin-mesin unuk melengkapi pabrik-pabrik yang didirikas di Indonesia
serta yang berupa alatalat kerja, atau pesawst-pesawal yang dipedukan
untuk menjalankan perusahaan Penanaman Modal asing 1tu.

3. Pembebasan Bea Ballk Nama ualas akia-akia pendaftaran kapsl yang
dilakukan untuk pertama kalinya di Indonesia (yang dilakukan dalam masa
dua tahun sctelall saat mulalnnya perusahasn itu berproduksi) dengan
memperhatikan jenis-jenis usahanya, Pembebasan Bea Balik Nama atas
kapal ini ditujukan kepada perusabaan-perusahaan Penanaman Modal
Asing yang menyelenggarakan pengangkutan orang maupun barang, tetap
juga ditujukan kepada badan-badan Penanaman Modal Asing yang
membell kapal-kapal dengan maksud untuk mengangkut crude oil atan
wminyak mentah yang diperoleh dari pepgeboran-pengeboran  yang
dilekukan off shore,

4, lpsentif yang diberikan melalul Pajak Perseroan (dalam bentuk Tay Holiday
dan kelonggaran jain-lainnys) :

a. Tax Holiday ini diberikan kepada badan-badan baru {yang menznam
modalnya dibidang produksi yang mendapat prioritas dari pemerintah)
oleh Menteri Kepangan yang mempunyal wewenang untuk membern:
pembebasan Pajak Perseroan untuk jawgka waktu dua tahun terhitung

dati saat perusahaan it mulai berproduksi. Jangka wakiu dua tabun 1w
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oleh menteri Keuangan dapal diperpanjang dalam hal dipenuhi syarat-

syarat tamnbahan sebugal benkut

1. Apabila penanaman modal tersebut dapat menambah dan menghemat
devisa negara sccara berarti, maka diberikan masa bebas pujak
tambuhan satu tabur;

2. Apabila penanaman modal tersebut dilakukan di lear Jawa, maka
diberikan tambaban masa bebas pajak satu tahun fagt;

3. Apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal yang sangat
besar karena keperluan membangun prasarana dan/atau menghadapi
resiko-resiko yang iebib besar dari yang sewajarnya, maka diberikan
tarnbahan masd bebas pajak sata tahun lagi;

4, Dalam hal-ha! yvang oleh pemerintah diprioniaskan secara khusus,
maka diberikan juga tambaban masa bebas pajak sate 1abun lagi:
sehingea dengan demikian masa bebas pajak  maksumal dapat

diberikan sampai enam tahun.

b. Insentif [ainnya yang dimuat dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925

1. Kempensasi kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
Ordonanst Pajak Perseroan 1925; ini berarti bahwa kerugian yaog
diderita dalam salal sate (shun seielab masa bebas pajak dapal
dikampensasikan dengan kKeuntuagan-keuntungan yasg diperoleh
dalam 4 tahun berikuinya.

2. Kompensasi kerugian yang diderila seluma 6 {shun periema sejak
pendirian {seperti diatur dalam pasal 7 ayal (2} Ordonansi Pajak
Perseroan 1925} vang lazimnya disebut  imidial  loss, dapat
dikempensasikan dengan keuniungan fashun-tabun berikulnya tanpa
ada batas.

3. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengadakan accelerated
deprecintion {penyusutan dipercepal). Hal ini diatur lebil jaub di
dalam  pasal 9 Kepulusan Penghapusan (KMK  Nomtor Kep-
630/MEK/I/1970). lnsentif ini diberikan dengan maksud agar dalam
waktu yang relatif singkat vang yang dipergunakan untuk membeli

resin dapal terkumpul {api. Jadi, apabila ada mesin yaag biasanvya
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dihapuskan dalam jangka wakiu 10 wehun, maka (jika kesempatan
berupa acceleraied depreciation ini dipergunukan) mesin tersebul
dapat dihapuskan dalam jangka waktu 4 tahun,

4. Selanjutnya dapet pula diberikan ivestmen: allowance {perangsang
penanaman modaly. levestment allowance ini baru dimungkiskan dan
digisipkan dalam pasal 4b yang mesuk dalam ordonansi melalui
Undang-undang Nomor 8  Tahun 1970k Unluk  merangsang
penanaman modal bary, bilamana dalam satu tahun  dilakukan
penanaman modal baru dari laba yang diperoleh dalam fahun yang
lala {datam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing daa Undang-undang Nomor 6
Tahun 1968 lentang Peranaman Modal Dalam Negen} maka dart
jumiah laba vang diperoleh dalam 4 tahun berikutnys {sebelum
dikenakan Pajak Perseroan) dipotongkan secara langsung imvesiment
attowance sejumlah 209 dari jumlah pengeluaran yang nyata-nyata
tefah dilakukan mntuk penanaman itu. Pemotongan e dapat dibagi
rata dalam 4 tahun berturut-turut (yang berarli setiap tohun dapat
dikuzangkan tambahan jumlah 5%). Apabila penanaman modal modal
iln dilskukan dalam masa Tax Holiday, maka pcmotongan investunent
allowance it baru dapat mulai berlaku untuk tahun-tahun sesudah
masa Tux Holiday berakhir., Dengan diberikannya perangsang iy,
maka badan yang bersangkutan dalam wakiu singkat memperoleh
kembali sebagan dan modal yang ditanamnya.

3. Inscntif melalul Pembebasan Pajak Dividen {UU PBDR 1970) vang
diberikan selama dua tahun (terhitung dari saut mulad berproduksi)
atas bagian laba atay dividenyang dibayarkan kepada para pemegang
szhar sebagai bagian keuntungan (sejatul dividen tersebut di negara

asal st penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan)
Selanjuinya UU PMA 1967 discmpumakan dengan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 1970 (VU PMA 1970), dengan beberapa perubshan dan

tambahan yaitu
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Perusahaan — perusahaan oiodal asing yang bergerak dibidang-bidang
asaha tormiaksud dalam pasal 3 diberikan  kelonpgarankelonggaran
perpajakan scbagal berikut

a. Bea Meleral Modal

Pembebasan Bea Materal modal atas penempatan modal yang berasal

dari penanaman modal asing;

b. Bea Masuk dan Pajak Penjualan

Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak

penjualan (impor) pada wakiu pernasvukan barang-barang perlengkapan

tetap ke dalam wilayah Indonesia seperli mesin-mesin, alat-alal kerja
atau pesawat-pesawal yvang diperlukan entuk menjalankan perusahaan
iy,

¢. Bea Balik Nana

Pembebasan Bea Balik Nama atas skta pendaftaran kapal uniuk

pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai

dengan 2 {(dua) tahun sctelah saat mulai berproduksi sata dan lain
dengan memperhatikan jenis usahanya,
d. Pajak Persercan

a. Kompensasi kerugiaon seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (1)
Ordonanst Pajak Perscroan 1925;

b. Konipensasi kerugian yvang diderita selama & (enam) tahun periama
sejak pendirian seperti yang diatus dalam pasal 7 ayat (2 Ordonansi
Pajak Perseroan 1925;

¢. Penghapusan dipercepat seperii yang diatur {ebih jagh sesual dengan
pasal 4 {4) Ordonansi Pajak Perseroan 1925,

d. Perangsang penanaman seperti yang  diatur dalam  pasal 4b
Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

&, Pajak Dividen
a. Pembebasun pajak dividen selama 2 (duz) tahun terhitung dard

saat mulai berproduksi atas bagian luba yang dibayarkas kepada
para pemegang saham, sejauh dividen tersebul di negara si

penerima tidak dikenakan pajak atas laba atan pendapatan
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b. Jangka wakiu 2 (lua) tahun tersebul dapai diperpejang dengan

tamibahan masa bebus pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal
16 ayat (2).

2. Pasal 16 diubab selurubnya sehingga berbanyi sebagai berkut ¢

0

(2)

Kepada badan-badan bary, yang mesanam modalnya dibidang

produksi yvang mondapal prioritas dart Pemerintah, Meanteri

Keuvangan berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan

uniuk jangka waktu 2 {dus) shun {masa bebas pajak) terhitung

dari saat perusahaan tersebut pwlat berproduksi,

Menteri Keuangan dapat memperpanjang ngka wakiu masa bebas

pajak termaksud pads wyat (1) pasal ini dalam hal dipemuhi

ketentuan-ketetuan sebagai berikut

@.

Apabila peranaman modal tersebut dapat menambah dan
menghemat devisa negara seeara berartl, diberikan tambahan
masa bebas pajak 1 (satu) tahun;

Apabila penanaman modal lersebut dilakuakn diluar Jawa,
diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tabun;

Apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal yang
besar karena keperduan membangun pragarana dan/atau
menghadapi ristko vang lebib besar darl vang sewajarnya,
diberikan tambalian masa bebas pajak 1 (satu) tahun;

Dalam hal-hal vang olch Pemerintah diprioritaskan sccara

khusus diberikan masa bebas pajak 1 (safu) khun

Selain diberikan lambahan kelonggaran-kelonggaran lain kepada suatu

perusahan modal asing yang sangat diperfukan bag pertumbuban

ekonom.

Keringanan-keringanan [lainnya disamping insentif-insentif tersebut

diatas masih diberikan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal ¢ Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1968 tanggal 3 Juli 1968, yakni bahwa modal

yang ditanam dalam usaha-usaha rehabilitasi, pcmbaharuan, perluasan,
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daii pembangunan baru di bidang pertanian, perkebunan, kchutanan,
perikanan  petetnakan,  pertambangan, perindustrian, pengangkutan,
perumahan rakyat, kepariwisataan, prasarana, dan usaha-usaha produktif
lainnya menurut ketentuan pemerintah, oleh insianst pajak tidak akan
diusut asal-usulnya dan tidak dikesakan pajak {yang dalam Keputusan

Mentert Keuangan discbut “pemutiban pajak™)

2. Tahuon 1984 - 1390
Pada saat terjadi reformasi perpajukan di tahun 1983, sebagammana

ketentuan mengenai Pajak Penghasilon yang diatur dalam Updang-Undung

Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 fentang Pajak Penghasilan

(UU PPh 1983} yang berleku sejak 1 Januari 1984, seluruh ketentuan yang

berkaitan dengan fasilitas perpajakan berupa pembebasan pajak (fax hafiday)

dihapuskan. Babkan dalam Undang-Undang ini tidak ada satu pasal pun yang
mengatur mengenal fasiltas/insentif pajek yang diberikan kepada Wajib Pajak
yang melakukan penanaman modal di bidang yang diprioritaskan ualuk
pembangunan ckonomi.

Berbagai tnsenlif pajak vang dihapuskan, antara lain : {Soemitro, 1993)

a.  Insentil yang diberikan kepada koperast dengan pembebasan laba
koperasi dalam jangka waktu sepulah talun setelah saal peodiriannya
dan kemudian selelah ilu koperasi dikenakan dengan lanf yang
diturunkan

b.  lnsentf yang diberikan kepada para penanam modal asing dan

penanaman modal dalam negeri, yang berupa fax Aoliday dan keringanan

pajak lain seperl accelerated depreciation {penyusutan yang dipercepat),

investment allowance, kompensasi initial lossfkenugian yang diderita
dalam masa bebas pajak dalam jangka waktu ysng tak terbatas,
pembcebasan smaterai modal ates penyetoran dalam PT, pembebasan Bea
Masuk dan pembebasan Pajak Penjsalan atas barang tmpor yang berupa
barang modal, pembebasan Beaa Balik Nama atas akta pendafiaran kapal
yang digunakan untuk periama kalinya di Indonesia, pembebasan Pajak

Dividen atas dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham
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selama dua tahun terhitung dan saat perusahaan mulal berproduksi dan
sebagainya,

Insentif yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakan jasa
akunian publik '

Insenuf yang diberikan kepada perseroan terbatas yang “ga prblic” yang
menjual ssham-sahamnya melalui pasar modal

Insentif yang diberikan kepada para pembeli saham yang membel
saham-sahain perusabaan yang “go public” melalui pasar modal

insentil yang diberikan kepada para penabung dalam Tabanas, Taska,
dan Deposito Berjangka, bemupa pambebasan pajak atas bunga yang
diterirnanya dari tabungan tersebut sampai batas terteatn. (Hul ini telah
diatur lebil lanjut dengan PP Momor 37 Tahun 1983 jo Keppres Nomeor
68 Tahun 1983)

Pengganti insentif pajak Tux Hoeliday, yang teluh dihapuskan, adalah ¢

1.

S {lima} fabun kompensusi kerugian (forward losses) yang berlako untok

investor dalam dan luar negerl. Unwk Indonesia Bagian Timur (IBT)

{asilitas kompensasi kerugian Int jangka waktunya panjang yaitu 8 tahun,

Fasilitas penyusutan dipercepat (accelerated depreciation). Sebelum Tax
Reform 1983, uniuk bangonan yang jangka waktu penyusutannya
berkisar anlara 20-30 tahun wajib pajak dapal memilib penyusuian
antara 20-30 tahun, Dengan sendirinya Wajlb Pajak memilih wakiu
lerpendek, yaitu 20 1ahun. Scielah Refornmasi Perjakan Tahug 1983, ada
kepastian bahwa untuk penyusutan bangunan diteniukan 20 tabun.
Denyikian hainya dengan nilei bangunan, penyusoian it babkan ada
yvang mencapai 509 dari nilal buke, sehingga dengan begitu tentunya
beban biaya akan lebih besar, dan Iaba mengecil, Dengan laba mengec],
pajak yang dibayarpun akan lebih kecil. Sedangkan penyussian lain-laks
diluar bangunan ditenfukan dengan persentase tefap dari nilai buke
dengan tarif yang berbeda tergantung dari jenisnya.

Wajib Pajak juga diperkesankan melakakan penghitungan dangan
menggunakan kurs mata vang Dollar Amerika, schingga memberikan

kemudahan sekaligus membesikan keunlungan bugi investor. Dengan
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menggunskan kurs yang ditentukan sctizp tiga bulan sekali oleh Menter
Keuangan menurut kurs tengah Bl, seria diperhitungkan dengan Rupiah
yvang selalu mengalami devaluasi, maka dani sisi pembiayaan operasional
akan diperoleh angka akhbir yang lebil besar bila dibandingkan apabila

menggunakan kurs langgal ansaksi,

3. Tahun 1991 5.d 2000

Pada tabun 1991 dilakukan beberapa perebalian lerhadap UU PPh 19%3,
karena dengan semakin berkembangnys transaksi ekonomi ternyata banyak
aturan-aluran yang berkaitan deagan pajak belum teriampung dalam UU PPh
1983, Pada tabun 1994 pomberian insentif ditentukan kasus demni kasus.
Twjuan utamanya adalah untuk meningkatkan kondisi perckonomian di
wilayah timur Indonesia. Dengan dikeluarkannyz UU Nomor 10 Tahun 1994
tanggal & November 1994 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1994), ferjadi
perubahan yang mendasar. Beberapa persbaban terscbut antara lain adalah
adanya ketentuan yang mengatur mengenai peaurunan lapisan penghasilan
kena pajak dan larif pajak, dan pemberian fasilias perpajakan. Secara prinsip,
ketemtuan mengenai fasililas perpajakan int terluang dalam pasal 314 Undang-
undang Nomor 7 ahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaitmana telah
diubah tferakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tabun 1994 yang
berbunyi ¢

Pasal 31 A

Kepada Wujib Pajak yang melakokan penanaman modal <1 bidang-
bidang usaha tertentys dan/atau di dacrah-daerah tertentu dapat diberikan

fasilitas perpajakan yang diatur dengan Feraturan Pemerintah.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa :

Salah satu prissip vang perle dipegang tegub di dalam Undang-Undang
Perpaiakan adalah diberlakukan dan diterapkan perlakuan yang sama terhadap
semua Wajb Pajak atau terhadap kasus-kusus dalam bidang perpajakan yang
hakekatnya sama, dengan berpegang pada kelentuan pesundang-undangan
yang berlaku. Karena ity setiap kemudshan dalam bidang perpajakan jika

benar-benar diperlukan harus mengaco pada kaedah di atas dan perlu dijaga
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agar di dalam peserspannya lidek menyimpang dard maksud dan tujuan
diberikannys kemudahan tersebul.

Tujuan das maksud diberikaanya kemudahan pada hakekatnya ferutama
untuk Derhasilnya sekior-sekior kegiatan ckonomis yang Berprioritas tinggl
dalam skala nasional, kKhususaya untuk menggalakkan ekspor. Selain it
kemudahan ini dapat pula diberikan untuk mendorong perkembangan daerah
terpencil sepertl yang banyak terdapat di kawasan timur Indonesia dalam
rangka pemerataan pembangunaa. Kemudahan yang diberikan terbatas dalam
hentuk ;

penyusuiss yang lebih dipercepat
b,  Kompsasasi kérugian yang lebih Jama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)

tahun
c.  Pengurangan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud

dalam pasal 26

Ketentuan ini dapat pula digunakan untuk menampung kemungkinan
perjanjian dengan negara alau negara-pegars lain dalam bidang perdagangan,
investasi, <an bidang lainnya. Dengan Peraturan Pemenntah Nomor 34 Tahun
1994 tanggal 16 November 1994 tentang Fasilitag Perpajakan Atas Penanaman
Maodal di Bidang-bidang Usaha Tertente dun/atau Di Dagrab-Daerab Terienty,
sebagai pelaksapsan kelentuan Pasal 31A Undang-tndang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahl terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, diteniukan fasilitas yang diberikan
untuk usala tertenty dan daerah terleatu,

Dalam pasal | Peraturan Pemerintab tersebul disebutkan batasan tentang
bidang-bidang usaba tertentu dan dacrah-daerah tertontu. Balasan mengenai
bidang usaha tertentu adalah bidasg-bidang usaha di sektor-sekior kegiatan
ekonomi vang mendapat prionitas tinggl dalam skala ossional klwsusnya
dalam vangks peningkstan ekspor, tcrmasuk bidang usaha perkebunan
tanaman keras dan pertambangan yang batasnya ditetapkan dengan Keputusan
Presiden, Sedangkan yang dimaksud dengun daerab-dacrah tertentu adalah
daerab terpencil yaite dacrah yang secard ekonomis mempunyai potenst yang

fayak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada wmumnya Kurang
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memadai dan sulii dijangkau oleh (ransporiasl wmum schingga unink
mengubah potensi ckonomi yang lersedia menjadi kekuatan ekonomi yang
nyata, penanam modal menanggong resiko yang cukup tinggi dan masy
pengembalian yang  relatif pajak, termasuk daerah peratran laut yang
mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter yang dasar lautnya memiliki
cadangan mineral termasuk gas bumi.

Maksud pemberian (asilitas ersebul adalah karena disadari bahwa dalam
melakukan pembangunan diperlukan peningkatan modal baik yang berasal
dart dalam negeri maupun berasal dadd luar negeri, terutama diarabkan nntuk
dacrah-dacrah  yang belum berkembang agar iercapai pemerataan

pembangunan.

4. Tahun 2001 5.d 2007

Pada tabun 2000 dilskukan kemball penyempurnaan Undang-Undang
Pajak dalam rangka eksiensifikasi dan intensifikasi pengensan  dan
pemunguian pajak sekaligus berbagai upava peningkatan keadilan beban pajak,
pengbapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan hukum, yang
merugikan peckembangan perekonomian rakyat, dan menutup loopholes.

Sesuai dengan prinsip good tax policy, secara normatif terhadap kegiatan
ekonomi sistem perpajakan harus bersifal netral tanpa adanya distorsi agar
terdapat alokasi sumber daya yang optimal sesuvai dinamika pasar. Sistem
perpajakar barus dapat diarahkan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan
ckonomi nasional dengan cara mendorong investasi lerutama dari luar negert,
serta mengamankan penerimasn negara.

Ketentuan mengenat insentif pajak diatur dalam Pasal 314 dan 31B
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 2 Agustes 2000 tentang
perubahan Ketiga Alas Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (UU PPh 2000). Inseatif/fasilitas tersebut adalah berupa ¢
1. Fasilitas penansman modal (Pasal 31 A UU PPh);, veng intisva

memberikan fasilitas Pajak Penghbasilan untuk penanaman modal &

bidang-bidang usaha ierlentu dan atau di daerab-dacrah terteatu.

Poraturan Pelaksanaan dar ketentuan ini tertvang dalam Peraluran

pemetintall Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2000 tanggal 23
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Desember 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Pensnaman
Modal di Bidang-bidung Usaha Tertentu dan atau i Daerahi-dacrah
Tertenln, Selsin o unfuk mengganti Peraturan Pemerintah pomor 20
Tahun 2000 wnggal 7 April 2000, pemeriniah juga mencrbitkan PP
Nomor 147 ahony 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2000 temang Perlakuan

Perpajakan di Kawasan Peagembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

2. Fasilitas restrukturisasi utang usaha (pasal 31 B UU PPh); peraturan
pelaksanaan dari Ketentuan ini terdapat dalam PP Nomor 7 Tahun 2001
tanggal 14 [ebruari 2001 tentang pemberian Keringanan  Pajak
Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi
Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah.
Fagilitas im1  diberikan kepads  Wanb  Papk  vang  melakokas
restrukturisast utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah dan
ditakukan melalui Prakarsa Jakarta. Fasilitas ini bersifat terbatas baik
jangka wakiunya {(restrukiurisasi tahun 2000 sampal dengan 2002)
maupun jenis fasilitasnya, yaitu berupa :

a.  Pembebasan utang
b.  Pengaliban harta kepada kreditur untuk penyelesaian ulang

¢ Perubahan ulang menjadi penyertaan modai

Peraturan  pelaksanaan mengenai pemberian fagilitas  pajak  uniuk
penanaman modal pada awalnya distur dalam Peraluran Pameriniah Nomor 20
tahun 2000 ionfang Perlakuan Perpajakan di Kawssan Pengembangan
Ekononi Terpadu (KAPET) vang diterbitkan pada tanggal 7 April 2000,
Dengan PP ini pemerintab mencabut 15 Keputusan Presiden (Keppres) yang
intinya memberikan pembebasan dan keringanan sejumiah pajak tak langsung
terhadap para pengusaha di KAPET.

’ Pencabutan  sejumiab  fasihitas  pajak tersebul  Dberkaitan  dengan
permintaan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam Letrer of Intent (Lol)
untuk menghapuskan sejumiah fagilitas pajak yang ticdak mendistorsi ckonosmi.

Meskipun sgjumiah fasiiitas dicabut, para pengusaha tetap diberikan pilihan,
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diantaranya pilihan untuk menerapkan penyusutan atse amortisast yang
dipercepat, kompensasi kerugian fiskal mulai tahun pajak berikutuya sclama
10 tabun dan PPh atas dividen scbesar 10 persen, yang sebelumnya 50 persen.

Berdasackan Pasal 2 PP wrsebizl, pemerintah  juga tdak akan
mengenakan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa (PPN) serla Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPo BM) terhadap impor barang modal atau
peralatan lain, dap juga terhadsp impor barang dan baban vang diolah
pengusaba di Kowasan Berikat (PDKB). Selanjutnya, {erhadap pemasckan
Barang Kena Pajak dari Dgerah Pabean Indonesiz Lainnya (DPIL},
pengiriman barang hasil produksi dari PDKRB ke PDKB lainnya, pengeluaran
barang atau vahan dari PDKRB, penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil
pekerjaan subkontrak dan peminjoman mesina taw peratatan pabrik untuk
subkanteak, pemerintah juga tidek memungut PPn BM-nya.

Pada langgal 23 Desember 2000 pamerintah menerbitkan PP Nomor 147
Tahun 2000 tentang perubahan Alas Peraturan Pemeriniah Nomor 20 Tahun
2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu (KAPET). Hal ini disebabkan karena salah satu ketentuan yang
diubah dalase UU nomor 17 Tahus 2000 tentang Perobahan ketiga atas
Undang-Undang Normor 7 Talwn 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah Pagal
31A ysitu menambah fasilitas Pajsk Penghasilan yang diberikan kepads Wajib
Pajuk yaog melakukan penasamen modal di bidang-bidang tertentu dan atau di
daerah-dacrah wrlentu. Fasilitas tessebul berupa pengurangan penghasilan neto
paling tigpl 30% (figa puluh persen) dari investasi yang dilakukan di
Indunesia (invesinent atlowance).

Dengan perubahan pasal 31A tersebut, maka fasilitas Pajak pesghasilan
dimaksud selengkapnya menjudi schagai berikat
a.  Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga pulub persen) dad

jumlah penanaman madal yang dilakukan;

b.  Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
c. Kompensasi kerugian yang lebih fama tetapi tidak lebih dari 10(sepuluh)

tzhun;

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP Ul, 2009  WUniversitas [ndonesia



d.  Pengenaan Pajuk Penghasilan Pasal 26 mas dividen sebeswr 10%
{sepuluh persen}, kecoadi taril berdasarkan Perselujuan penghindaran

berganda yang berlaku lebib rendah.

Berdasarkan Peraturan Pemcrintah Nomor 20 Tzhun 2000, fsilitas
Pajak Penghasilun yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan
uszha di Kawasan Pengembangsn Ekonomi Terpadu (KAFPET) masib
mengacy pada ketentuan Pasal 31A yang belum diubah yang hanya mencakup
fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huref b, huref ¢, dan
hurpl d. Sesvai dengan persbahan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun
2000 tersebut, maka pemberian {asilitas Pajuk Peoghasilan dalam Peratoran
Pemerintah Nomor 20 Tabun 2000 periu disesugikan kembali. Hal inilab yang
melatarhelakangl dikeluarkannya PP Nomor 147 Tahen 2000, Secdangkan
mengenal pembebasan Pajak Perlambahan Nilai Barang dan Iasa (PPH) serta
Paak Penjualan atas Barang Mowah (PPaBM) terhadap impor barang modal
tidak diatur lagi dalam PP s,

Sebagal peraturan pelaksapaan dari PP nomor 147 tahun 2000,
pemerintah meageluarksn Keputusan Direkiur Jenderal Nomor 229/81./2001.
Dalam keputusan ini, perusahoan yang melakukan kegintan usaha di KAPET
naroun fidak berdomisili di KAPET hanya akan mendapat fasilitas berupa
pengurangan peaghasifan neto maksimal 30% {tigs puluh persen} darf jumiuh
penanaman modal yang dilakukan; dan/atau penyusutan dan amortisasi yang
dipercepat.

Pada tanggal 23 Desember 2000 pemerintah juga mengeluarkan PP
Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan voluk Penaganan
Modal di Bidang-bidanyg Usaha erteotu dan atay di Daerah-daerah Terlentu,
Dalam PP Nomor 148 Tabun 2000 ini ditegaskan bahwa Wajib Pajak Badan
dalam negeni berbentuk Perseroan Terbatas batk PMA maupun PMDN vang
meclakukan penanaman modal baru atau pecluasan di bidang-bidang usaha
terienty dan atau di daerab-dacrah terlentu sehagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasifan, Fasilitas Pajak Penghasilan yang

dimaksud adalah :
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w.  Pengurangan penghasilan neio sebesar 30% (tiga puluh pesen) dadd
jumlah peoanaman modal yang dilakokan;

b, Penyusuian dan amortisasi dipercepat

¢ Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluin)
ahun;

d.  Pongenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada
Subjek Pajak Luar Megeri sebesar 10 (sepulub) persen, atau tasif yang
lebih rendsh menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang
berlaku.

Tupuan dari dikeluarkanaya peraturan ini adalah antuk memberikan
insentif pajak kepada industri-industri di kawasan tertentu agar dapat bersaing
dengan industri fainnya di kawasan lain mengingal kemungkinan kawasan Ini
adalah daerah lerpencil yapg minim akan infrastrukiur, jauh dari sarana dan
prasaran penunjang, serta sulit dijangkaw transportasi umum sehingga perlu
diberikan insentif pajak kepada penanam modla baru yang akan menanarakan
madalaya di daerah ind sebagai daya Tarik investasi. Dengan PP ini Wajb
Pajak yang telah memperoleh fasilitas pajak atss kegiatan usaha di Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan PP Nomor 20 tahun
2000 sebagaimana diubah dalam PP Nomer 147 Tabun 2000 tidak lagi
mendapatkan fasilitas pajak tessebot.

Sclamjutnya pemerintah  juga  mengsluarkan  Keputusan  Menterd
Kevangan Nemor 571/KMEK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata
Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajuk yang
Melakukan Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di
Daerah-daerah Tertenty. Dalam KMK ini tidak disebutkan kriteria hidang
usaba manpun daerah yang mendapat fasilitas pajak tersebut. Pasal 2 KMK No.
S7T1/KMK.04/2000 hanya menyebutkan @

1. Ustuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pagal 1, Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan kepada
Menteri Kevangan

2. Permohoman sebagsimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampiri

dengan Swurat Persetujuan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP Ul, 2009  Wniversitas Indonesia



fembaga pemeriniah yang berwenang memberikan izin peoanaman

modal.

3. Dalam hal permohonan sebagaimana dimeksud dalam ayat (3)
dikabulkan., Menteri Kevangan menerbitkan  kepuiusan  pemberian
fasilitas Pajak Penghasilan,

Peralwran pelaksanasn ini kemudian terakhir ditindaklanjul dengan
diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2006 tanggal 27 Febroari 2006
tentang Pakel Kebijakao Perbaikan Tklim Investasi. Dalam Instruksi Presiden
(inpres) ini Presiden menginstruksikan kepada para menteri dan pejabat
pemerintahan yang terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperiukan
sesyal fugus, fungsi, dan kewenungan masing-maesing dalam  rangka
memperbaiki iklim investasi ontuk meningkatken pertumbuhan gkonomi

Indonesia,

5. Tabun 2007 s.d sekarang
Paket yang lercantum di dalam Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 1

Tahup 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintal
Nomor 62 Tahun 2008 ini, ditawarkan kepada badan hukum yang berbentuk
perseroan terbatas atau koperasi, Penjelasan PP ini menyatakan bahwa paket
insentif pajak yang ada dalam PP ini perlu uatuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan ustuk pemerataan pentbangunan. Selain flu PP ini juga ditujukan
univk meningkatkan investast baik asing maupun domestik df dacrah-daerah
tertentu alau bidang-bidang usaha tertentu.

Untuk bisa micmpercleh insentf pajak, investasi harus dilaksanakan &
bidang-bidang usaha terlenty sebagaimana tercantum i dalem Lampiran 1 PP
fu (Pasal 2 ayat (1) hurof a) atau di daerah-dacraly terientu scbapaimana
ditentukan dalam Lampian 2 (Pasal 2 ayat (1) huruf b). Insentil yaog
ditawarkan antara lain meliputi ;

1. Pengurangan jumdah penghasilan kena pajuk sampai 30% dari nilal
mvestasi sclama epam  tabun. Jadi setiap tabunnya diberikan 3%
pengurangan penghasilan kena pajak (Pasal 2 ayal {2) hurel a).
Investasinya sendini bisa investasi bary atav penambalan atas ipvestasi

yang sudab ada.

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP Ul, ZOOQerivarsizas Indonasia



96

2. Penyusutan dipercepat (Pasal 2 ayat {2) huruf b)

3. Tanl withholding dikurangi menjadi 10% dari tarif normal 20% untuk
dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham di luar negeri.

4. Apabila antara Indonesia dengan negara asal pemegang saham terdapat
ada P3B, maka yang bLerlaku adalah tarif P3B, yang biasanya lebih
rendah (Pasal 2 ayat (2) huruf ¢)

5. Akumulasi rugi pajak sclama Icbih dari lima tahun pamun tidak lebih

dari sepulub tahun (Pasal 2 ayat (2) huruf d)

Lampiran 1 PP Nomor 1 Tahun 2007 menyatakan bahwa bidang usaha
yang bisa memperoleh insentil pajak aniara lain adalah industri makanan,
bahan kimia, tekstil, mesin, elekironik, baja, dan indusiri lain yang berkaitan
dengan logam. Kemudian di Lampiran 2 dicantumkan beberapa bidang usaha
di daerah tertentu {misalnya Indonesia Timur dan daerah luar Jawa lainnya)
yang bisa menikmati fasilitas insentif pajak. Ini mencakup antara lain industri
pengolabhan makanan, perikanan, semen, perfanian, dan industri kemasan.

Kelentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
16/PMK.03/2007.

4.2.2. Perkembangan Tarif Pajak
1. Pajak Penghasilan

1. Tahun 1967 s.d 1983

Dari tahun 1968 hingga 1983, sistem perpajakan masih menggunakan
sislem semiself assessment dan withholding dengan tata cara yang disebut
MPS dan MPO. Pajak atas penghasilan, baik untuk Dbadan maupun
perseorangan harus dilunasi selama tahun berjalan melalui MPS {(menghitung
dan membayar pajak sendiri) dan MPO (memungut pajak orang lain). MPS
dan MPQ adalah pungutan pendahuluan selama tahun berjalan yang
diperhitungkan dengan jumlah pajak terhutang untuk seluruh tahun pajak.
Arfinya tarif MPS dan MPO ditetapkan sedemikian rupa, schingga jumlah
semua pembayaran sedekat mungkin dengan jumlah pajak terhutang untuk
seluruh tahun. Apabila memungkinkan, pelunasan pajak selama tahun berjalan

itu hanya melalui MPO saja.
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Dalam sistem MPS Wajib Pajak melunasi pajaknya selama tahun
berjalan dengan cara smenghitung sendirl pajak lerhulang untuk masa erienty
dan melunasinya ke kas negara. Dasar pengenaan MPS adalah penjualan bruto
atau penerimaan brulo atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Direkivr Jenderal
Pajak. Tanf wnum MPS besarnys adalah 1%, Di samping tadf vimum, ads
tanf MPS lainnya, tergantung pads jenis usaha Waiib Pajak.

Perusahaan-perusahaan dan Kantor-kanior perperiniah lertentu ditunjuk
schagai wajib pungut MPO atas semua transaksi yang dilakukasnya, dengan
besarnya tanf 2%.

Dalam tahun 1958 melode withioiding diterapkan atas deviden.
Kemudian pada tahun 1970 pengenaan pajak dividen diperiuas meliputi juga
pajak atas bunga dan royaitt (PBDR). PBER tersebul untuk Wajib Pajak
dalam negeri termasuk pula pungulan pendahuluan atas pajak pendapatan atau
persercan dalam tahun pembayaran atau dalam tahun dimana bunga, dividen
dan royalti digabungkan dengan penghiasilas lainnya. PBDR yang dikenakan
atus pembavaran bupga, dividen dan royalti ke Juar neger adalab final, scbhab
penerimaan bunga, dividea dan royalti tersebut tidak lagi dikenakan pajak
pendapatan atau pajuk perscroun,

Perubaban yang penting lainnya adaiah perubaban taril yang ditnjukan
untuk tujuan lain diluar sasaran penerimaan pajak, terutama perobahan farif
pajak perseroan yang menpakibatkan struktur tarifnya menjadi komapleks.
Struktur taril memibiki keragaman, tidak terganipng pada apakab laporan
diaudit oleh akuntan publik stav tidak; berapa persen saham yaag dijual
melalui pasar modal; apakah laba berasal dasi likuidasi atau berasal dari
penilatan kembali akitva, (Mansury, R,1994)

Pajak Penghasilan 1944 akhirnya menjadi pajak schedular, yailu untuk
jenis pendapatan tertentu dikenakan pajak dengan tari{ tertenfu, berbeda
dengan jenis penghagilan lain yang dikenakan laril tertentu yang lain pula.
Sewa koatrak rumah dan honorarium dikenakan tarif 10%. Pendapatan lain
seperli gajl pegawai negeri, kenaikan nilai saham akibat revaluasi, capital
gains jangka panjang, menang undian, dividen dari PMA dan PMDN serta

peruszhaan-perusahiaan go public dikecualikan dari pengenaan pejak. Gaji dan
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upati dalam  Dentuk vatura tidak dikenakan pajak sesuai dengan nilai

sesungguhnya.

2. Reformasi Perpajakan Tahun 1983
Imiam Reformast Perpajakan Tahun 1983 terjadi penyederhanuan
struktor pajak dan penurunan tarif ditujukasn unluk meningketkan kepatubarn
Wajib Pajak dan mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerataan
beban pajak dicapai melealui dua wahana yaiw broad-based taxation dan tarif
pajak yang progresif. Broad-based taxation wiau pemajakan dengan objek
pajak yang luas dimaksudkan agar setiap tambahan kemampuan ekonomis,
tanpa memperhatikan dart mana swnber penghasilan itu didapat, asalian dapat
dipakai uniuk membefi barang dan jasa guna memenuhi keperluan Wajib
Pajak dan kcluarganys, harus dikenakan pajak. Keadilan yang dituju dengan
pemgjakan demnikian disebut juga sebagai keadian horisontal.
Penerapan tarif pajak progresif yang diterapkan atas penghasilan kena

pajak, adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tard Pajak
sampal dengan Rp 10 juta 15%
di atas Rp 10s5.d 50 juta 25%
di atas Rp 50 juta 35%

Ada tigs perimbangan ulama dibuainva il yang progresif, yaiu |
{(Mansury, R,1994). Pertama, moemperhatikan bahwa dengan pembaharuan
peipajakan 1984, masa bebas pajak dan fasilitas pespejakan lainnya
dihapuskan, sehingga perlu ada penggantinya, untuk membuat Indonesia tetap
memifiki daya tank bagi investasi asing. lulah sebabnya taril maksimal
diturunkan menjadi 35%.

Redoa untuk mempermudah pelaksanaan pungutan pajak. Semakin
tinggi tari{ pajak, semakin besar dorongan ustuk  meghindari  dan
menyelundupkan pajak. Apa gunanya progresifilas tinggi, tetapi hanya secara
nominal, sedangkan pajak vang sebenarnya dibayar relatif kecil dibandingkan

objek pajak yang dinikmari.
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Kefiga kesepakatan para ahii adalah semakin toggl penghasilan
seseorang seyogyanya taril pajaknya semakin tinggi, tetapi tidak ada
kesepakalan, buhwa semakin tingg tarf yang dikenakan alas Wajib Pajak
berpenghasilan tinggi akan semakin menciptakan rasa keadilan, juga tidak ada
kesepakatan tentang berapa tingginya tanf maksimal,

Datam UL PPh 1984 juga terdapat pesegusan mengenal hal-hal vang
sebelumnya kurang jelas, sepertd pengerlian tenfang bentuk usaha tetap, kapan
seorang Wajib Pajak disnggap scbagal Wajib Pajak dalam negeni diberik
kepastian oleh undang-undang, apa yang dianggap sebagi penghasilan yuang
bersumber dari Tndonesia dan oleh karena itu apabila dinikmati oleh orang di
luar Indonesia telap dikenakan pajak di Indonesia. Dengan demikian peluang
terjadinya  penghindaran  atas  penyelundupan oleh Wajib Pajak  scria
penyalahgunaan wewenang oleh petugas juga dicoba dicegah olch UU PPh
1984,

Pajak Penghasilan (PPh) 1984 merupakan global taxation yailu scrus
penghasitlan darl sumber apa pun jugs, batk yeng bersumber di Indonesia
maypun dari sumber-sumber &1 luar negerd, dijumlahkan selurshnya dan atas
seluruh penghasilan kens pajak tersebut diterapkan struktur taril yang berlaku

afas scrnua Wajils Pajak,

3. Tahun 1995 s.d 2000

Berdasarkan Pasal 17 tarif pajak yapg diterapkan alas Penghasilan Kena
Pajak bugi Wajib Pajak dalam negeri dan Beatuk Usaha Telap adalah scbagal
berikut :

Lapisan Peoghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp 25 juta 10%
di atas Rp 25 juta 15%
di atas Rp 50 jura 30%

4, Tahan 2001 541 2007

Berdasarkan Pasal 17 tarif pajak yaug diterapkan atas Penghasilan Kena
Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah scbagai
berikat :
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Lapisan Penghasilan Kensa Pajak Tarif Pajak
sampat dengan Rp 50 juta 10%
di atas Rp 50 juta s.d 100 juta 15%
di atas Rp 100 juia 30%

5, Tahun 2008 s.d sekarang

Tarif yang berlaku bagi Wajib Pajuk badan dalam wsegeri dan Dentuk
usaha tetap adalah tarif proporsional sebesar 28% {(dua pulub delapan
persen), Tarif tersebut akon menjadi 259 (dua pulub lima persen} yang
mulai berlaky sejak tahun pajak 2010, Untuk Wajib  Pujak  badan  dalam
negeri yang berbentuk perseroan terbuka vamg paling sedikit 40% (empat
puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan
di bursa cfek di Indonesia dan memenuhi persyaratan terlenty lzinnya dapal
memperoleh farif sebesar 39% (lima persen) lebib rendah davipada rarif

yang bedake umum,

2. Pajak Pertambahan Nilai

1. Tuahun 1967 s.d 1983

Sehagai pengganti Pajak Peredaran yang bersifat kamulalil diberlakukan
Pajak Penjualan yang dipungut berdasarkan Undang-undung Darurat Nomor
19 Tahun 195) yang mulai berfaku tanggal 1 Okiober 1951, yang kemudian
ditingkatkan menjadi Undang-undang, oleh Undang-undang Nomor 335 Tabun
1953. Undang-undang ini lebih populer disebul sebagail Undang-undang Pajak
Penjualan 1951, Ditinjau dari tingkat pemungutannya, merupakan single stage
tax pada tingkat pabrikan sehinggs dapat juga dinamakan o mgmfachner’s
sales tax. Ini dimaksudkan untuk menggantikan Pajak Percdaran yang bersifat
kumuiaiif, dan dalam Pasal 31 UJU No. 12 Darurat tabun 1931 tersebut dibuka
kemungkinan umuk memperoleh kembali Pajuk Penjualan yang dibayar pada
saat pembelian bahan mentab, bahan pembantu, bahan bakar, alat pembungkus
yang digunakan datam proses produksi. Ketentuan ini kemudian dicabut
dengan Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1939, schisgga dalam
pelaksanaannya Pajak Penjualan juga bersifat kumwlauf, sepertd Pajak

Peredaran yang digantikannya.
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2.  Tahun 1984 s.d sekarang

Untuk mengantisipasi sifat kumulatif pelaksanaan UU PPn 1951 tersebut
dan bersamaan dengan program reformasi sistem perpajakan 1983, Undang-
undang Pajak Penjualan 1951 diganti dengan Undang-undang Nomor 8 tabun
1983 (UU PPN 1984). Pajak ini termasuk ke dalam kelompok Non Cumulative
Multi Sales Tax. Undang-undang yang baru ini secara efekiif berlaku scjak
tanggal 1 April 1985. Sifat non kumulatif dari Pajak Pertambahan Nilai
terletak pada mekanisme pemungutannya yang dikenakan pada Nilai Tambah
(Added Value) dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Pada talwn 1994 kemudian terdapal penyempurnaan atas UU PPN 1984
dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dan
kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun
2000. Sejak Reformasi 1984 s.d sekarang tidak terdapal perubaban pada
mekanisme pemungulan dan tarif yang dikenakannya yailu tarif proporsicnal

sebesar 10%.

4.2.3. Perkembangan Tax Effort
Berdasarkan data Tax Effort di atas terlihat bahwa trend persentase Tax Eifort
adalah meningkat, dan sejak tahun 2003 s.d 2007 angka persentase adalah rata - rata
sekitar 12% - 12.5%.
Grafik 4.5
Perkembangan Tax Effort Periode Tahun 1967 s.d 2007
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Sumber : BPS dun Nota Keuangan 1967/1970 s.d 2009 Deparlemen Keuangan, diolah kembali
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Trend perkembangan GDP riil Indonesia dari tahun ke tahun terlihal

sclalu mengalami peningkatan (Grafik 4.5). Perkembangan GDP riil dapat

dilthat dari pertembuhannya dari tahun ke (ahen. Meskipun laju pertumbuhan

ckononn yang divkur dengan melihat kenaikan GDP dart ahun ke tabun

bukan morupakas safu-satunya alat vkur keberhasilan pombangunan ekonony

di suatu pegars, namun banyak ckonom sepakat bahwa laju pertumbuhan

ckonomi  micrupakan indikator pesting untuk mengukur perkembangan

produksi suaty negara dengan berbagal implikasinya.

Data GDP per capita yang diperoleh dari Badan Pusal Statistik

menggunakan data penduduk pertengahan tahun. Terlibat dalam grafik 4.6

bahwa trend GDP per capita juga meningkat, kecuali di ahun 1998 ketika

teriadi reformsst pofitik,

Grafik 4.6
Perkembangun GDP Nominal dan Riil
Periode Tahun 1967 s.d 2007
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Grafik 4.7
Perkembangan GDP Per Kapita Riil
Periode Tahun 1967 s.d 2007
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4.4, Perkembangan Panjang Jalan di Indencsia

Indikator yang digunakan scbagal proksi dari varizbel nfrastruktur
adalah jumilah panjang jalan. Jalan merupakan prasarana pengavgkutan darat
yang peoting untuk memperlancar kegialan perckonomian. Dengan makin
meningkatnya usaha permbangunan maka akan menuntul peningkatan
pembangunan  jalan  unfuk  memudalikan  mobilies  penduduk  dan
memparlancar laly linlas barang dari sain daerah ke daerah lain (BPS, 1994)

Sistem jalsn yang baik memberikan keunggulan bagi sebuah negara
unfuk bersaing secara kimpetiif dalam memasackan hasil produknya,
mengembangkan  industri, mendistribusikan populasi serla meningkatkan
pendpatan. Sebalikoya, prasarana jalan yang minim das buruknya kondisi
menjadi  bambaten  dalam  mengembangkan pcrckonomia.  Keterbatasan
jaringan jalan depal menghambal pertumbuban suaw wilayah schingga
aktivitas perckonomian  dapat terganggu  yang akhiraya menyebabkan
bertambabnya harge suaty barang.

Dasrah dengan standar kehidupan yang rendal umumnaya mempunya

keterbatasun dalam hal akses ke daerah lain, ke fasilitas-fasilitas, pendidikan,
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kesehatan, administrasi. Jadi kelersediaan prasarna jalan harus mampu
melayani tuniutan pembangunan seiring dengan semakin membesarnya kota,

peningkatan jumlah penduduk, berkembangnya industri dan perdagangan.

Grafik 4.8
Perkembangan Panjang Jalan
Periode Tahun 1967 s.d 2007
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Sumber :Badan Kordinasi Penanuman Modal (BKPM), diolah kembali

Data yang diperofeh dan Badan Pusal Statisttk adalah terinci jalan yang
diaspal dan tidak diaspal, namun data yang digunakan dalam penelitian adalah
total jumlah jalan yang diaspal dan tidak diaspal. Pada grafik di alas terlihal
bahwa trend perkembangan panjang jalan di seluruh wilayah Indonesia selama
kurun waktu 1967-2007 adalah mengalami peningkatan. Pada data tersbeut
terlihat bahwa terjadi penurunan di tahun 1968 dan tahun 1995. Hal ini terjadi
mungkin dikarenakan pada saat dilakukan survei, terdapat kondisi jalan yang
sedang dilutup untuk keperluan lain misalnya pembangunan rumah-rumah
penduduk, pabrik-pabrik, ataupun penutupan jalan karena memang tidak layak

dilewati.
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Berdasarkan data dari Badan Pusat Stalstik disebutkan bahwa menurn

kansep Labour Force Approach, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok.

Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1

Pembagian Penduduok

BENDUDHIK
}
}
Sukanxijsza Usia Kerijz
Keria
Angkatan Kerja Bukaaxﬁa’gkazm
eria
Bekeria Mencari Sekolah Mencugtt
! ;! Rumah Taaggs
Pekeriaan
Sedang Bekeria Sementara Lainnya =
Tidak Bekeria

Sumber : Badan Pusat Statistik

Patasan {definisi) dan ketenagakerjaan yang berkaitan dengun konsep

tersebut ¢ich Badan Pusat Statistik telah dibakukan sejak tahun 1976 (Proycksi
Angkatan Kegja Indonesia 1998-2005, Badan Pusat Statistik,}. Definist yang

ditnaksudkan adalah sebagai berikut :
1. Penduduk
Adalah semus orang yang berdomisili di wilayah gcografis Republik

Indonesia selama enam bulan alau lebih dan atay mereka yang berdomisili

kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
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Angkatan Kerja

Adalah penduduk usia kerja (berumur 135 tahun dan lebih) yang bekerja
atau mempunyai pekerjaan telapl sementara tidak bekerja dan ataw
penduduk yang mencari pekeriazn.

Bekerja

Adalah penduduk yang mclskukan suate pekerjaan dengan maksud
memperoleh afsn membanty memperoleh pendapatan/keuntungan dan
lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara ferus menerus dalam
seminggy sebelum pencacahan. Termasuk dalam hal ini pekerja keluarga
tunpa upah yang membanty seaw usaha, dan mereka yaong punys
pekerjaan, tetapl sementara tidak bekerja.

Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja

Adalah penduduk yang mempunyal telapi selama semingge yang lalu
tidak bekerja karena berbagal sebab seperti : sakit, cuki, mogok,
menunggy hasil panenan, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja
tetapi selama seminggy yang lalu belurn mulat bekerja.

Mencan Pekerjaan (menganggur)

Adalsh mereka yang belum pernab bekerja dan sedang meacari pekerjaun,
Usaha mencurt pokerjaan inl tidak terbatas pade seminggu sebelum
pencacahan, tetapl tegmasuk mereka yang mencari pekerjaan sebelumnya
dan sclama seminggu yang Jalu masih mengharapkan mendapatkan
pekearjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Adalah rasio antara penduduk yang termasuk angkatan kerja (bekerja +
mencan pekerjaan) dengan lotal pendudnk usia kerja.

Bukan Angkatar Kerja

Adalah penduduk usia kerfa {(berumur 13 tahun dan lebih) yang udak

bekerje, dan tidak mencari pekerjaan.
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Grafik 4.9

Perkembangan Angkatan Kerja

Periode Tiahun 1967 s.d 2007
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Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan pada bab tordahulu maka pada Bab [V ini skan

dibahas hasil estimasi mengenal {akior-fakior yang mempengaruhi inveslasi

asing langsung di lndonesia sclama tahun 1967 sampai dengan 2007, Analisis

yang digunakan adalah regresi majemuk OLS (Ordinary lLeast Sguare).

Mectode tersebut digunakan uniuk mencapai penyimpangan alau ervor yang

mimmum  dopgan

metode kuadrat  terkecil. Dengan demikian, untuk

mengestimasi koefisien-koefisien regresi digunakan nilai penduga (estimator)

sedemikian sehingga fungs! regresi yvang terestimast dekat sekali dengan

mode! regresi yang sesungguhnya. Estimator-estimator terscbut memiliki sifat-

sifut ; (Sarwoke, 2005)

1.

.bJ

Hanya mengekspresikan nilai-nilal yang dapat diamati (yaitu X dan Y)

sehingos mudah dihitung

Merupakan estimator-estimator titik, sehingga liap estimator haaya

memberikan safu nilai {unggal pada parameter populasi yang relevan.

Jika estinator diperoleh dari data sampel, maka dapat ditentukan suaty

garls regresi sampel tersebut,

Nila: rata-rata residual adalah nol.
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5. Nilai resitlu tidak berkorelasi dengan nilai eslimasi atau predikst variable

6. Nilai residu tidak berkorelasi dengan nilai-nilai variable bebas.

Model penclitian yang digunakan dalam penelitian i adalah model

regresi linfer majemuk karena tordiri daci beberapa vaciabel bebas, dan

ditransformasi meojadi model regresi log linear. Model log linear ini

merupakan salah satu lpe modal yang variabelnye tidak linear, istapl

parameternya masih tetap linear, Hal ini dilakukan wuntuk menghindan

kesalahan dalam analisis karena pada kenyatannya tidak semua sebaran data

mempunyvai bentuk yang lnear (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius,

2006). Dalam penelitian ini, perhitungan regresi estimasi dibantu dengan

program software Bviews 3.1, denpan tujuan untuk memudahkan analisis hasil

ponelitian.

4.6.1.Hasil Regresi Estimasi

Berdasarkan hesil regresi OLS terbadap model yang diestimasi dipercleh

persamaan sebagai berikut ¢

Tabel 4.2

Hasil Regresi Estimast

L ‘-: Var;abell%ﬁ:t; g R 0 S
Tax Effor: -4,377415% -3.962762
In GDP 10,57940 3,005435
In GDP per kapita 11,15961 2,35748]
Infrastrukiur 0,010928 2,011121
Anglkatan Kerja 0,027743 (,930792
R-squared 0.969378
Adjusted R-sguared 0. 964874
F statistik 2152592
Durbin-Watson statistic 1,521344
Breusch-Godirey Serial Corellation LM -test 0344554
White Heteroscedastionty §$,2659283
Koefisicn Kaorelasi iabel 3.2

Sumber : Hasil Olah Data Menggunakan EVIEWS 3.1
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1.  Uji Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan untuk mengetahui atau menguji apakah

kocfisicn regresi yang didapal signifikan (berbeda nyata), atau dapat dikatakan

apakah variabel-variabel bebas sccara individu dan bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis nol adalah suatu pernyataan

terntents lentang nilai-nilai dalam suatu range dari koefisien yang akan

diharapkan terjadi apabila teori yang dimiliki peneliti tidak benar. Hipotesis

allernatif digunakan untuk mencntukan nilai-nilai dalam suatu range dari

koefisien yang diharapkan terjadi apabila pernyataan teori oleh peneliti adalah

benar (Sarwoko,

2005). Pada Bab 11 telah disebutkan bahwa hipotesis yang

dikemukakan adalah ;

Hipotesis Satu
Ho

H1

Hipotesis Dua
Ho

HI

Hipotesis Tiga
Ho

H1

Hipotesis Empalt

Ho

H1

Kebijakan pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan
terhadap masuknya FDI ke indonesia
Kebijakan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap

masuknya FDI ke Indonesia

Ukuran pasar (Market Size) tidak mempunyai pengaruh
signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia
Ukuran pasar (Market Size) mempunyai pengaruh signifikan

terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Kondisi infrastruktur tidak mempunyai pengaruh signifikan
terhadap masuknya FDI ke Indoncsia
Kondisi infrastruktur mempunyai pengaruh sigpifikan

terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Kondisi tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan
terhadap masuknya FDI ke Indonesia
Kondisi tenaga kerja mempuonyai pengaruh signifikan

terhadap masuknya FDI] ke Indonesia

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP Ul, 2009 riversitas Indonesia



110

Dalam operasionalisasi konsep telah disebutkan balhwa proksi yang
digunakan untuk  mewakili faktor kebijakan pajak adalab Tax Effors,
selanjutnys untuk market size diwakili oleh tingkat GDP dan GDP per capita,
untuk infrastrukiur diwakili oleh jumlab panjang jalan, dan untuk tenaga kerja
diwakili oleh jumlah angkatan kerja.

Dengan demikian variabel bebas yang digunakan dalam penclitian
berjumbah 5 (lirma} buab, yang terdird dari : 1) Tax Effor, 2) GDP 1iil, 3} GDP
riil per capita, 4) panjang falan, dan 5) angkatan kerja,

Uji hipotesis digunakan untuk mengetabel atau menguji apakah
koefisien regresi yang didapal signifikan {(berbeda nyatu), atau dapat dikalakan
apakah variabel-variabel bebas secara individu dan bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap variabel terikat (Sarwoko, 2005}, Penigujian secara statistik
ferhadap model regrest terdirf dard Uit F dan uji t (Nachrowi, Nachrowi D,
dan Usman, Hardius, 2006).

il UjiF

Adalah cara menguji hipolesis nol yang melibatkan lebih dari satu
koefisien (Surwoke, 2003}, Hasit uji F digenaken unfuk mengetahui peagarub
variabel bebas secara bersama-sama terhadap vanabel terikal, (Nachrowi,
Nuchrowi D., dan Usman, Hardius, 2006)

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah:

Ho : I = 2., = Bk = 0, Tidak ada penganih variabel bebas secara bersama-
sam ferhadap variabel {erikal

Hi o o= B2... = Bk # 0, Ada pengaruh variabel bebas secara bersama-sama

terhadap variabel terikat

Keputusan ujt F adalah menolak hipotesis nol apabila F hasil hitung dan
estimasi persunizan adalah lebih besar dari nifa kritis F. Nilai F kritis yang
dipilii terganiung dari tingkat signifikansi yang dipilih oleh si peneliti dan
derajal kebebasan. Statistik I mempunyai dua tipe derajat kebebasan; derajat
kebelasan pembilang (numeralor) , diberi simbol k adalah jumlah parameter

termasuk konstanta, dan derajat kebebasan penyebut {denumerator), diberi
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simbol n-k-1, dengan n adalab jumlah pengamatan sampel, dan k adalah
jumiah variabel bebas (Sarwoka, 2005). Dengan kata lain, apabila F Hilung >
Fy ka1, maka Keputusannya adalah menolak H,, yang berarti variabﬁi bebas
secara hersama-sama mempengaruhi variabel terikat,

Berdasarkan uraizn di atas diketahui bahwa jumlah varisbel bebas
{parameter) adalah 3 (ima) buak, jadi k = 5, sedangkan jumliah pengamatan
sampel adalab meliputi tahon 1968 sampal dengan 2007 schingga n = 40, pada
tingkat kepercavaan 95% schingga o = 5% F hitung diperoleh melalui
perasgkat lunak EVIEWS 3.1, dan diporoleh hasil babwa F hitung adalah
sehesar 215.2592, sedangkan F fable zdalsh + 2.3, Dengan demikian dapat
disimpulkan buhwa ¥ hitung > F o534, daa keputusan vang diambil adalah
menolak Ho atau dengan kata laio bahwa paling tidak ada satu slope regresi

{B1, B2, By » Ba atau Bs) yang signifikan secara stalistk.

L2 Ujit

Sctelah melakukan uji koelisien regresi sccara keseluruhan, maka
langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu,
dengan menggunakan uji f. Untuk menentukan apakah menolak atau tidak
menolak sebuah hipotesis nol berdasarkan perhitungan nilai (, digunakan nilai
kritis 1. Nilai krilis 1 adalah nilai yang mewbedakan dacrah penerimaan dari
daerah penolakan. Nilai kritis ¢ ( & ) dipilih dari Tabel Distribusi Normal T.
Nilat kritis 1 tergantung dari arvah wji, tingkat kepercayaan, dan derajal
kebebasan yaitu jumlah pengamatan dikurangl jumlak koefisien. Bila ternyata,
setelah dihilung | L | » U n, make nilad ¢ berada dalam dacrah penolakan,
sehingga hipotesis nol ditolak pada tingkst kepercayaan (1-a} X 100%. Dalam
hal ini dikatakan bahwa §h secara statistik sigaifikan (Sarwoko, 2005).

Khosus untok Uji t dapat dibunt batasan dacrah penolakan secara praktis
{(Nachrowi, Nachrowi D2, dan Usman, Hardius, 2006), vaita

Bila derajat bebas = 20 atau lebih dan o = 5%, maka hipotesis §; = O
akan ditolak, jika |1} »2

Dalam i t, hipotesis yang digunakaa adalah ¢
Ho @ § = 0, Tidak ada pengaruh vuriabel bebas secara individe terhadap

variabel terikat
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HI : B # 0, Ada pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel

lerikat

Jika By = O berartt variabel bebas tidak mempunyai pengarsh signifikan
terhadap variable terikatava atau jika Bi# O berarti variabel bebas mempunyai

penparuh signifikan terbadap variabel terikaloya.

Uniuk memperoleh t statistik, peneliti menggunakan perangkat lunak
EVIEWS 3.1. dan berdasarkan hasil regresi diperoleh hasil @ stesistic untuk
masing-masing variabel bebas. Dalam tabel Distribusi Notmal t terlihat bahwa
untuk jumlah pengamatas yang meliputi tahun 1968 sampai dengan 2007 (o =
40) dan jumiah keefisica {variabel bebas) sebanyak 5 (k = 5}, dan tingkat
keparcavaan 95% (o = 5%}, maka derajat bebas adalah 33 sehingga mengacy
Nachrowi, Nachrowi D, dan Usman, Hardius (2006) vang menyatakan bahwa
kKhusus antek Ui L ind dapat dibuat batasan dacrals penclakan secara prakiis,
yatlu @ Bila derajat bebas = 20 atau lebih dan o = 3%, maka hipotesis §§; = 0
akan ditolak, jika }t] > 2, maka milai t teble yang akan dibandingkan dengan
nilai mutlak ¢ statisiik untuk masing-masing parameler adalah 2.

QOlel karena terdapat 5 (lima) buah proksi yang digunakan dalam
penelitian , maka jumiah variabel bebas yang diofab jugs berjumiah 5 (fima)
buab. Adapon hasil regrest yung diperoleh untuk masing-masing vadabel
bebas wdalah sebagai berjkut -

1.2.5 Tax Effort {(TE)

Berdasarkan hipotesis berikut ;

He : 7ax effort tidak mempunyai pengaruh signifikan lerhadap masuknya
DI ke Indonesia

Hi @ Tax effort mempunyat pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI

ke Indonesia
Berdasarkup hasil hasil olah data mengguoakan program EVIEWS 3.1,

sehagatmana terlihat pada table 4.2 diketahui bahwa nilai nilai mwutlak {

statistic untuk Tax Effort adalah 0,962762. Nilai ini lebih kecil daripada nilai ¢
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table yaitu 2. Deagan demikian, nilai ¢ berada di luar daerah penolakan,
selingga hipotesis nol {(Ho) dilerima pada tingkat kepercayaan 93%. Dalam
hal w1 dapal dilcatakan balva Br secura statisik tidak mempunyai pengarch
yang signifikan. Jadi dapat puls dikatekan bahwa Tex Effor: tidak mempunyal

pengarul yang sigmifikan terhadap masukaya FDI ke Todonesia.

1.2.2.GDP Ril da_GDP)

Berdasarkan hipotesis berikut ¢

He : Tingkat GDFP tidsk mempunyal pengaruh  signifikan  terhadap
masuknya F) ke Indonesia

Hi  : Tingkat GDP mempunval pengaruh signifikan terhadap masuknya
FI ke [ndonesia

Berdasarkan hasil olah data menggunakan program EVIEWS 3.1
sebagaimana terlihat pada 1able 4.2 dikelahui bahwa pilai mutlak t statistic
adalah 3.095435 lebih besar daripada nilai t teble yaitu 2 . Dengan demikian,
mlai 1 berada dalam dagrah  penolakan, sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak
pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam hal ini depat dikatakan bahwa fi2 secara
stalstik mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi dapet pula dikatakan
bahwa GDF mempunyai peogaruh yang signifikan 1azhad_ap masuknya FDI ke

indonesia.

1.2.3.GDP Riil Per Capita (GDPCAP)

Berdasarkan hipotesis barikut

Ho : Tingkat GDP per capite tidak mempunyai pengaruh sigpifikan
terhadap masukaya FDM ke Indoncsia

Hi @ Tingkat GDP per capita mempunyal peagaruh signifikan terhadap

masuknya FDI ke Indonesia

Berdasarkan hasil olah data menggunakan program EVIEWS 3.1,
sebagaimana terlihat pada table 4.2 diketahui bahwa nilai muotlak ( statistic
adalah 2,35748] lebih besar daripada nilal ¢ table yaitu 2 . Dengan demikian,

nilai U berada dalam dacrah penolukan, sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak
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pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam bhal ini dapat dikatakan bahwa i
secara  stalistik mempunyal pengaruh vang signifikan Jadi dapat pula
dikalakan bubwa GDP per capita mempunyal pengarvh yang signifikan

terhadap masuknya FDI ke Indonesia,

1.2.4. Panjang jalan (INFRA)

Berdasarkan hipotesis berikut

Ho  ; Kondisi infrastruktur (pangang jalan) tidak mempunyai pengaruh
signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Hy ¢ Kondisi infrastruktur  (pamang  jalan) imempunyai  pengarub

signifikan terhadap masukays FDI ke Indonesia

Berdasarkan hasil olah data menggunekan progrnum EVIEWS 3.1
schagaimana terlihat pada table 4.2 diketahui balnwa nilal mutak { swatistic
adalah 2,01 1121 lebih besar daripada nilai { tefle yaiiu 2 . Dengan demikian,
nilm ¢ berada dalam dacrah penolakan, schinggs hipotesis aol (Ho) ditolak
pada tingkai kepercayaan 95%. Dalam hal ini dapat dikatakan baliwa [
secara  slatistik mempunyai pengaruh yang sigunifikan. Jadi dapat pula
dikatakan bahwa panjang jalan mempunyai pengaruh vang signilikan terhadap

masuknya FDI ke Indonesia.

215 Tenaga Kerja (LAB)

Berdasarkan hipolesis berikut :

He : Jumiah angkatan kerja tidak mempunyai pengarub  signifikan
terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Hi o Jumlah angkatan kerja mempunyai pengarub signifikan (erhadap

masuknya FDI ke Indonesia

Berdasarkan hasil olah data menmggumakav program BVIEWS 31,
sebagaimana terlihat pada table 4.2 diketahui babwa silai mutlak t statsic
adalah Q.U5(792 lebih keci! daripada nilad t seble yaitu 2. Dengan demikian,
uilai t berads di fuar dacrah penolakan, sehingga hipotesis nol (s = 0) diterima

pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam bl ini dapat dikatekan babhwa s
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secara statistic tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, Jadi dapat pula
dikatakan bahwa jumlah angkatan kerja tidak mempunyai pengaruh yang

signilikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia.

% Verifikasi Model

Penpujian model {(uji ekonometrika) meliputi uji penyimpangan klastk.
U Inl dilakukan unluk menenjukkan serangkaian asumsi-asumsi dusar yang
dibutubkan antuk menjage agar OLS dapat menghasilkan estimator yang
paling baik pada model-node!l regrest. Berdasarkaa teori Gauss-Markov
dinyatakan bahwa hasi] cstimasi dongan metode OLS bersifat lincar terhaik
yang {idak bias (Best Linear Unbiased Estimator/ BLUE}. Up i terdini dari
dari uji koefisien determinssi {Goodness of FFif), uji multikelinferitas, uil
otokorelasi, daa pji betcroskedastisitas {(Nachrowi, Nachrowi D., Usman,
Hardius, 2006)

2.1, Roefisien Determinasi {Goodness of Fif)

Dari hasil represi diperoleh nilai R® schesar 0,969378 vang berarti
balvwa regrest variable bebas Yax fffort, GOP, GDP per capita, infrastruktur,
dan angkatas kerja, dapal menjelaskan variasi variabel lerikat (FDI) sebesax
96,94%. Olch karena nilai paling tnggi R® adalah 1, maka nilai hasit
observasinya memberikan  gambaran bahwa garis regrest cocok dengan
datanya, Angks koefisien korelasi yang tinggl tersebul menunjukkan bahwa
variabel bebas dan variabet terikat memiliki hubungan positif yang tinggi.

Pada bagian metodologi telah dijelaskan bahwa salah salu masalah jika
kita menggunakan ukuran R dalam menilai baik buruknya suatu model
adalah, kita akan selaln mendapaikas nilai yang terus natk seiring dengan
penambahan vadiabel bebas ke dalam model. Dengan demikian bila kita hanya
berpatokan pada R* waiu kita akan selalu memutuskan bahwa model yang
terbaik adalal model dengan  variabel bebas yang banyak.  Padahal
kenyataannya tidak demikian. Padahal terkadang satu variabel bebas dalum
mixlel regresi sederhana dapat menerangkan variabel terikal dengan lebih baik
dibandingkan beberapa variabel bebas dalam regresi majemuk. Oleh karena itu

agar keputusan lebih lepal, isrutama untuk membandingkan regres! dengan
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variabel terikat yang sama, maka digunakan R yang disesuaikan atau dikenal
dengan Adjusted R (Adj-R?) yang secara umum memberikan penalti atau
hukuman terhadap penambaban variabel bebas yang tidak mampy menambah
daya prediksi suatu model (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2{}{}5},
Oleh karena v uji goodeess of fit akaa lebih baik jika menggunekan
nilai adjusted R karena nilai int telah menerapkan penaltt ¢i dalam
perhitunigannya dengan cara menyesuaikan jumish data dan parasmetsr yang
diestinrasi. Adapun nilai wdj R® vang didapat dari hasil uji adalah sebesar
0.964874 yang artinya variabel-variabel Tax Effor:, GDP, GDP per capita,
Infrastruktur, dan Angkatan Kerja, dapat menjelaskan variabel FIDI sebesar
06,49 %. Sementara sisanya 0,45% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar

model.

Z.2.  Uj Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan satuk menguyi ada tidaknya hubupgan
linier sempurng diantara variable-variabel bebas. Dalam regresi majenmuk,
variabel bebas vang baik adalah variabel bebas yang mempunyai bubungan
dengan variabel (erikat, teiapil tidak mempuoyai hubungan dengao variabel
behas Buinnya,

Dampak adanya multikolincaritas adalah varian kocfisien regresi
menjadi besar. Jika dua variable bebas mempunyai kolinearitas sempurnd,
maka variabel menjadi  tok  berhingga. Varian yang besar  lersebut
menimbulkan beberaps permasalahan, vaitu lebarnya inteival kepercayazn
{confidence puervaly dan siandard error-nya sangal besar. vang berarti
koefigien tersebut kurang bisa diprediksi dengan cukup akural, Pada umumnya
multikolincaritas memang tidek dapat dihindari, schinggs sekalipun variabel
bebas berkorelasi, koefisicn regresi tetap dapat diestimasi. {Nachrowi,
Nachrowi 3., Usman, Hardius, 2006},

Multikolimieritas adalah sebuab fenomenz yang dapat berubab dard
sampel ke sampel bahkan untuk spesifikasi vang scrupa dar sebush persamaan
regresi. Setiap perbaikan terhadap multikolinieritas memiliki suatu kekurangan,
schingga secring terjadi tindakan membiarkan saja atan tidak mengambil

tindakan apapun adalah pilihan yang benar. Satu alasan tidak mengambil
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tindakawn apapun adalah bahwa multikolinieritas dalam scbuah persamaan tidak
akan selalu mengurangl nilai t schingga nilai ilv menjadi tidak signifikan alay
mengubah  koefisien sehinggs nilal koefisien itu berbeda dengan yang
diharapkan. Dengan kata lain, adunya eksistensi mullikolinieritas tidak berart

apa-apa (Sarwoko, 2003)

Hasil dari pengujfan yang dilakakan adalah scbagai berikat

Tabel 4.3
Coeficient Correlation
Model TE GDP Ghr infra Lab

fCap
TE L0000 | -0.0147 | 0.10992 | -0.1658 | -0.1160
GDP 0147 10000 | 09989 | 0.9775 | 0.9770
GODPF/Cap | 4.00992 | -04989 | LUODD | -09760 | 09799
Infra L1638 1 09775 | 09760 | 1,0000 | 0.9056
Lab L1160 1 08770 | -0.9799 1 0.96%96 | 1,0000

Sumber : Hasit Olah Data Menggunakan EVIEWS 3.1

Berdasarkan hasil regrest terdihat bahwa dart hasil uji multikolinteritas,
nilai kocfisien correlation yang lebih kecil dari 0.8 yang menunjukkan tidak
ada multikolinieritas terdapat pada hubusgan antara fax efforts dengan variable
bebas lainnya {(GDP, GDP per capita, infrastrokiur, dan angkatan kerja).
Sedangkan nilai koefisien correlation amtara variable bebas GDP, GDP per
capita, infrastruktur, dan angkatan kerja menunjukkan korelasi yang sangatl
kuat, sehingga patut diduga buhwa antar variable bebas tersebut terjadi
multikolinieritas, Mullikolinearitas kemungkinan terjadi di anfara variabel
bebas GDP dap GDP per capita, GDP dan infrastruktur, GDP dan angkatan
kerja, GDP per capita dan infrastrukiur, GDP per capita dan angkatan kerjs
serta nfrastruktur dan angkatan kerja. Secara substansi musgkin antasp
beberapa variable bebas tersebut Udak berkorelasi, tetapi secara matemals
berkorelasi sangat kuat {misalnya antara GDP dan GDP per kapita). Hal i

menunjukkan bahwa multikolinieriias idak dapat dihindari.
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Menurut Nachrowi, Nachrowt D, Usnun, Haddius (20068), kadang-
kadang kolinieritas dalam suuatv model merupakan hal yang sangat serius yang
perlu segera dibenahi, Tetapi apabils model yvang terestimasi hanya digunakan
uniuk membuat suatu ramalan {forecest), asalkan R* masih cukup tinggl, maka
model yang mengandung Koliieritas masih bermanfanl. Untuk keperloan
meramal, hal yang penting sdalab menganalisis kescluruhan model dan tidak
individual parameicr Berdasarkan hal tersebui di atas maka mengingal bahwa
R? yang diperoleh adalah cukup tinggi dan alasan bahwa setiap perbaikan
terhadap multikolinieritas memiliki suatu kekurangan, maka dalam penelitian

hasil wir multikolinieritas diabaikan.

2.3, Uil otokorelasi

(hokorelasi adalah terdapatnya hubengan aolara error satu observasi
dengan error pada observasi lain yang biasanya terjadi pada data time series,
maka varians penduga menjadi lebih besar dart varians sesungguhnya dan R
akan lebih besar dari seharusnya schingga t dan FF tidak valid dan memberikan
kesimpulan yang salah tentang signifikansi dan estimasi koelisien regresi.
Dalam menduga parameler datam model regresi dengan menggunakan OLS
diasumsikan bahwa error merupakan variabel random vang independen (tidak
berkarelasi} agar penduga bersifat BLUE (Nachrowi, Nachrowi D, Usman,
Harding, 2006}

Uil otokorelasi dimaksudian saiuk mengeiahui adanya keterganiungsn
koefisien pengganggu pada periode lain dan niengindikusikan adanya non-
slastonaritas. Otokorelast akan menyebabkan koefisien regresi tidak efision,
interval kKeyakinan menjadi lebar dan uji signifikansi kurang kuat. Selain itu
uji korelasi dapat menyebabkan wji ¢ dan uji ¥ tidak sah, akibatoya dapat
menyesatkan di dalam mengambil kesimpulan (Sarwoko, 2005)

Untuk mendeteksi ada atau tidakaya otokorelasi ini dapat dilakukan uji
Durbin Watson (DW), dan uji Lagrange Multiplier (LM},

1. Uji Durbin Watson

Uit ini dilakvkag dengan membandingkan silai D'W stalistik yang dihitung,
dengan batas alas (3y) dan batas bawah (1) dari tubel Durbm Watson dengan
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mcemperhatikan jumlah observasi dan jumlab variabel bebas. {(Nachrowi,
Nachrowi D, Usman, Hardius, 2006).

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan oilal DW  statistic  sebesar
1,521344. DW table untuk jumiah observasi sebanyak 40 dan jumnlah variabel
bebas 5 (tidak termasuk konstasta) adalah do = 1,15 dan du = 1,69, Untuk
mengetahui letak DW stazistic berada dilakukan uji olokorelasi dua ojung
sebagnimana terdapat pada table 3.3. Sebelumnya dilakukan perbitungan

schagai berikul :

4 - du. = 2,85
4 — du = 2,31

Ay
3 ;

;hdvigémbali

Dengan demikiag, DW statistic 1,521344 terletak di dagrah 1,085 <« DW < 1,38
ini berarti nilai DW stasistic berada di daccaly yang tidak jauh dari daessh
bebas otokorelasi, akan telapl telah memasuki dagrah ragu-ragu, schingga
aswmnsi bebas otokorelasi belum dapat langsung disimpulkan. Qleh karena itu,
seperti (elah dijelaskan pada bab sebelurnnya bahwa melakukan uji asumsi
otokorelasi dengan menggunakan uji DW memiliki keterbatasan, yaitu adanya
daerah ragu-ragu dalam pengujian, sehingga dalam hal ini dilakukan

pengyjian lagi menggunakan Breusch-Godfroy Lagrange Multiplier Test.
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2. Uji Lagrange Multiplier (LM
Uji it dikembangkan oleh Brousch-Godlrey, schingga dikenal juga

dengan scbulap The Breusch-Godirey (BG) Test. Pada program pengolahan
dala program Eviews maka uji otokorelasi dengan menggunakan Breusch-
Godfrey scrial correlation LM test dengan membandingkan nilai obs*R-
squared dengan R?, dengan hipotesis sebagai berikut @ {Nachrowi, Nachrowi
3., Usman, Hardivg, 2006}
Pendugaan pengujian owkorelasi dilakukan dengan pembuatan hipolesis
sebagai berikut :

Ha = aeda otckerelasi

Hi = tidak ada otokorelasi
Jika nilai ohs*R-squared > daripada R® tabel maks Ho ditolak, dengan
demikian tidak jerjadi masalah otokorelasi. Adau dapat juga dilihat dari nilai p-
vglue, jika nilai Prob < o maka Ho diterima, tetapi jtka Prob > ¢ maka Ho
ditolak, artinya tidak terindikast adanya ofokorelasi vang serius. Adapun hasil
penguiian adaluh sebagai berikut

obs*R-squared = 2623988

Probability = 0.269283
Sesuai dengan hasil uji tersebut lerlibal nilai probabilita durl ohs®R-sguared
sebesar 2.623988 » (,U69378 dan probability sebesar (.269283 > 0,08, Oleh
karena iy, hipoiesis Ho ditelak, yang berarti fidak terdapat gangguan

otokorelasi di dalant persamaan.

2.4. Ujt Heteroskedastisitas

Salah salv asumsi vang harus dipenahi agar taksiran parameter dalam
madel regresi bersifat BLUE, maka var (u;) harus sama dengan o (konstan),
atau dengan kata lain, semua residual atau error mempunyal varian yang sama.
Kondisi seperti itu disebut homoskedastis. Sedangkan bila variap fidak
kopstan atay berubah-ubah discbut dengan  heteroskedastis - (Nachrowi,
Nachrowi D., Usman, Hardlus, 2006). Terjadioya heleroskedastisitas dapat
meagakibatkan uji t dan uji F tidak berguna.

Puda program pengolahan dala prograrn Eviows, pengujian adanya

heteroskedastisitas  dilakekan  dengan  mesggunskan uil Whiee
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Heteroscedusticity Test (no cross term) pada consistent standard error dan
covariance. Hal yang perlu diperhatikan dart hasil uji ini adalab nilaj obs*R-

sguared, dan probabiliianya dengan hipotesis sebagai berikut -

Ho = ada Hetaroskedastisitas

H1 o tidak ada Heteroskedastisitag

Jika hasil probabilite hasil obs*R-squared > o {5%) maks, maks Ho
ditolak, berasti tidak ada masalah  lLetcroskedastisitas, demikian pula
sebaliknya bila probabilita obs*R-squared < «, maka Ho diterima berasti tidak
masalah heteroskedastisitas (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006).
Adapun hasil wi yang didapat adalah selvagai berikut

obs*R-squared = 11,16834

Probability = 0344554
Dalihat dari tabel hasil uji tersebut, nilai probuabilita obs®*R-squared adalah
sebesar 0.344334 » o = 5%, maka asumsi Ho ditelak, yang artinya tdak

terdapat gangguan Acieroscedasticity di dalam persamaan tersebut,

4.6.2 Analisis Kelemahan Madel

Berdasarkan hasil ponelitian diketahui bahwa nilai kocfisien correlation
antara varable bebas GIDIP, GDP per capiia, infrastrukiur, dan anghkatan kerja
menanjukkan korelasi yang sangat kuat, sehingga patut diduga bahwa antar
variable bebas terscbub tegjadi multikolinieritas. Akibat adasya pelanggaran
tersebut, maka mengakibatkan lebarnya interval kepercayaan (confidence
interval) dan standard error-nya sangat besar (Nachrowi, Nachrowi I,
Usman, Hardius, 2006).

Jika model yang mengandung multikolinearitas diestimasi dengan
metode OLS, maka varian gstimator tidak lagi minimum walaupun estimator
itu tdak bias. Dalam sualv persamaan model terdapat asumsi bahwa
perubahan variabel terikat berubah akibat adanys perubahan setfap unit
variabel bebas dengan asumnsi variabel-variabe! bebas yang lain dianggap
konstun atau tetap. Apabila tordapuat dus variabel bebas berkorelssi secara

signifikan dalam sualu rangkaion sampel tertenty, maka jika satu variabel
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bebas tersehut berubah dan variabel bebas vang lain cenderung berubah juga.
Hal ini mengakibatkan program komputer dengan OLS akan menpalami
kesulitan untuk membedakan pegaroh dari sl variabel bebas dengan
pengaruh variabel bebas yang lain lerhadap variable terikat. Dengan demikian,
terdapat kemungkinan bahwa metode OLS bukan merepakan teknik
pendugaan vang lebih balk daripada teknik pendugaan leimmya. {Sarwoko,
2005)

Estmasi dengan metode OLS adulah Tungsi dari dats sampel. Jika
terdapat kemungkinan bahwa data berabah dad sampel ke sampel, maka
estimasi juga akan berubah sesuai dengan faktanya. Untuk itu, yang
dipcriukan adalah ekuran reliabilitas atay presisi atas estimator-cstimalor.
Dalam ilmuo statisik prasisi stau ketepatan estimasi dinkur dengan standar
errer, Standar error mtrupakan akar dari estimas! varian dari masing-masing
koefisien Bk sehingga dapat dipengaruhi oleh ukuran sample dan ukuran-
ukuran lainnya. Jiky terdapat ukuran sampel maka akan menyebabkan stndur
arror teram. Sesual dengan hasil pengojian diperoleh hasil bahwa srandar
error adalah sebesar 0,563478 yang perbandingan nilainya relatif kecil jika
dibandingkan dengen koefisien B AKan tefapi, hasil regrest menupjukkan
bahwa merdapat dugaoan aparm variabel-varigbel  bebas tersebul ferjadi
multtkolinieritas.

Terdapal beberapa cara unluk mengatasi multikolinearitas, pertama
dengan mengeluarkan variabel bebas yang kolinfer dari model (Nachrowi,
Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006). Akan tetapi, hal ioi sulit dilakukan
karcoa empat dari lima varable bebess berkorelasi, schinggs tindakan
mengeluarkan variabel bebas dapat mengakibatkan specification bias, karena
tidak lertutup kemungkinan bahwa variabel yvang dikeluarkan justru
metupakan variabel vang sangat penting Cara kedua adalah deogan menambah
ukuran sampel vang juga sulit dilakukao Karena ketersedisan data sebelum
rabun 1967, Ketiga, dengan melakukan transformasi variabel, yaitu deagan
membentuk sebuall kombinasi dari variabal»variabél muitikolinearitag dan
melakukan transformasi persamaan menjadi persamaan beda pertama (first
difference equution). Akan tetapl, model persamaas yang digunakan dalam

penclitian inl cukup kompleks, sehingga sulit untuk dilakukag transformasi,
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Keempal, dengan melihat informasi sejenis yang ada. Dari informasi ini
selanjutnya akan dilakukan peagujian dengan model persamaan simultan,
Beberapa  literatur yang ada  menyatakan bahwa  kadang-kadaog
kolinieritas datam swaly medel merupakar hal yang sangat serius vang perlu
segera dibenabi, tetapi apabila model yang terestimasi havya digunakan untuk
membual suate ramalan {(forecast), asalkan R? nasih cokup tinggi, maka
model yang mengandung kolinieritas masih bermanfaat. Selain ile juga
dikatakan bahwu karena mengingat  buhwa setiap perbaikun ferhudap
multikolinieritas memiliki suaty kekurangan, maka dalam peselitian ini, hasil

uji multikolinieritas diabaikan,

4.6.3 Analisis Hasil Regresi

Berdasarkan data dan grafik terlibat bahwa pergerakan variabel tertkat
sesuai dengan masing-masing variabel bebas yaitu Fax Effores, GDP, GDP per
capita, infrastrekiur, dan angkatan kerja. Pada gralik 4.10 digambarkan
hubungan antara  variabel terikal (FDI} dengan variabel bebas yang
mempunyai unsur makroekonomi (vaitu Tax Efforss, GDP dap GOP per
capita}. Selamjuinys dalam grafik 4.11 digambarkan hubungan anta variebel
terikat (FDIY dengan vardabel bebas yung mempunyst unsur non-ekonomt
vaitu mfrastrokior, dan sngkatan kerja, namun scbenaraya mempakan
variabel penosjang ckonomi.

Kaegorisasi ipi dibuat semata-mata dengan mjpuan  hanya ontuk
mempermudah analisis techadap hasil penelitian, dan dilalarbelakangi oleh
pemilihan proksi untuk variabel infrasiruktur dan angkatan kerja. Sebagaimana
telah dijelaskan pada operasionalisasi konsep bahwa proksi yang digenakan
uniuk variabel infrastrukiue adalah panjang jalan yang dinyatakan dalam km,
sedangkan proksi untuk varishe! lenaga kerja adalah jumiah angkalan kerja
vang dinyatakan dalam juta orang. Kedua proksi ini tidek dinyatekan dalam
Rupial, berbeda dengen proksl yang digunaken untuk variabel investasi,
kebijukan pajak dun uwkuran pasar pasar (maerket size). Vaciabel kebijakan
pajak memang meogguoskan proksi Tax Effort yang dinyatakan dalam
persentase, nanun perseatase tersebut diperoleh dasi jumlah peoerimaan pajak

dan GDP, yang juga dinyatakan dalam Rupiah.
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Gralik 4.10
FBi - Variabel Makrockonomi
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Dalam GraGik 4.10 tedihat bahwa perperskan variabel terikat dengan

faktor-lakior makrockonomi menusjukkan terdapat hubungan linear antara

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP UI, 2009  LIniversitas Indenesia



FDI, GDP dan GDP per kapita. Ketiga variabel tersebut menunjukkan trend
yang meningkat. Sedangkan Tax Efforts cenderung memiliki rend vang
stagnan, meskipun terdapat Huktuast namen jumlahnya tidak signifikan.
Sedangkan pada grafik 4.11 pergerakan variabel terikat dengan fakior-faktor
penujang  ckonomi  terlihat  lerdapal hubungan  linear amtara  FDI,
inlrasiruktur dan angkatan kerja. Hubungan ketiganya searah, tetapi kenaikan

FDI dan infrastruktur jauh lebih tnge! dibaodingkan kenaikan angkatan

kerja.

Hasil regresi majemuk menghasilkan persamaan model
nFD = - 2002962 - 4.377415TE + 10,57940 InGDP, + 11,15961
InGDPCAP , 0,010928 INFRA+ 0,027743 LAB + ¢ (4.1)

Intepretast atas persamaan motle! adalah sebagai berikut

Hubungan antara vanabel Tax Zffort dengan investasi asing langsung
(FD)I} menunjukkan hubungan yang negauf dengan kocfisien regresi sebesar
4377415, Hal im mengindikasikan bahwa sctiap peningkatan Toux Lffore
sebesar 1% gkan diikuti dengan penurunan iavesiasi asing langsung rata-rats
sebesar 4,38%. Akan tetapi, berdasarkan hasil uii-t diketabui babwa nilal
mutlak { sfatistic untuk Tax £ffort adalah 0,962762 lebih kecll dasipada nilai
t table. Dalam hal ini dapat dikalakan bahwa pengaruh Tax Effort terbadap
investasi asing langsung secara statistik tidak signifikan. Dengan demikian,
meskipun memniliki koefisien regresi yang besar, {etapi pengamh FTax &ffort
terhadap investasi asing langsung dapat diabaikan.

Sementara Hu, dilthal dan hubungas antara variabel faktor-faktor
¢konomi lainnya {GDP riil dan GDP per kapita} dengan investasi asing
langsung menunjukkan hubungan yang positif dengan koefisien regresi yang
besar. Berdasarkan basil uji-t diketahui bahwa pengaruh  GDP 1iil day GDP
per kapita secara swatistik signifikan. Hubungan antara variabel GDP il
deagan investasi asing langsung menunjukkan hubungao yang posttif dengan
koefisicn regresi sebesar 10.5794. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap
peningkatan GDP rill scbesar 1% akan diikuti dengan kenaikan investasi
asing langsung rata-rala sebesar 10.57 %. Demikian juga pengaruh variabel

GOF per kapita dengan investasi asing langseng menunjukkan hubungan
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vang positif  dengan  koefisien  regresi sebesar 11,13981 Hal  ini
mengindikasikan bahwa setiap peningkatan GDP per kapita sebesar 1% akan
diikuti dengan kenaikan investasi asing langsung rata-rata sebesar 11,16 %.

Bila dilihat dari hasil uji, hubungan antara variabet faktor-faktor non-
ckonon (infrastrukiur dan angkatan kerja) dengan Inveslasi asing langsung
raenunjukkan hubungan yvang positif dengan koelisien ragresi yang kecil
Berdasarkan hasil ujit diketahoi bahwa pengaruh infeastrukiur terhadap
investasi asing langsung secara statistik signifikan, sedungkan pengarub
angkatan kerja terhadap invesiasi asing langsung sccara statistik tidak
signifikan. Hubungan antara variabel infrastrukiur dengan investasi asing
langsung menunjukkan hubungan yang positif dengan kocfisien regresi
sebesar 9.010928. Hal isi mengindikasikan babwa setiap penisgkatan
infragteaktur (diwakill oleh panjang jalan} sebesar 1000 km akan ditkuu
dengan kenaikan investasi asing longsung rata-rata sebesar 0,01 %

Pengarul variabel angkatan kerja dengan investasi asing langsung
menunjukkan hubungan yang positif dengan koefisien regresi sebesar
0,027743. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan angkatan kerja
sebesar 1 juta orang akan diikuti dengan kenatkan mvestast asing langsung
rata-rata sebesar (0,028 %. Akan terapi, pengaruh angkatan keea terhadap
mvestasi asing lanpsung dapat diabaikan, karena hasil yang diperoleh secara

statistik tidak signilikan.

Implikasi Kebijakan

Sctelah  lebih kurang 40 ishun  diterbitkanoya  undang-undang
penanaman modal asing, perapan anvesior asing terbadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia fHidak dapat dikesampingkan. Seperti diketahui
penghitungan pertumbuban ckonomi (biasanya divkur dari pertumbuban
GDP) dihitung  dard penjumlahan  konsumsi, investasi, pengeluaran
pemeintah dan ekspor netto. Secara umum persamaan nya adalab GDP = C +
[+ G (X-M).

Perkembangan investasi asing di Indonesia dalam japngka waktu 40
tahun menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 30 tahun pertama (1967 s.d

1997} pertumbuhan investasi ssing di Indonesia secara pominal sangat
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bagus. Sebagaimana dilihal pada grafik 41 menunjukkan bahwa trend
perivgnbuhan investasi asing membestuk grafik yang tidak linear dan
membukiikan bahwa icrdapat pertumbuban  secara nominal yang cukup
mencengangkan. Adanya  krisis  politik dan  ekonomi mengakibatkan
penurupan  mvestast asing dalam jumlah yang sangal sigaifikan,dan
diperfukan waktu 10 tahun untuk mengembalikan  investasi asing seperti
puda tingkat sebelum terjadi krisis. Perlumbuban ekonomi yang terjadi dalam
jangka wakiu 10 tahun terakhir ferulama ditopang oleh pertumbuhan
konswnsi. Jika kepercayaan asing lebib cepat diperoleh, maka tidak mustahil
perbaikan perekonomian di Indonesia lebil cepat dicapal.
Grafik4.12

Perbandingan Astara Persetujuan dan Realisasi Investasi
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Usaba pemerintah dalam meningkatkan investast asing dapat dilihat
dari perbandingan persetujuan dan realisasi investasi asing. Grafik 4.12 dan
4.13 dapat menggambarkan bahwa dalam jangks wakeu 1990 sd 2007
realisasl dari rencana proyek yang diajukan ke BEPM ddak terdapat
peningkatan yang berarti, Realisasi masih sekitar 30 % (kecuali tahun 1994
dan 1993). Hal tni yang menunjukkan babwa terdapat banyak penupdaan
proyek, dan diperlukan kerja keras darl pemerintab untuk meningkatkan

kepercayaan asing yang beraiat akan melakukan investasi langsung di

Indonesia.
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Grafik 4,13
Perscntuse Persetujuan Investasi
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Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, diketahui bahwa {aktor-
faktor ekonomi menjadi pertimbangan vtama untuk menarik investasi asing
langsung. Hal ini dapat dipahami karena tujuan viama investasi adalab untuk
mencari 1aba, sehingea starket size merupakan fakior vtama untuk menarik
investasi asing langsung. Scmakin besamya GIP rill mengindikusikan
tingkal perkembangan kegiatan perekonomian. Invesior asing Ldak ragu
pnivk melakukan ievestasi karcna percaya tidak akan Kesulitan dalam
mencari ahan haku dan bahan pembantu bagi kegiatan usahanya, Sedangkan
GDP per kapila mencerminkan daya bell masyarakat, schingga bagi investor
hai ity menunjukkan ketersedinan pasar yang polensial.

Sementarz ity, keinginan pemeriniah uafuk menggalang dana lewal
peningkatan penerimaan pajak memang dikhawatirkan akan meaurenkan
investasi asing langsung. Akan tetapi, hasil penclitian membukiikan bahwa
pengaruh peningkalan usaha pemerintzh dalam mengintensifkan penerimaan
pajak terhadap investasi asing langsung tidak signifikan, Dengan demikian,
pemerintah harus lebil fokus terhadap pertumbuban ckonomi karena hal i

yang menjadi pertimbangan utama bagi investor asing. Pemberian nsentif ot
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bidang perpajakan, harus dilakvkan dengan sungat sclektif danm harus
memperhitungkan kemungkinan polenfial lost dalam penerimaan pajak.
Selain itu, pemerintah sangat diharapkan uatuk memperhatikan
pembangunan infrasteukiur  di  lodonesia.  Pembangunan  infrasirakiur
merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh suatu megara jika ingin
mepingkatkan jumlah investasi. Pemerintab diharapkan dapat meningkatkan
serta melakukan pemeratnan pembangunan infrasirektur (erutama di luar
pulav Jawa. Potensi sumber daya alam vang dimiliki oleh daerah di luar
puleu Jawa, lermiama potensi di daersh tmur [ndoncsia yang melimpah,
seharusnya dapal membuat invester semakin tertarik untuk berinvestasi.
Pemerataan pembangunan infrastukive bukan bhanya dilihat berdasarkan
pembangunan dacrabnya saja, aken tetepl juga pemerataan per seklor.
Selama ini pembangunan investast antuk sckior transportasi lebih banyak
dibenkan pada scktor transportasi darat (sekitar 70% dari total budget
pemeriniah unfuk sekior tronsporiasi) sehingga masih sangal diperiukan
kebijakan pemerintah vang sesuat dengan geogralls wilayahnyz dan lebih

meningkatkan pembangunan pada sektor tcansportasi laut dan udara,
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BABY
SIMPULAN DAN SARAN

L1, Simpulan

Berdasarkan hasil penelilian sebagaimans diuraikan dalsm bab scbelomnya,

dapat diperoleh simpulan sebagai berikut

1.

Berdasurkan hasil analisis atas data-dats hasil penelitian diketahui babwa
hubungan anlura kebijakun pajak yang diwakili dengan Tax Effort
dengan investast asing langsusg (FDI) menunjukkan hubungan yang
negatif, telapi peogaruhnya ferhadap investasi asing langsung secars
statistik tdak signifikan. Hal ini mengindikasikan Zzr Effort yang
difakukan oleh permgrintah memang berpemgarub menurustkan minal
investor unluk berinvestasi di Indowesia, namun pengarubnya tidak
sigmifikan. Hasil peneiitian membukiikas bahwa pengaruh peningkatan
uszha pemerintah dalam mengintensifkan penerimaan pajak terhadap
mvestasi asing langsuag tidak sigeifikan. Hasil ini sekaligus mencrima
hipotesis penelitian (Ho) yang mengatakan bahwa kebijakan pajak fidak
mernpunya pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia,
Dengan demikian, pengaruh kebijakan pajak terhadap invesiusi asing
langsung dapal dizbaikan.

Analisis dala-data penclilian menunjukkan bahwa hobungan antara
faktor-faktor ekonowmi {diwakili oleh GDP riil dan GDP per kapna)
menunjukkan hubungan yang posilif das sangal berpengarul terhadap
investasi asmp langsung. Dengan demikian, besamys smarket size
Indonesia yang ditunjukkan dengan GDP rial dan GDP per kapita
menjadi pertimbangan  wtama bagi inveslusi asing langsung antuk
berinvestasi di Isdonesia. Hubungan antara faktor-faktor son-ekonomi
{ diwakili oleh infrastruktur dan sagkatan kerjn) meaunjukkan hasil yang
berbeda. Hubungan antarz  Ketersediaan infrasirukiur dengan investasi
asing langsung menunjukkan hubungan yang positif dan sigmfikan. Hal
i berarti babwa ketersedizan infrastruktur yang memadai dapal
mendorong  investor untuk  berinvestasi  di  Indonesia.  Pengaruh

kelersedisan tenaga kerja  terhadap investasi asing langsung jugs

i3 varsi a
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menunjukkan hubungan vyang positif, namun secara statistik  tidak
signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan tenaga kerja
tihak menjadi pertimbangan utama bagi investor asing untuk berinvestasi
di Indonesis, samun karena pengarvhnya tidak signifikan, maka dapal
diabaikan.

Hasil ujl verifikasi model mepunjukkan bahwa model ini sudah baik
karena variabel — vartabel bebas yang digunskan dalam modal 1inl yaite
Tax Effort, GDP, GDP per capifa, infrastruktur, dan angkatan kerja dapat
menjelaskan variabel terikat berupa masukuoya investagi asing langsung
ke Indonesia sebesar 96,49 %, sementara sisanya 0,45% dipengaruhi oleh
variabel jainnya di luar model. Kelemahan dad model int adalab adanya
dugaan terjadinya multikolinieritas antara variabel-variabel bebas yang
digunakan. Akan {etapi, hasil ujl multtkolinieritas yang diperolch datam
penglitian in diabaikan dan Hdak ddakukan perbaikan terbadap model
vang digunakan. Hal ini sesuai pendapal di beberapa literatur yang ada
yang menyatakan bahwa multtkelinieritas adalah sebual fenomena yang
dapal berubah dari sampel ke sampel babkan untuk spesifikasi yang
serupa dari sebuah persamaan regresi, dan setiap perbaikan terhadap
multikolinieritas memiliki suatu kekurangan, sehingga sering (erjadi
tindakan miembiarkan suja atau tidak mengambil tindakan apapun adalab
pilihan yang benar. Selain ite apabila model yang terestimasi hanya
digunakan untuk membuat suaty ramalan (forecast), asalkan R* masih
cukup tinggi, maka wmodel vang mengandung kelinierilas masih

bermaniaat,

%2, Saran

Berdasarkan simpulan di alas, seran yang dapat diberikan adalah sebagai

berikut ;

i.

Faktor-faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama untuk menarik
investasi asing langsung. Dengan demikian, pemerintah barus lebih
fokus terhadap kebijakan yang dapat meninpkatkan  pertembulban
ekanomi. Hal ini dikarenaken hal iersebut merupakan pertimbangan

utama bag: mveslor asing.

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP Ul, 20@8niversilas ngdonasia



Lad

132

Kebijakan pajak selama int dianggap sebagai fakior penghambat
investasi, Hal ini membual pemerintah  menciptakan  berbagal
kemudahan dalam aturan perpajakan vang ditujukan unluk mendorong
inveslasi asing lungsung masuk ke indonesia. Berdasarkan hasil
penelitian diketahui bahwa pengaruh peningkatan usaha pemerintah
dalam mengmntensifikan pencrimaan pajak terhadap inveslasi asing
langsung tidak signifikan, sehingga dengan kata fain pengaruls kebijakan
pajak terhadap investasi asing langsung dapat diabatkan, Oleh karena ifu
disarankan agar kebijakan pajak yang berupa kemudahan-kernudahan
seperii pemberian inseniif di bidang perpajakan, harus dilakokan dengas
sangat selektif dan harus memperhitungkan kemungkinan potential losi
penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena kebijakan pajak memang
dapat mempengaruhi hasrat investor uptuk berimvestasi, namun ferayata
pengaruhnya tidak signifikan, dan mengingat bahwa penerimaan pajak
masih sangat dibarapkan vntek membinyal anggaran pemerintah.

Pemenintah diharapkan dapal meningkatkan kebijakan pembangunan
mfrastrukiur di tanah air. Qleh karena itu dissraskan agar dilakokan
lerus-menerus  pemerataan  pembangunan  infrastrukiur  terutama  di
dacrah luar Jawa, mengingat sumber daya alam yang dimiliki daersh di
twar Jawa vang melimpah, schingga investor semakin  tertarik

Perrvesiast di Indonesia.

4. Dalam  penglitian  selanjutnya  direkomendasikas  univk  dilakuokan

transformasi variabel-variabel bebas atau dilakukan model persamaan
simultan untuk menpatasi kelemahan dalam model yang digunakan

dalam penelitian ind,
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LAMPIRAN |

Lampiran t

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUR 2007
TANGGAL 2 IARUAR] 2007

BIDANG USAHA TERTENTY

KL8X
{KEABIFIKASE
BIDANG
MO BIDANG LSAMA LAPANGAN CAKUPAN PRODUK
USAHA
INDORNESTAY
1. iRelompok Industri Makanan!15497 Industri Penvedap Masakan Kimia

Laincya Laiony s

Industri Bumbu  Masak dan {Khlsusnya yang menghasitkan

Penyedap Masakan auglaatide (1P, GMP) gan

nengqunakan  proses  bintekngslogt
dengan  bahan  baku  dad  hast
pertasmian}

2. Kalompok Industri Tekstl

daea Industri Pakaian Jadi

a. Imdustri Persiazpan Serabiizii: - Serat Hami Terintegrasi (kapasitas
Tekstil ménimat 2,000 tesftahen bhenang

ramii

- Serat Suters Terintegrasi
{kapasitas srairimal 2.8500
tan/tahun henang sutera)

b Industri  Persiapan  Seratii?i1i dan Indusiri Persiapan Serst Tekstil dan
Teisti dan Industri Pemintaian  benang  dan  iadustr
Pemintaian  Benang  dan Partanunzn Khusus ATM
Industri Pertenunan (Kecuali{17112 dan {Industri Tektit Terpadu)
Partenunan Karung Gonidaniiyiig {Minimal 1,000 Tenaga Kerje)
Karung Lafnnya)

¢ Industri Persigpan  Sepati 17111 dan Industri Peesiapan Serat Tektil Dan
Teistit dan Ingustri{ 17112 dan Industri  Pemintalan Benang  Dan
Pemirdaian  Benang danl|17114 dan Industri Pertenunan Khusus ATM Dan
Industri Pertenuran (kecusii17122 daniindustri Penyempurnaan Kain Dan
Partenunan Karung Goni danjatau 17123 IAtsy  Indusiri Pencetakan Kain
Karung Lalnnyal dan {industri Tekstil Terpady)

Industn Penyempurnaan (Minimal 1. 000 Tenaga Keria)}
Kain  dan/atau Incustr
Percetakan Kain

d. lndustri  Parsiapan Serstil71li dan industri Persiapan Serat Teksti dan
Teksti gan Industri| 17112 dan Pamdntalan  Benang  dan  Industn
Pemintalan Benang dani 17114 dan pertenunan Khusus ATM dan Industn
fredustel Pertenunarn {kecuali| 18108 Pakatann  Jadt dari Tekstih  dan
Pertenunan Karung Gont dan|, Perlengkapannya (Industri Tekstil
Karung Lainnya) fan Terpadu}

Industri Pakaian Jagé dan {Minimal 1,000 Tenags Kerja)
Tekstil dan
Pariengkapannya.

&, Industri Perienunan {Kecualij17114  dan|lndustr Pertenunan Khusus ATM dan

Pertenunan Karung Goni dani 18101 Industri Pakaian Iadi dan
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Karung Lainnya) dan
Industri Pakaian Jadi dari
Tekstil dan
Perlengkapannya.

Perlengkapannya  {Industri  Tekstil
Terpadu}
{Minimal 1.000 Tenaga Kerja)

Kelompok Industri Bubur
Kertas {(Pulp), Kertas dan
Kertas Karton/Paper Board

a. Industri Bubur Kertas (Pulp) (21011 *} (Terintegrasi dengan HTI)
b. Industri Kertas Budaya 21012 *} (Terintegrasi dengan Industri

Bubur Kertas)

c. Industri Kertas Industri 21015 *Y (Terintegrasi dengan Industri

Bubur Kertas)

Kelompeok Industri Bahan

Kimia Industri

a. Industri Kimia Dasar|24111 - Industri Garam Industri (Kadar
Anorganik Khlor dan Alkali NaClI Minimal 96%)

- Natrium Karbonat {Na2C03)

b. Industri Kimia Dasar|24114 -  White Carbon
Anarganik Lainnya

c. Industri Kimia Dasar|24115 - Industri Oleokimian  (Industri
Organik yang bersumber Turunan Fatty Acid, Fatty Alcohol
dari Hasil Pertanian dan Glycerin)

- lndustri Bioenergi (Industri
biodiesel,  biogil,dan  bioetanal
anhidrat

- Industri Biolube

d. Industri Kimia Dasar| 24117 - Ethylene, Propylene dan Butadiene
Organik yang Bersumber serta yang terintegrasi dengan
dari Minyak bumi, Gas bumi turunannya
dan Batubara. - Benzene, Xylene dan Toluene

serta wyang terintegrasi dengan
turunannya

- Ammonia yang terintegrasi
dengan Amonium Nitrate atau
Asam Nitrate

- caprolactam

e. Industri Kimia Dasar| 24119 Modified Dietbanol Amine (MDEA)
Organik Lainnya

f. Industri Karet Buatan 24132 Karet Teknis Buatan

Kelompok Industri Barang-

Barang Kimia Lainnya

Industri Bahan Farmasi 24231 - Senyawa Derivat Statin

- Para Amino Fenol

- Sefalosporin

- Rifampisin

- Kloramfenicol dan Derivatnya

- Amoksisilin

- Ampisilin

- Vitamin B1

- Vitamin C

- Bahan Baku Farmasi vyang
diperoleh dengan proses
bioteknologi.

Kelompolk Industri Karet
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dan Barang darit Koaret

Industrt Barang-Barang darii 25182 *3
Karat untuk Keperiyan industri
7. iKelompok Industri 8arang-

Barang dari Porselin

Industri Alat Laboratorium dani26203 *}

Alat Listrik/Teknik dari Porselin

8. [Keiompok Industri Lagam

Dasar Besi dan Baja

a, Industri Besi dan Baja Dasar|( 27101 Industri Pellet Bijih Besi (Pengolahan
{Iran and Steel Making} Bijih Besi}

. Industri Besi dan Bajs Dasari 27104 sfdiIndusti Pembuatan Besi dan Baja
{Iron and Stes! Making) 8/di27142 dalam Beatuk  Dagac  sampai
Indusiri Penggilingen Haia fengailingan Osis  {industri Baja
{Steel Rolling) Terintegrasi Proses Konbinyuy)

{Prosas kontinyu mudad dari @

- Steel meking sampsi  dengan
produk iembaran {platefsheet)

- Stesi making ssmpal  dengan
produk bBatangan {steel bar/wire
rad}

9, |[Keilompok Industri Logam

Dasar Bukan Basi

a. Industri Pembuatan Logam 27201 Industri Ingot Alumunium
Dasar Bukan Besi {Alumunium Smeltingy

b. Industri Penggilingan Logam | 22207 Industri  Pelat Tembags, Sheet
Bukan Besi {iembaran) Tembagd, ndustri

Pambuatarr  Kawat logam  {Wire

Ternbaga}

{Kapasitas > 5.000 ton}

¢, Industri  ERstrukst  Logami272D3 Industri  Ekstruksi  Tembagas dan
Bukan Besi Paduaanva {rod)

{Kapasitas > 14.008 ton}

4, Industr Pips Gani 27304 Indusin Tubg, Fips darl Tembaga dan
Sambungan Fipa dari Logam Paduannya
Bukan Besi dan Baja {Kapasitas » 10.0060 toni}

10, |Kelompok Industri  Mesin

dan Perlengkaparninya

a. Industri Mesin Uap, Turbin] 29111 Industri Turbin Uap, Turbin Gas
dan Kincir

b. Industri Motor Pembakaran|29112 Industri Motor Diessl {Indusiri Motor
Ralam Diesel Staticner dengan daya » 160

HEY

o, Induste Pamaa dan| 29120 - Industri pompea air (Pomps Osiran
Kompresor Kimia}

~  industri kompresar udara dan gas
{Industri kornigrasor angin dengan
dava > 10 HP)

4. industri Mesin/Peralatan| 29721 industri Mesin Perkakas pengeriasn
urtuk iogam
Pengolshan/Pengarizan
Logam

2. Industri Mesin Teksti 28253 Industri Masin Takstd
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F. Industri Mesin-Mesin | 29299 [njection Moulding Machine

Industri Kbusus Lainnya
11, |Kelompok  Tndustri Motor

Listrik, Generator, dan

Transformator

a. Industit Motor Listrik 31101 Industri Motor Listrik, dengan daya >

375 Kw

B, Industri Mesin Pembangkit] 31102 Industri Generater tistrik, dengan

Listrik daya > 375 KV A
12, jKelompok Industci Kimia

Elektronika dan Telematika

a, Tndustr Masin Kantor, 1 30003 flashDisk, MP3, MP4, Mpeg/Digital
Kamgutasi dan  Akuntansi Player, peralatan kedokipran digital
Elaktronik {MRI), printer jenis laser jet dan desk

jet

B, Industsi Lampu Tabung Gasl31502 Lampu Hemat Energi {LHE)
{Lampe Pembuang Liskik} terintegrasi dengan kompenennya.

t. Industri Tabung dan Ketup!32106 Assesoris untuk MEZ dzn MP4, CRY
Clelctronik  serta komponen untuk TV berwarna Flat, 1LCD, Plasma,
glekironik isinnya integrated Circuit {IT), Mother Board,

SEmart Card, Compressor unbulk AL
dan Kuikas, pigtor ustuk alat listrik
rumai tannga

d. Industri alat transmisi deni32200 *3
alat komuniloasi

&, Indusiri radio, televisi, alat-i 32300 TV LCD, TV Plasma, HD TV, OOy,
alat rekaman suars  dan Rear Projection, High OV,
gambar, dan ssienisnys. {onference systermn, Audio Amplifier

£ Industri kamers Fobografi 33283 *3

g. Industri  lasa  Konsultasii 72200 *3
pirant lunak

13, iKelompok Indusiri  Alat

Angkut Darat

a. Indusiri Mesgin/Peralatani 25221 Mould dan Dies, Jig dan fixture
grtuk
Hengolahan/Pengeriaan
Logam

h., Industri kendaraan bermotor] 341040 *3
roda ampat atay lebih

. Industrl periengkapan dsni34300 - Engine dan engine part

komponen kendaraan
berrmsstor roda empat atou
lebih

{keseluruhan engine secara utuh
termasuk komponennys antara [Bin
: Karburator daa  Dagiannya,
Cylinder Biock, vlinder  LUner,
Cylinder Head, dan Head Cover,
figton, Ring Piston, dan  Crank
Case, Crank Shaft, Connecting rod
dli}

- Brake Systern, Ade & Propelier
Sharft, Transmission/Clucth
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System, Steering gear

- {njactoy, Water Pump, OIF Pump,
Fuel Pump

- Forging compornent, Die Casting
component, Stamping Part

d. Industri  Komponen dani35912 - Engine dan Engine Part
Perigngkanan Sepada Motor -~ Die Casting component, Brake
dan sejenisnya system

- Transmission systaen
14, [Kefompok Industed

Pembuatan dan Perbsikan

Kapst dan Perahy

a. Indusiri KapalfPerahu 35111 Kapai di atas 50.060 DwY

b, Industr peralaten dan 38112 g
periengkapan kanal

15, |{Industrl Pembuatan Logam| 27201 - Chemical Grade Alariing
Dasar Bulkan Besi - Pemurnian Hikel gecara

Hidrometalurg

- Pengolahan dan pemurnian timah
hifam

- Pengelahan dan pemurnian seng

Keterangan : *) Semua bhidang usaba yang termasuk dalam KBLL yang

bersanghkutar:.

Salinan sesual dengan ashnye
SEXKRETARIAT NEGARARY
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan
Bidang Perskanomian dan Industed,

ttd.

M. SAPTA MURTI, SH.,MA MKn

PRESIDEN REPUBLIK INDOKESIA,

ted

DR.F. SUSILO BAMBANG YUDMOYOND
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LAMPIRAN 1)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TANGGAL 2 JANUARI 2007

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

KLBI
(KLASIFIKASI
BIDANG CAKUPAN
NO. BIDANG USAHA LAPANGAN PRODUK DAERAH/PROVINSI
USAHA
INDONESIA}

1. (Kelompok Industri 15121 ) Maluku, Maluku Utara,
Pengolahan Makanan Papua, Irian Jaya Barat,
Industri Pengalengan ikan Sulawesi Utara,
dan biota perairan lainnya Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat,
Gorontalo

2. |Kelompok Industri
Pengolahan SDA berbasis
Agro )

a. Industri minyak goreng|15143 *3} (Harus | Sulawesi Utara,
dari minyak kelapa terintegrasi | Sulawesi Selatan,
usaha Sulawesi Tengah,
budidaya) Sulawesi Tenggara,
Sulawes) Barat,
Gorontalo
b. Industri berbagai macam {15322 Tepung dari | Sulawesi Utara,
tepung dari padi-padian, jagung Sulawesi Selatan,
biji-bijian, kacang- (Harus Sulawesi Tengah,
kacangan, umbi-umbian, terintegrasi | Sulawesi Tenggara,
dan sejenisnya usaha Sulawesi Barat,
budidaya) |Gorontalo
¢. Industri gula pasir 15421 Gula pasir|Di luar Jawa
dari tebu
(Kapasitas
minimal
70.000 ton
gula/tahun,
terintegrasi
usaha
budidaya)
d. Industri gula lainnya 15423 Gula dari Di luar Jawa
ubi kayu
{Harus
terintegrasi
usaha budi
daya)
e. Industri Persiapan Serat 17111 Serat Sulawesi Utara,
Tekstil Kapas Sulawasi Selatan,
{Harus Sulawesi Tengah,
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Terintegrasi | Sulawesi Tenggars,
usaha Sulawesi Barat,
budidays  rGorontaln, Nusa
minimat Tengpara Barat, Nusa
500 hay Tenggara Tirour
Kelompok Industri 21020 *3 B e Jaws
Kemasan dan Kotak dari
Kertas dan Karton
Industsri kemasan dan kotak
dart kertas dan karten
Kelompaok Industri Barang | 25208 *} D luar Jawa
dari Plastik
Industri Kemasan dari Plastik
Kelompok Industri Semen, [ 284118 Papga, irian Jaya Barat,
Kapur, dan Gips Maiuka, MaluRu Utera,
Industri Semen Salawast Utara, Nusa
Tengoars Barat
Helompok Industri
Furnitur
a. Industri Furpitur dari kayu 1 36101 Di luar Jawa
b. Industri Fuenitur dari 36102 Diluar Jawsa
robar, dan abtau bambu
Penangkapan Ikan di Lauwt 05011 - Tuna Provinst yang
dan Pangolahannya idan herbnissan dengan
{Usaha Terpadu} 15121 Samudera Hindia @
-~ Pengalangsn A4 - {{akalang ;- HNasgyroe Acah
1513% Darussalam;
- Penggararman / - Mg f - Sumaters Utara;
Pengeringan Cucut
- Pengasapan - Layur - Sumatera Rarat;
- Pembekuan - Tenggiri |- Bengkuhs;
- Pemindangan - tumure  }- o Lampung;
- Pangolaban f Pengawelan - Bawal - Banien;
latnnva
- Kakap ~ mws Barat;
werah
- Jawa Tengah;
- Dl Yogyakarte . ..
~ Hali;
- Nuga Tenggara
Barat;
= Nusa Tenggara
Timr;
- Maluku;
- Papua.
Penangkapan  Crustacea §80312 - Udang Proviast vang
Laut dan Pengolahannyaidan - Kepiting | berbatasan dengan
{Usaha Terpadu) i5121 Samuders Hindia
- Pengatengan sfd - fobster (- Ranggroe Aceh
15129 Daryssalam;
- Penggaraman/Pengeringan - Rajungan |- Sumatera Utara;
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Pengasapan

Pambrekuan
Pemindangan

Fengolahan / Pengawetan
lainnva .

- Sumaters Barat;
- Bengkulu;

- Lampung;

- Banten;

-~ Jawa Barat;
- Jawa Tengah;
~ DI Yogjakarta;

iinnva

- lawa Timur,
~  Bali;
- Nusa Tenggara
Baral;
- Pusa Tanggars
Timur,
- Maiuky;
- Papua,
Fananghapan Mallusca 105013 Cumi Provinst YA
Laut dan Pengolahannyaidsn - Sptong berhatasan dengan
{Usaha Yerpadu) 15124 Samudera Hindia :
Pengalengan s/4 - Teripang 1- Nanggroe Acah
15128 Darussalam;
Panggaraman / Ubur- - Sumatera Ulara;
Pengeringan ubur
Fengasapan - Sumalers Baraf;
Pormbekuan - BengRuly;
Fernindangan « Lampung;
Fangoiahan f Pengawetan - Banten;

- Iawa Baral;

- Jawa Tengah;

- Dl Yogiakarta;

- Jawa Timnur;

- Bali;

- Nusa Tenggara Barat;

- Kusa Tengoars
Timur;

- Maluku;

~ Papua,

Salinan sesusi dengan aslinya
SEKRETARIAT MEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-

undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

ted.

M, SAPTA MURTI, 5H.,MA,MKn

Keterangan: *) Semua bidang usahe yang termasuk dalam KBL yang
bersangkutan.,

PRESIDEN REPURLIK INDONESIA,
ted

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONG
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Lampiran 2

REALISAST INVESTASI PMA MENURUT NEGARA
1 Jamsari 1990 s/d 31 Desember 2007

L Bahrain 1 30.00

2 Bangladesh 1 150.00

3 Brusai Darugalam 2 3440,000.00

4 Emsirat Arsb 1 100.00

5 Filipina 13 34,006.34

6 Hongkong 315 3,675,158.711

7 fndia 94 276,484.54

_______ 8 frak 2 254,73

9 lran i 200,00

10 Jepang 1,651 19,541,493 47

11 Korea Seiatan 996 4,394 429 01

12 Malaysia 245 1,279,546.25

i3 Muang(ha 24 103,681.68

14 Myanmar i 64.62

g Neps! 1 300.6¢

1a Pakisian ii 2,400.95

17 Qatar i 250,00

18 RRC S0 228,971.39

14 Saudi Arabia 10 H,111.44

20 Singapura 833 11,563 538,53

2 Siprus 2 18,596.94

22 | Srilangka fir 951,03

23 Suriah 1 100.00

24 Syria 2 23%.00

25 Taiwan 497 3,822, 44R8.534

26 Turki 7 1,143.60

27 Yemen Arab Republic 4 14,293,060

28 Yordania ho 1.979.46
AFRIKA ,

1 Alrika Sefatan Rep. 2 140.52

2 Aljazair 1 33.76

3 Kamerun 1 150,400

Pengaruh Kebijakan...,
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4 Kenya i 192.%0
5 Kengo i 53.76
G Liberia i2 310,621.08
7 Libia 3 2,731.18
3 Mali 5 628.87
) Mauritinia P 1.362.50
1o Mauriting 44 0 3.951.610.07
11 | Mesir ! 450.00
1z Nigeria i 65494
i3 Seychel 3 587 88621
i4 Tanzania & 82,138,311
AUSTRALIA
H Ausiralia 284 1.303.280.19
2 Fiji 1 12040
3 Samod 2 219.64
4 Selandiz Bary ia 11,235723
4 Vanuatu 1 142 .00
AMERIKA o
1 Arverika Serikat 334.0 7.206,962.63
2 Argeniina 1 104,00
3 Bshunmas & 172,214,632
4 Bermuda 3 3,639,258
5 Brasii Z 16508516
& Cayman Ishund i 19,200.04
7 1 Kasada 36 28,692.12
g Maksiko 3 456,80
3 Panama 30 83 57950
EROPA
1 Austria 16 20,1773
2 belanda 275 3,870),382.85
3 Belgia 51 330,401.51
4 Ceknslowakia 2 33140
3 Czech Republic 1 170.00
6 Dentark 22 37,143 28
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7 Finlandia 11 2177110
B Hungaria 1 4{3).00
g Inggeris 438 7,714,249.10
133 Iriandia 2 751258
LI islundia 2 697.08
12 fali 45 £13,605.88
13 Jerman Rep. Federasi 24 {,189.802.11
14 Jibrafiar 1 1.300.00
i3 Luxembarg 6 362,390.5¢9
16 Morwegia 14 A43,110.7¢
17 Ferancis 126 1.0041,453 97
18 Polandiy 1 10000
iv Rusiz i £10.00
28 Skotlandia 1 3,400.00
21 Spanyol 9 13,199.22
22 Swedia 15 23,494.55
23 Swiss 108 661,475,720
24 Yunani 7 1,736.11
Negara Eainaya 1,225 18.430,274.90
TOTAL 8,244 94 024,332,538

Sumber ; BKPM
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Lampiran 3

PERKEMBANGAN PERSETUJUAN RENCANA INVESTASI
1967/1968 - 31 DESEMBER 2807

1987 - T 13 2106
1968 27 386 35 236.4
1969 73 36.6 37 127.5
1570 173 1,296.5 87 170.2
1971 216 218.3 64 310.4

1972 268 184.9 48 1717
1973 34 492.4 70 338.5
1974 134 214.6 55 365.6
1975 79 160.1 24 1,153.9
1976 77 401.6 2 231.2
1977 157 490.2 21 187.3
1978 188 751.4 23 237.0 o
19% 167 682.4 13 237.0
1980 165 1,589.9 21 1,081.3
1981 164 2,384.9 24 747.0

1982 209 3,767.1 32 2456.1

1983 34l 6,574.2 46 2,436.8
1984 145 2,2835 23 1211
1985 245 3,790.1 46 913.1
1986 315 4,706.0 93 1,056.8
1947 | 571 ~10,682.9 141 1,918.1
1988 850 14,414.1 147 4,447.7
1989 869 19,639.5 308 4,898,
195) 1,339 60,729.6 445 9,780.3
1991 814 40,296.9 393 8.856.3
1992 437 28,582.2 293 10,334.1

1993 548 38,8903 296 7,783.7
1994 828 53,4793 479 24089.8
1995 782 68,234.3 769 39,657.5
1996 807 99,536.8 970 29,6101
1997 719 119,320.5 778 33,665.7
1998 323 57,999.2 958 13.635.0
1999 239 53,930.8 1,179 10,894.3
2000 416 95,8160 1,613 16,039.8 o
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1944 23 53,9308 1,179 10,8943
2000 416 058160 1,613 160398
2001 273 60,6620 1,386 16,3754
2002 198 26,300 7 1,253 5,8G1.1
2003 236 55.832.1 1,246 14,308
2014 206 44 .801.7 1,253 10,4701
03 218 S8.577.3 1,649 116358
2006 223 162,767.2 1,718 13,659.1
2007 272 188,876.3 1,976 40,1458
Catatan :
i Diluar investast sekor minyak & Gas Burst, Parbankan, Lembags Kenangan
Non Bank, Asuransi, Sews Gupa Usaha, Pertambaagan dalam rangka
Kontrak Karya, Perjanjian Kurya Penpusabaan Pertambangan Batubara,
Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi tekuis/selloral investay
poriclolio (pasar medal} dan investasi rumsh tangga
2 Proyek @ Jumlah proyck = Proyek Baru + Alih Siatus
3 Nilai ; Rencana Nilai Invesiasi = Proyek Baru + Perluasan + Alih Status
4 Tidak termasuk data 1 (salu} perseleiuan repcana myesiasi PMON yang
3
Dat tahun 2002 5.4 2004 berubah dari dala BKPM periode November 20067
disebabkan bulan Desember 2007 BKEM menerima Surat Persetujuan
Rencana Investus yang ditorbitkan oleh daerak dan validasi data
&

Data sementara, lermasuk data persetujuan reacans investasi yang

dikeluarkan oleh duerab yang diterima BKPM sampai dengan 31 Desember

247

Sumbet : BKPM
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Lampiran 4

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI
TAHUN 1990 - 31 DESEMBER 2008

1990 253] 23861 100 706.0
1991 2651 3666.1 149 1050.7
1992 225] 50674 155 1940.9
1993 304 i - 183 $653.1
1994 5821 12786.9 382 37712
1995 3750 113125 287 6698.4
1996 as0] 18509.7 357 46282
1997 345] 186288 331 3473.4
1998 296! 163125 412 4855.7
1999 248] 162867 504 £229.9
2000 300] 27038 638 9877.4
2001 160/ 93908 454 3309.4
2002 108 12300 442 3082.6
2003 1200 12247 569 54433
2004 130 154004 548 457277
2005 215| 307242 907 8911.0
2006 162] 20649 869 5991.7
2007 159 3487877 083 10341.4
2008 239 20363.4 1138 14871 .4

Sumber : BRPM

Calatan

i Diluge iovistast Sckior Minyak & Gas Bumi, Perbankan,

2 Prowek : Jumiah lzin Usaba Tetap vang dikeluarkan
3

Lata sementara, termasuk Tzio Usaha Totap yang dikeluarkan

oleh daerah vang ditedims BKPM sampai dengan 31

Desgenbar 2008

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP Ul, 2009



DATA PENERIMAAN PAJAK

Lampiran 5

REPELITA ]

1969/70 43.00 31.00 5170 32.10 7.40 0.10 3.50 174.80
1970471 51.30 40.80 71.00 38.10 25.70 0.10 4.60 231.60
1971/72 68.00 46.40 69.40 40.40 28.10 0.20 7.30 259.80
1972/73 87.90 62.30 73.20 47.30 32.70 1540 | 6.70 325.50
1973/74 144.30 105.30 128.20 61.70 68.60 20.00 | 11.60 535.70
REPELITAII

1974475 225.80 153.80 160.60 74.40 70.30 28.50 | 16.50 729.90
1975776 305.90 191.70 174.00 97.30 61.60 35.90 | 17.10 883.50
1976477 381.90 264.50 25740 130.70 | 61.70 44,30 { 11.70 | 1,152.20
1977718 503.80 318.00 | 286.90 181.90 | 81.20 55.60 | 1570 | 1,443.10
1978/79 617.20 346.60 29530 252.90 | 166.20 68.00 | 19.50 | 1,766.00
REPELITA T

1979/80 792.50 32940 | 316.70 326,40 | 389.10 74.60 | 2120 | 2,249.90
1980/81 1,112.20 | 46070 | 448.00 437.90 | 305.00 91.90 | 3600 | 2,891.70
1981/82 1,367.10 | 533.90 | 536.20 544.20 | 128.50 | 100.3¢ | 3820 | 3,248.40
1982/83 1,706.50 | 707.60 | 521.90 620.10 | 82.50 112,50 | 61.20 | 3,812.30
1983/84 1,932.30 | 830.60 | 557.00 77320 | 104.00 | 144.90 | 51.50 | 4,393.50
REPELITA TV

1984/85 2,121.00 | 8§78.00 330.10 872,60 | 91.00 180.60 | 115.00 | 4,788.30
1985/86 2,313.00 | 2,326.70 | 607.30 943.70 | 50.50 224.50 | 151.20 1 6,616.90
1986/37 2,270.50 | 2,900.10 | 960.10 1,055.80| 78.80 150.00 | 19040 | 7,645.70
1987/88 2,663.40 | 3,390.40 | 938.40 | 1,105.70| 183.50 | 275.10 | 222.90| 8,779.40
1985/89 3,949.40 | 4,505.30 | 1,192.00 { 1,389.90{ 155.60 | 424.20 {292.10 { 11,908.50
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REPELITAY

1989/90 548770 | 583670 | £587.00 | 147650 | 17150 | 59040 | 27550 | 1542550
199091 5.755.30 | 7.462.70 | 248470 | 101730 | 4420 | 81100 | 24550 | 1971970
199192 958040 | 892610 | 2,133.10 | 2,23280 | 1880 | B7460 | 30260 | 2405840
1992/493 11.912.60 | 1071440 | 2,65220 | 238080 | §.50 | 110060 | 35950 | 20,129.00
1993/94 15,273.10 | 1228230 | 2.888.10 | 255950 | 13.50 | 1,534.30 | 28530 | 34,836.10
199493 18,764.10 | 16,544.80 | 3.800.10 | 3,153.30 | 130,60 | 1,647.30 | 30190 | 44,4420
1995796 21,012.00 | 18,519.40 | 3,029.40 | 3.592.70 | 186.10 | 1,893.90 | 452.80 | 48,686.30
1996/97 27,062.10 | 2035120 | 257800 | 426280 | 8100 | 241320 | 590.70 | 57,339.9¢
1997/08 34,388,30 | 25198.80 | 2,008.70 | 500120 | 12850 | 264090 | 477.80 | 70,934.20
1995/99 5594430 | 27,803.20 | 2,305.60 | 7,73290 | 4,630.20{ 3,565.30 | 41300 | 102,394.50)
1999/2000 | 72,729.00 | 33.087.00 | 417700 | 10,381.20 | 858.60 | 4,107.30 | 61090 | 12595130
2000 $7,073.00 | 3523180 | 659700 § 11,28666 | 33120 | 445610 | 83670 | 11591250
20631 94,576.00 | 5595200 1 9,025.80 | 17,394,100 | 341.20 | 6,662.80 | 1,383.90 | 185,54090
2002 101,873 501 65153.00 § 10.344.40] 23,18860 | 231.00 | 7,807,350 | 1,360.50 | 210,087.50
2003 11501360 | 7708150 | 10,884,601 26,277.20 | 229.70 | 1090530 1,654.30 | 242,048.20
2004 119,514.50 | 102,572.70] 12,444.00] 20,17250 | 207.80 | 14,685.20 | 1,872.10 | 280,558.8%0
3005 175,541.201101,295.861 14,920,90{ 3325620 | 31820 | 19,648.60 | 2,050.30 | 347,031.20
2006 208,833,101 123,035,901 12,7140.,40 | 37,772.10 | 1,091.10 { 24,043.00 | 2,287.40 | 409,203.00
2007 238,430.90 | 154,526,801 16,699.40 | 44,679.50 { 4,237.40 | 29,676.90 | 2,737.70 | 490,988.60
Keterangan

i Sampyl dongan baa 198371984, awdin darl pajak pendapalas, pajsk persgroms, MPO den PEDR

Selak tahua 199072000 ermasak PPH Migus
2 Sampai dengan 198471985, terdini dard pajsk penjoalen dan pajek penjuaizo impor

3 Semput dengan 198471083, enhia dand ipedda dan gaiak kekavasn

Sejnk tahun 1998/1999 wermmsek BPHTY
4 Terdiri dari pencrimaan Bea Meterai dan Bea Lelang
5 Periode U April sampad dengan 31 Desember 2000 (9 butan)

Suruber :

Paia inhuy 196971970 1 Nowa Keoangan dan APBN Tahun 1595/1996 hat 82 (Deparigmen Kesanpun RI)
D taben 190471995 sarnpai deegan HHI7 © Data Pokak APAN 2008 - 260% hal. 3 {Depariomen Kowsngan B
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DATA VARIABEL YANG DITELITI

Lampiran 6

Investasi | cvepig [ GDPper | Pamjang |Angkatan
Tahun (Milyar Rp.) Tax Elforl Inflasi (Milyar Rp.) ka'pua riil (| Jalan (ribu (Kerja (juta
milyar Rp) Kn.} org)

1967 18,95 0,09 1,12 375.805 | 0,0027 83| 41365
1968 79,48 0,07 0,85 18923 0,0029 ga| 42.653
1969 44,63 0.07 0,10 449210 | 0,0030 64| 44126
1970 59,91 0,07 009" 493276 0,0032 84|  45.669
1971 122,12 0,07 0,02 521.264 | 0,0033 89| 47.104
1972 71,26 0,08 0,26 564.058 |  0,0035 95| 49917
1973 140,48 0,07 0,27 619.272 | 0,0038 98|  52.110
1974 234,72 0,07 033 635.561 |  0,0039 101  54.490
1975 478,87 0,07 0,20 662.631 | 0,0041 105]  55.967
1976 104,25 0,08 0,14 679.803 | 0,0042 122  57.228
1977 77,73 0,08 0,12 720742 | 0,0045 123]  59.599
1978 98,36 0,07 | 007 805410 | 0,0048 129  61.478
1979] 106,65 0,06 0,22 860.000 | 0,0051 129| 62215
1980 675,81 0,06 0,16 948.552 | 0,0054 146 ]  63.688
1981 466,88 0,06 007| Lozzaos| 0,008 157 | 64.425
1982]  L.871,06 0,06 00| 1041024 | 00057 168 | 65.162
1983|  2.485,54 006 o011] L118433| 00061 188 | 65.898
1984 1.237,13 0,07 0,09{ Lis1.094 | 00063 198 | 66.587
1985 1.033,17 0,08 004] 1236417 0,0065 07| 67468
1986 1.744,57 0,08 009 ] 1299384 | 0,067 24| 70061
1987 3.194,02 0.08 009 1349527 |  0,0069 27| 72233
1988 7.594.00 0,09 0,05 141958 | 00071 255 | 74.923
1989 8.743,54 0,10 006] 1545140 |  0,0076 271 | 75.497
{1990 " iBeasun| o 00| 641271 | 0,008 289 [ 77.802
1991 47.641,75 0,11 0,00{ 1733804 |  0,0085 319 [ 78456
1992 21.308,91 0,12 005] 1842733| 0,090 325 | $0.031
1993] 1642361 0,12 0,00 1955668 [  0,0094 345 | 81.446
1994|  52.997,56 0,11 0,09{ 2090466 | 0,0099 357 85.339
1995]  91.529,51 T — 009] 220s910] 0,102 327| 86361
1996]  70.560,87 0,11 007 2360134 | 00100 336 | 88.817
1997)  156.545,51 0,11 011 | 2445775 00112 31| 90.110
998 10942088 o1t |  o78| 219187 00099 35| s2d61
1999 84.150,30 0,09 002]| 2130570 | 0,0007 356 | 94.392
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FHKY 1354746 $.11 104 Z.2453013 G0187 i3 95,651
001 167,340 .12 g3l 23M03 0.0106 632 97,034
02 59.640.68 .12 130 411,406 013 AR 8,73
2003] 12265796 SR 005 | 2,521,061 0.0115 A7 | 100,406
2004 9339222 .13 (.06 2,072,008 G.M2r 373 1{¥2,924
2005 1268129 0.i2 0071 2,774,281 0.0128 3781 195,802
mEl 18502504 .12 007i 2922393 0137 04 1 16,380
ol 37355 0.2 0071 3,087,540 00144 4131 tov941

Sumber  BPS, BPEM, Mot Kouangao 196971970 s 2008
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Lampiran 7

TABEL DATA YANG DIOLAH DENGAN PROGRAM EVIEWS

Tahun In FIi TE i GDP  {Iln GDP Cap| INFRA Lab
_oHes 2,9 0.07 12,81 -39 82,805 41,3633053
198 4.4 0,07 29 5.8 84269  42,653412
197G 18 6.7 130 -5.8 63,853 44,126053
1971 4,1 0.07 LR | 84,297 45, 66857Y
1972 48 0,08 134 87 89,378 47103791
1973 43 8,07 13,2 5,7 93,483 49516887
e 4.8 0,07 1331 586 97,598 32,106926
978 55 8,407 i34 -53.3 181,258 54,430285
vvvvvvv 1976 52 0,08 134 53 104,681]  55,067272
oy 4.6 3,08 1341 -53 123,758 57228204
1978 4,4 407 i35 34 122,79 38.598626
19 45 $.08 1361 53 128,713 51478320
o ioms 4.7 8,08 1371 53 125,062 $2,214985
1981 5.3 8,06 138 5.2 146,498 63,688314
1OH2 6.t 808 138 5,2 157267 64,424978
oy 75 0,08 138 52 168,307]  65,161643
1984 7.8 4,07 1390 A1 188,879 63,8985407
1483 7. 8,08 140  -51 198 455 66,585565
1586 6,2 0,08 144 -5, 207363 67468450
sz 73 g8 14,1 -5.0 224211 70061307
_________ 1988 | 8,1 0,09 i -50 221,344 72,233109
1989 8,9 0,10 142 42 254934 74,922636
1990 91 0,11 143 49 27,1751 75,496781
1991 9.8 0,11 431 -48 288,727 T7,802264
1992 9,8 0,12 144] 438 319,370 78455548
1943 10,0 Q.12 144 -4,7 325,441 80,031188
1994 9,7 11 14,5 4.7 344,892 51,446078
vvvvvvv 1995 109 0,11 146 -4,6 356,878 B5,339352
1986 11,4 0,11 146 A8 327,227 86,361261
1997 1z g1 14,71 4,8 336,377 B8.816782
1598 12,0 8,11 147 -4,5 341,467 90, 104382
e il6 B3OS 146 4.6 353,363 92, 160982
20 11,3 3,11 146y -45 355,051 9439236
0 118 412 6] 45 335,051 95,630941
202 12,0 0,12 m#H 45 351,782 97,633873
L2003 114 0,12 147 45 368,362 9B729034
004 ] 11,2 0,13 14,7 45 305160 100,2062%8
S 11,4 412 1481 44 372,929 192923648
2% 118 3,12 48 44 377929 183,802372
2007 120 4,12 148 43 393704 106388935

Pengaruh Kebijakan

..., Anggrainy, FISIP Ul, 2009



Dependent Vadable: LN_FDID

Meathod: Least Squares

Date: 06/25/08 Time: 0012

Sample: 1968 2007

included cbservations: 4%

Varighie Coeffictort 6. Error +-8tallstic Prob.
L&, GDFG 10.87840 3417741 3095435  {.0038
GOPCAPR 14488681 4733700 2357481 0.0243
TAX -4, 377448 AB4B727 D862 0.242%
INFRA 0.010028 4005434 o912t 0.0623
LAD G007743 Q828179 0.BEO7EZ  0.3484
o -200.2882 127723 a8t a0082
R-squared 0888378  Mean depandent var 8.111493
Adiusted R-squared 0564874 5.0, depandent var 3.008517
8.E. of regression 0.563478 Akaike info critedon 1.8281563
SBtn squared resid 10.79524  Schwae chterion 2081434
Log iikelihood -30.862085 F.dististic 215.2582
Durbin-Watson stat 1.521344  Prob{F-staiistic) £.050000

S e

Lampiran §
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Coefficient Covariance Matrix

EN_GDPO01 GDPCAP TAX INFRA, LLAB c
LN_GDPO1 11.68096 15.02954 -0.013709 -0.004698 0.027176 -240.2716
GDPCAP 15.02954 22.40792 6.100285 0.001069 0.070151 -328.7004
TAX -0.013709 8.100285 2067273 0.016318 0.050495 -41.64498
INFRA -0.004699 0.001069 0.016318 2.95E-05 7.07E-06 0.050768
LAB 0.027176 0.070151 0.058495 7.07E-08 0.000831 -0.806300
Cc -240.2716 -329.7004 -41.64498 0.050768 -0.806300 5080.444

Pengaruh Kebijakan..., Anggrainy, FISIP Ul, 2009



Breusch-Gadfrey Sedsi Conslation LM Test:
. S
Fugtalintic 1.123282 Probabiity DA37897
Obs*R-squared 2.623988 Probabllity 0.2a3283
Test Bquation:
Denerdent Varable: RESID
Meihod, Least Squares
Date: 9B/25/08 Time 0044
Presample missing value lagged residuals set to zero, i
IL Variable Coofficient  Sid. Ever Siatistlc  Prob.
LN GOPH 0020739 3408724 0008722 D903
GDPCAP (.0215685 4.720047 0.004568  0.9864
TAX (1. 254808 4.587644 0.055483  D.9561
INFRA 1OSE-08 £.005584 L.OCigst  0.8585
LAB 0001544 B02924C  C.OB2806  0.9882
o 0158820 7102423 Q002204 09883
BEBIDE 0256520 0478247 1472486 01507
RESIDLZ) S A0788R 0 0180830 -DAGH184 05558
e
Resqurared G.065600 Mean dependent var  -T.B4E-15 Ii
Adjusted R-squared -G 138800 S.D. dependent var 0.526110
8.E. of regression (.561445 Akaike Info criterion 1.860252
Sum squared resid 10.08707 Schwarz criterion 2198028
tog fkelihood v28.20804 F-statistic 0.320038
Ewerbin-YWatson stat 2.04BG78 Prob{F-statistiod .838919

-
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White Heteroskedasticity Test: “J
i i

Fegtatistic 1123354 Probasiity 0.375031

QObs*R-squared 7116834 Probabiity {.344854

Test Equation;

fependent Variable: RESINA?
Method: Least Squares

Bate: G8/25/09 Time: 00:13

Bampie: 1868 2007

il included observalions: 48

Coefficient Sk Foor  &Sislstic  Prob,

Varigble
C 484 4482 38608288 1300882 02006
LN _GDPot -BRABITE  6BR1827 1187385 (0.2636
PN GRPD1R2 2847184 2481078 11476880 02608
GOPCAP 3B 41847 40.81043 G.731134  G4708
GDPCAP2 -3.935527 5036080 -0.781488  0.4400
TAX 1394980 2021743 0.080889  0.4057
TAX2 -§2.26071  85.24462 -0.8000831 04288
INFRA JLO14520 0011376 12771214 02147
INFRANZ 113805  288E-85  D.545068 05883
LAB Q.088757 0220587  0.311888 07875
L ABA2 GOROS18 0001218 -042EBTY 05732
R-squared (0278208  Mean dependent var {.268881
Adiustad R-squared (0380860 8.0 dependent ver .381562
8.E. of regrassion 0383878 Akaike info gitedon 1800508
Bure: squared resid 3874842 Schwarz criterion 1.464850
Log dkelirood -B0M0188  Feiatistic 1.125384
Durbin-Watson siat 2660732  Prob(F-statistic} 035031
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